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I.1 

PENDAHULUAN 
 

 

 

LATAR BELAKANG 

 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

dituntut untuk menyelenggarakan Sistem 

Pemerintahan dengan Prudent, 

Transparan, Akuntable, Efektif dan 

Efisien sesuai dengan prinsip-prinsip 

Good Governance sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang No 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas korupsi, 

kolusi dan nepotisme, sehingga itu 

diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai 

landasan bagi proses 

penyelenggaraannya. 
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I. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2016 melakukan reorganisasi yang 

semula sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 189 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang semula terdiri dari 5 

(lima) unit kerja Eselon I menjadi 6 (enam) unit kerja Eselon II, yaitu: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 

2. Direktorat Sarana Perhubungan Darat; 

3. Direktorat Prasarana Perhubungan Darat; 

4. Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat; 

5. Direktorat Angkutan dan Multimoda; 

6. Direktorat Pembinaan Keselamatan. 

 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perhubungan Darat. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, 

prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan dan 

angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan 

keselamatan transportasi darat; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, 

prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan 

angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan 

keselamatan transportasi darat; 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, 

dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta 

peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;   

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu 

lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, 

penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar 

moda dan keselamatan transportasi darat;   

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, 

sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, 

dan angkutan multimoda serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan 

keselamatan transportasi darat;   

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
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Gambar I.  1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 
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I.2.1. Sekretariat  Direktorat  Jenderal Perhubungan Darat 

 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif kepada 

seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 

 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program, pemaduan jaringan 

transportasi darat dan keterpaduan sistem antarmoda, pengembangan sistem dan 

teknologi informasi subsektor  transportasi darat, serta pengawasan dan penyusunan 

laporan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat; 

2. Pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, 

administrasi perkantoran, kearsipan, tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat dan urusan umum di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat;  

3. Penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, 

pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, harmonisasi dan standarisasi regulasi 

tingkat nasional, regional dan internasional, pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan 

masyarakat dan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, media sosial, website dan 

koordinasi layanan pengaduan publik (contact center), serta kerjasama dalam negeri dan 

luar negeri subsektor transportasi darat;  

4. Penyiapan koordinasi revisi anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, 

bimbingan teknis administrasi keuangan, serta penatausahaan, penyusunan dan 

penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara 

(BMN), usulan pengelola anggaran, serta tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA), 

pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 

 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari: 

1. Bagian Perencanaan; 

2. Bagian Keuangan; 

3. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan 

4. Bagian Kepegawaian dan Umum. 
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Gambar I.  2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 
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I.2.2. Direktorat Sarana Perhubungan Darat 

 

Direktorat Sarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan 

jalan, sungai, danau dan penyeberangan. 

 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sarana Perhubungan Darat mempunyai fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa 

sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan 

penghapusan / penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi 

dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, 

pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, 

karoseri, agen pemegang merek kendaraan bermotor serta kompetensi sumber daya 

manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan dan teknologi 

sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa 

sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan 

penghapusan / penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi 

dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, 

pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, 

karoseri, agen pemegang merek kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi 

sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan regulasi tingkat nasional, 

regional, dan internasional, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan 

jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta teknologi sarana angkutan jalan, sungai, 

danau dan penyeberangan;   

3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur,  dan kriteria di bidang pengembangan 

teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, 

sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan 

danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, 

danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi 

pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merek kendaraan bermotor, 

harmonisasi dan standarisasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 

regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional, kompetensi sumber daya manusia 

bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta teknologi sarana 

angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; 

4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan 

penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan 

jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan 

jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan 

kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merek kendaraan 

bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan 

penyeberangan regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional, kompetensi sumber 

daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta 

teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;  

5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan 

penyeberangan; 
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6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga 

Direktorat. 

 

Direktorat Sarana Perhubungan Darat, terdiri dari: 

1. Sub Direktorat Teknologi Sarana Angkutan; 

2. Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan; 

3. Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 

4. Sub Direktorat Sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 

5. Sub Bagian Tata Usaha.  
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Gambar I.  3 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Sarana Perhubungan Darat 
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I.2.3. Direktorat Prasarana Perhubungan Darat 

 

Direktorat Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana 

transportasi darat. 

 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana 

transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi 

antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, 

dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi 

darat, serta konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi; 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana 

transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi 

antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, 

dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi 

darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta harmonisasi 

dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan 

internasional;   

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan 

jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, 

terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan 

sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang 

prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda 

transportasi serta harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat 

tingkat nasional, regional, dan internasional;   

4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal 

angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan 

bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya 

manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan 

antar moda transportasi serta harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana 

transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional;   

5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat;  

6. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat. 

 

Direktorat Prasarana Perhubungan Darat, terdiri dari: 

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan; 

2. Sub Direktorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor; 

3. Sub Direktorat Pelabuhan Sungai dan Danau; 

4. Sub Direktorat Pelabuhan Penyeberangan; 

5. Sub Direktorat Bimbingan Kepengusahaan; 

6. Sub Bagian Tata Usaha. 
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Gambar I.  4 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perhubungan Darat 
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Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat 

 

Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, 

sungai, danau dan penyeberangan. 

 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau 

dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan 

analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas sungai, 

danau dan penyeberangan, serta kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas 

jalan, sungai, danau dan penyeberangan; 

2. Penyiapan pelaksananaan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, 

danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan 

jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas 

sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia serta harmonisasi 

dan standardisasi regulasi lalu lintas jalan, sungai,  danau dan penyeberangan tingkat 

nasional, regional, dan internasional; 

3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan 

lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas 

jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan 

perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber daya 

manusia bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan tingkat nasional, 

regional, dan internasional; 

4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan 

rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta 

manajemen, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, 

kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan 

penyeberangan tingkat nasional, regional, dan internasional; 

5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas perhubungan darat; 

6. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.     

 

Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat, terdiri dari: 

1. Sub Direktorat Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan; 

2. Sub Direktorat Analisis Dampak Lalu Lintas; 

3. Sub Direktorat Perlengkapan Jalan; 

4. Sub Direktorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan 

5. Sub Bagian Tata Usaha. 
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Gambar I.  5 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat 
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I.2.4. Direktorat Angkutan dan Multimoda 

 

Direktorat Angkutan dan Multimoda mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan darat dan 

angkutan multimoda. 

 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Angkutan dan Multimoda menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan 

orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan 

multimoda, dan angkutan perintis serta kompetensi sumber daya manusia bidang 

angkutan darat dan angkutan multimoda;   

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan 

orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan 

multimoda, angkutan perintis, serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan 

darat dan angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi regulasi tingkat nasional, 

regional, dan internasional bidang angkutan orang dan barang di jalan, angkutan  sungai, 

danau dan penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta angkutan perintis; 

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan 

angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan, angkutan multimoda, angkutan perintis, serta kompetensi sumber daya 

manusia bidang angkutan darat dan angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi 

regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional bidang angkutan orang dan barang 

di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta 

angkutan perintis;  

4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, 

danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, angkutan perintis, serta kompetensi 

sumber daya manusia bidang angkutan darat dan angkutan multimoda, harmonisasi dan 

standardisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional bidang angkutan orang 

dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan 

multimoda, serta angkutan perintis; 

5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan darat dan angkutan multimoda;  

6. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan kepegawaian dan rumah tangga Direktorat. 

 

Direktorat Angkutan dan Multimoda, terdiri dari: 

1. Sub Direktorat Angkutan Multimoda; 

2. Sub Direktorat Angkutan Orang; 

3. Sub Direktorat Angkutan Barang; 

4. Sub Direktorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan 

5. Sub Bagian Tata Usaha. 
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Gambar I.  6 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Angkutan dan Multimoda 
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I.2.5. Direktorat Pembinaan Keselamatan 

 

Direktorat Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan 

keselamatan transportasi darat. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan 

Keselamatan menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan 

penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian 

keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, 

pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia di 

bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi 

darat;  

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi 

dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian 

keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, 

pengendalian operasional transportasi darat serta kompetensi sumber daya manusia di 

bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi 

darat;   

3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen 

keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan 

keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat serta kompetensi sumber 

daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan 

transportasi darat;   

4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen 

keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan 

keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat serta kompetensi sumber 

daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan 

transportasi darat; 

5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan; 

6. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat. 

 

Direktorat Pembinaan Keselamatan, terdiri dari: 

1. Sub Direktorat Manajemen Keselamatan; 

2. Sub Direktorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;  

3. Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan;  

4. Sub Direktorat Pengendalian Keselamatan; 

5. Sub Bagian Tata Usaha.  
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Gambar I.  7 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Keselamatan 
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I.2.6. Unit Kerja Mandiri Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

 

I.2.7.1. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) 

 

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 2002 Tentang 

Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 

(BPLJSKB) memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pengujian dan 

penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, 

kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus. 

 

Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 

antara lain: 

1. Pelaksanaan uji prestasi, bagian kendaraan bermotor, peralatan 

keselamatan, dan uji lapangan serta pemeriksaan konstruksi; 

2. Penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan 

bermotor; 

3. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi 

kendaraan bermotor yang akan diuji; 

4. Pelaksanaan pemeliharaan, pengadaan dan penilaian kinerja fasilitas 

dan peralatan pengujian serta sarana penunjang teknis lainnya; 

5. Pengembangan teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor dan 

penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor; 

6. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Balai Pengujian Laik 

Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. 

 

Susunan Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan 

Bermotor, terdiri dari: 

1. Sub Bagian tata usaha; 

2. Seksi Pengujian; 

3. Seksi Sertifikasi; 

4. Seksi Sarana pengujian; 

5. Seksi Teknologi Pengujian; dan 

6. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar I.  8  Bagan Struktur Organisasi BPLJSKB Bekasi 
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I.2.7.2. Balai Pengelola Transportasi Darat 

 

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, 

Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya 

untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 

UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan 

Menteri Perhubungan No PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. 

 

Tipologi (BPTD) terdiri atas: 

a. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada 

wilayah dengankarakteristik daratan yang terdapat pelayanan 

transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan 

penyeberangan komersial dan perintis yang selanjutnya disebut BPTD 

Tipe A; 

b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada 

wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan 

transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan 

penyeberangan perintis yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B; 

c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada 

wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan 

transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan 

penyeberangan komersial dan perintis yang selanjutnya disebut BPTD 

Tipe C. 

 

Susunan Organisasi BPTD Tipe A terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; 

b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan; 

c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  

d. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersil dan 

Perintis; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Susunan Organisasi BPTD Tipe B terdiri atas: 

a. Sub Bagian Tata Usaha; 

b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan; 

c. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  

d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Susunan Organisasi BPTD Tipe C terdiri atas: 

a. Sub Bagian Tata Usaha;  

b. Seksi Transportasi Jalan; 

c. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan 

Penyeberangan Komersial dan Perintis;  

d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 

Komersial dan Perintis; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar I.  9 Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe A  
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Gambar I.  10 Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe B  

 



22 

 

Gambar I.  11 Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe C  
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25 Balai Pengelola Transportasi Darat adalah sebagai berikut: 

1. BPTD Wil. I Prov. Aceh 

2. BPTD Wil. II Prov. Sumut 

3. BPTD Wil. III Prov. Sumbar 

4. BPTD Wil. IV Prov. Riau dan Kepri 

5. BPTD Wil. V Prov. Jambi 

6. BPTD Wil. VI Prov. Bengkulu dan Prov. Lampung 

7. BPTD Wil. VII Prov. Sumsel dan Prov. Babel 

8. BPTD Wil. VIII Prov. Banten 

9. BPTD Wil. IX Prov. Jabar 

10. BPTD Wil. X Prov. Jateng dan DIY 

11. BPTD Wil. XI Prov. Jatim 

12. BPTD Wil. XII Prov. Bali dan Prov. NTB 

13. BPTD Wil. XIII Prov. NTT 

14. BPTD Wil. XIV Prov. Kalbar 

15. BPTD Wil. XV Prov. Kalsel 

16. BPTD Wil. XVI Prov. Kalteng 

17. BPTD Wil. XVII Prov. Kaltim dan Prov. Kaltara 

18. BPTD Wil. XVIII Prov. Sultra 

19. BPTD Wil. XIX Prov. Sulsel dan Prov. Sulbar 

20. BPTD Wil. XX Prov. Sulteng 

21. BPTD Wil. XXI Prov. Gorontalo 

22. BPTD Wil. XXII Prov. Sulut 

23. BPTD Wil. XXIII Prov. Maluku 

24. BPTD Wil. XXIV Prov. Maluku Utara 

25. BPTD Wil.  XXV Prov. Papua dan Prov. Papua Barat 
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I. 3. SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menaungi sebanyak 3.597 Pegawai dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat    126 

2. Direktorat Sarana Perhubungan Darat        69 

3. Direktorat Prasarana Perhubungan Darat        63 

4. Direktorat Lalu Lintas          58 

5. Direktorat Angkutan dan Multimoda        73 

6. Direktorat Pembinaan Keselamatan        61 

7. Badan Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor     57 

8. BPTD WIL. I Prov. Aceh          83 

9. BPTD WIL. II Prov. Sumatera Utara      326 

10. BPTD WIL. III Prov. Sumatera Barat      143 

11. BPTD WIL. IV Prov. Riau dan Kepulauan Riau       61 

12. BPTD WIL. IX Prov. Jawa Barat       301 

13. BPTD WIL. V Prov. Jambi        120 

14. BPTD WIL. VI Prov. Bengkulu dan Prov. Lampung    113 

15. BPTD WIL. VII Prov. Sumatera Selatan dan Prov. Bangka Belitung  148 

16. BPTD WIL. VIII Prov. Banten         44 

17. BPTD WIL. X Prov. Jawa Tengah dan DIY     647 

18. BPTD WIL. XI Prov. Jawa Timur        364 

19. BPTD WIL. XII Prov. Bali dan Prov. Nusa Tenggara Barat   104 

20. BPTD WIL. XIII Prov. Nusa Tenggara Timur       29 

21. BPTD WIL. XIV Prov. Kalimantan Barat        23 

22. BPTD WIL. XIX Prov. Sulawesi Selatan dan Prov. Sulawesi Barat  195 

23. BPTD WIL. XV Prov. Kalimantan Selatan        26 

24. BPTD WIL. XVI Prov. Kalimantan Tengah        43 

25. BPTD WIL. XVII Prov. Kalimantan Timur dan Prov. Kalimantan Utara    56 

26. BPTD WIL. XVIII Prov. Sulawesi Tenggara       33 

27. BPTD WIL. XX Prov. Sulawesi Tengah        53 

28. BPTD WIL. XXI Prov. Gorontalo         49 

29. BPTD WIL. XXII Prov. Sulawesi Utara        55 

30. BPTD WIL. XXIII Prov. Maluku         15 

31. BPTD WIL. XXIV Prov. Maluku Utara        32 

32. BPTD WIL. XXV Prov. Papua dan Prov. Papua Barat      19 
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I. 4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN 

 

I.4.1. Kewenangan 

 

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

 

1. Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian 

Perhubungan; 

2. Terkait jalan merupakan kewenangan kementerian pekerjaan umum 

(sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat). 

 

b. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 

 

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat 

diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian 

masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-

tahun mendatang. 

 

 

I.4.2. Sumber Daya Manusia 

 

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan 

Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan 

jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi. 

  

 

I.4.3. Anggaran 

 

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan 

alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian 

kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat. 

 

 

I.4.4. Isu Strategis 

 

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah: 

1. PM  108  Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; 

2. Revisi  PM  189  Tahun  2015 Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  

Kementerian Perhubungan; 

3. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB); 

4. Pengoperasian Terminal Penumpang; 

5. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan; 

6. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat; 
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7. Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas 

angkutan jalan dan angkutan umum; 

8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan; 

9. Uji  berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta. 

 

 

I.4.5. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat 

Jenderal Perhubungan Tahun 2018 adalah: 

1. Rencana Strategis 

2. Perjanjian Kinerja 

3. Indikator Kinerja Utama 

4. Pengukuran Kinerja 

5. Evaluasi Kinerja 
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I. 5. SISTEMATIKA LAPORAN 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

I.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja (Termasuk Struktur Organisasi, Visi, 

Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Unit Kerja) 

I.3. Sumber Daya Manusia Unit Kerja 

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan (Termasuk Ruang Lingkup) 

I.5. Sistematika Laporan 

 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis (Termasuk Arah Kebijakan dan Strategi) 

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja 

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja 

IK. 1. Rasio Konektivitas antar wilayah 

IK. 2. Persentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan 

IK. 3. Rasio kejadian kecelakaan AKAP & Penyeberangan transportasi 

darat 

IK. 4. Rasio Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat 

IK. 5. Persentase Kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan 

transportasi darat 

IK. 6. Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi 

nasional 

IK. 7. Persentase penurunan energi listrik pada APJ Solarcell 

IK. 8. Persentase capaian On Time Performance (OTP) Sub-Sektor 

transportasi darat 

IK. 9. Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS 

pada jam sibuk 

IK. 10. Persentase peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani 

dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat 

IK. 11. Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, 

Perbatasan, Terluar dan Terpencil 

IK. 12. Persentase Implementasi Peraturan 

IK. 13. Persentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin 

IK. 14. Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi 

Darat 

IK. 15. Tingkat Kematangan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

IK. 16. Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan 

(PIPK) 

IK. 17. Persentase Pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan 

kualifikasi teknis 

IK. 18. Persentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan 

melaksanakan sesuai prosedur 
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IK. 19. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

IK. 20. Pemenuhan dan Penerapan Standart Pelayanan (SP) di Lingkungan 

Ditjen Perhubungan Darat 

IK. 21. Survey kepuasan masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan 

Darat 

IK. 22. Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal 

IK. 23. Nilai AKIP Direktorar Jenderal Perhubungan Darat 

IK. 24. Persentase Implementasi sistem Informasi yang bangun untuk 

mendukung proses bisnis 

IK. 25. Persentase kualitas pelaksana anggaran 

IK. 26. Persentase Penerimaan PNBP 

III.3. Kontribusi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap Kementerian 

Perhubungan 

III.4. Realisasi Anggaran 

III.4. 1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2018 

III.4. 2. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja 

 

BAB IV   PENUTUP 

IV.1. Kesimpulan dan Saran 

 

LAMPIRAN 

Lampiran.1. SK Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis 2018 

Lampiran.2. SK Lintas Angkutan Penyeberangan Peritnis 2018 

Lampiran.3. Daftar Pengembangan Wilayah BRT 

Lampiran.4. Daftar Perkotaan Pengembangan Bus BRT 

Lampiran.5. Data Trayek AKAP dan Rawan Bencana 

Lampiran.6. KP 1814 Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Ukuran Sedang Bus 

Rapid Transit TA 2018 

Lampiran.7. KP 1815 Alokasi Status Aset Bus Sekolah Ukuran Sedang TA 2018 
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II.1 

URAIAN SINGKAT  

PERENCANAAN STRATEGIS 
 

 

II. 1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat Tahun 2015 - 2019 

merupakan rencana yang disusun untuk 

memberikan gambaran tentang Visi, Misi, 

Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan 

Program Ditjen Perhubungan Darat 

dalam kurun waktu 205 - 2019 sebagai 

masukan dalam penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian 

Perhubungan 2015 -2019 agar bersinergi 

dan mempunyai kesatuan arah dan 

tujuan pengembangan Ditjen Hubdat. 
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Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 merupakan 

rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, 

strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2015-2019 

sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Perhubungan 2015-2019 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan 

pengembangan perhubungan. 

 

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai 

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi 

darat. 

 

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja 

utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018, sebagaimana tabel 

berikut ini: 

 

Tabel II.  1  Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 

sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 

NO 
SASARAN 

PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 

1 Terwujudnya Pelayanan 

Transportasi Darat yang Handal, 

Berdaya Saing dan Memberikan 

nilai tambah dalam rangka 

mewujudkan konektivitas nasional 

dan peningkatan angkutan 

perkotaan  

1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio 

2 Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan 
Trayek 

3 Jumlah lintas angkutan penyeberangan 

perintis Lintas 

4 Jumlah lintas angkutan penyeberangan 

komersil 
Lintas 

5 Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan 
% 

2 Meningkatnya Keselamatan  

Transportasi Darat 

6 Jumlah Pedoman Standar Keselamatan 

Transportasi Darat Dokumen 

7 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan 

transportasi darat 
 

 
a. Jumlah Marka Jalan m2 

 
b. Jumlah Rambu Lalu Lintas Unit 

 
c. Jumlah APILL Unit 

 
d. Jumlah Penerangan Jalan Umum Unit 

 
e. Jumlah Alat Pengawasan dan 

Pengamanan Jalan   (Fasilitas UPPKB) Unit 

 
f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman 

Pengguna Jalan (guard rail) m' 

 
g. Jumlah SBNP Unit 

 
h. Jumlah Rambu Sungai Unit 
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NO 
SASARAN 

PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 

3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan 

Sarana dan Prasarana 

Transportasi Darat 

8 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana 

dan prasarana transportasi darat Dokumen 

9 Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas 

penyeberangan  trip 

10 Persentase sarana pelayanan AKAP yang 

memenuhi SPM % 

11 Persentase pemenuhan standar operasional 

pelabuhan penyeberangan lintas utama % 

12 Persentase kapal penyeberangan pada 

lintas utama yang memenuhi SPM  % 

13 Persentase Peningkatan Pelayanan 

Angkutan Umum Massal Perkotaan % 

14 Persentase Capaian On Time Performance 

(OTP) Transportasi Darat 
% 

15 Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca 

dari Sektor Transportasi Darat 
% 

16 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan 

persimpangan dengan menggunakan 

teknologi informasi (ATCS) di seluruh 

Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota 

Metropolitan 

Lokasi 

17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan 

konsep ramah lingkungan  
 

 
a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang 

dilengkapi dengan sensor 
Unit 

 
b. SBNP Unit 

4 Meningkatnya Kapasitas Sarana 

dan Prasarana Transportasi Darat 

18 Persentase Peningkatan Kapasitas 

Prasarana Transportasi Darat 
% 

19 Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana 

Transportasi Darat % 

5 Meningkatnya Layanan 

Transportasi Darat di Derah Rawan 

Bencana, Perbatasan, Terluar dan 

Terpencil 

20 Rasio Layanan Transportasi Darat pada 

Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, 

Terluar dan Terpencil Rasio 

6 Tersedianya SDM Transportasi 

Darat yang Kompeten dan 

Profesional 

21 Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi 

teknis petugas operasional 
Sertifikat 

22 Jumlah Pegawai yang sudah memiliki 

sertifikat 
Orang 

7 Terwujudnya Good Governance & 

Clean Goverment di Sub Sektor 

Perhubungan Darat 

23 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat Nilai 

24 Tingkat penyerapan anggaran Ditjen 

Perhubungan Darat 
% 

25 Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang 

berhasil diinventarisasi Rp 
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Dalam tahun berjalan, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat melakukan revisi atas tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB untuk merubah 

Indikator Kinerja Utama dari berbasis output menjadi berbasis outcome. Indikator Kinerja 

Utama berbasis outcome tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel II.  2  Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 

berbasis Outcome sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 

(1) (2) (3) (4) 

SS1 Terwujudnya Pelayanan 
Transportasi yang Handal, 
Berdaya Saing dan 
Memberikan Nilai Tambah 
dalam rangka Mewujudkan 
Konektivitas Nasional dan 
Peningkatan Angkutan 
Perkotaan 

IKU 1a Rasio Konektivitas Antar Wilayah rasio 

IKU 1b Presentase Terhubungnya Sabuk 
Lintas Penyeberangan 

% 

SS2 Meningkatnya Keselamatan 
dan Keamanan Transportasi 
Darat 

IKU 2a Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP 
dan Penyeberangan Transportasi 
Darat 

rasio 

IKU 2b Presentase Penerapan Stresilisasi 
Prasarana Jasa Transportasi Darat % 

SS3 Meningkatnya Kinerja 
Pelayanan Sarana dan 
Prasarana Transportasi Darat 

IKU 3a Persentase Kenaikan Pengguna 
Jasa AKAP & Penyeberangan 
Transportasi Darat 

% 

IKU 3b Persentase Penurunan Gas 
Rumah Kaca Dari Sektor 
Transporasi Darat 

% 

IKU 3c Presentase Penurunan Energi 
Listrik Pada APJ Solar Cell % 

IKU 3d Persentase Capaian On Time 
Performance (OTP) Sub Sektor 
Perhubungan Darat 

% 

IKU 3e Kecepatan Rata-Rata Di Jalan 
Nasional Yang Telah Menerapkan 
ATCS Pada Jam Sibuk 

km/jam 

SS4 Meningkatnya Kapasitas 
Sarana dan Prasarana 
Transportasi Darat 

IKU 4a Persentase Peningkatan Kapasitas 
Penumpang Yang Dapat Terlayani 
Dengan Penambahan Sarana 
Transportasi Darat  

% 

SS5 Meningkatnya Layanan 
Transportasi di Daerah 
Rawan Bencana, Perbatasan, 
Terluar dan Terpencil 

IKU 5a Rasio Layanan Transportasi Darat 
Pada Daerah Rawan Bencana, 
Perbatasan, Terluar Dan Terpencil 

rasio 

SS6 Terlaksananya Perumusan 
Kebijakan dalam 
Penyelenggaraan 
Transportasi Darat 

IKU 6a Presentase Implementasi 
Peraturan Sub Sektor 
Perhubungan Darat 

% 

SS7 Terlaksananya 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Transportasi Darat 

IKU 7a Presentase Peningkatan Sertifikasi 
Penyusun Andalalin % 

SS8 Meningkatnya Kualitas 
Penelitian Sesuai dengan 
Kebutuhan 
 
  

IKU 8a Presentase Penerapan Penelitian 
Bidang Keselamatan Transportasi 
Darat % 
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 

(1) (2) (3) (4) 

SS9 Meningkatnya Kualitas 
Pengawasan atas 
Pelaksanaan Tugas di 
Lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan Darat 

IKU 9a Tingkat kematangan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) 

Level 

IKU 9b Indeks Efektifitas Pengendalian 
Internal Atas Laporan Keuangan 
(PIPK) 

Nilai 

SS10 Tersedianya SDM Sub Sektor 
Transportasi Darat yang 
Kompeten dan Profesional 

IKU 10a Presentase Pemenuhan Petugas 
Operasional Yang Bersertifikat 
Dan Kualifikasi Teknis 

% 

IKU 10b Presentase Petugas Operasional 
Yang Mempunyai Kompetensi Dan 
Melaksanakan Sesuai Prosedur 

% 

SS11 Terwujudnya Good 
Governance & Clean 
Government di Sub Sektor 
Perhubungan Darat 

IKU 11a Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat 
Jenderal Perhubungan Darat % 

IKU 11b Pemenuhan dan Penerapan 
Standar Pelayanan (SP) Di 
Lingkungan Ditjen Perhubungan 
Darat 

% 

IKU 11c Survey Kepuasan Masyarakat Di 
Lingkungan Ditjen Perhubungan 
Darat  

% 

IKU 11d Presentase Tindak Lanjut 
Penyelesaian Audit BPK Eksternal % 

IKU 11e Nilai AKIP Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat Nilai 

IKU 11f Presentase Implementasi Sistem 
Informasi Yang Dibangun Untuk 
Mendukung Proses Bisnis 

% 

IKU 11g Presentase Kualitas Pelaksanaan 
Anggaran % 

IKU 11h Presentase Penerimaan PNBP 
% 
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II. 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

 

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan kontrak kinerja antara 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus 

dilaksanakan dalam Tahun 2018 dan merupakan indikator yang didukung melalui 

pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

 

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat 

dengan Total Anggaran Rp. 4.582.007.686.000,00 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel II.  3  Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2018 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 
TARGET 

2018 

(1) (2) (3) (4) (5) 

SS1 Terwujudnya 
Pelayanan Transportasi 
yang Handal, Berdaya 
Saing dan Memberikan 
Nilai Tambah dalam 
rangka Mewujudkan 
Konektivitas Nasional 
dan Peningkatan 
Angkutan Perkotaan 

IKU 1a Rasio Konektivitas Antar 
Wilayah 

rasio 
       

0,675  

IKU 1b Presentase Terhubungnya 
Sabuk Lintas Penyeberangan 

% 
       

98,77  

SS2 Meningkatnya 
Keselamatan dan 
Keamanan 
Transportasi Darat 

IKU 2a Rasio Kejadian Kecelakaan 
AKAP dan Penyeberangan 
Transportasi Darat 

rasio 
       

0,054  

IKU 2b Presentase Penerapan 
Stresilisasi Prasarana Jasa 
Transportasi Darat 

% 
            

16  

SS3 Meningkatnya Kinerja 
Pelayanan Sarana dan 
Prasarana Transportasi 
Darat 

IKU 3a Persentase Kenaikan Pengguna 
Jasa AKAP & Penyeberangan 
Transportasi Darat 

% 
            

18  

IKU 3b Persentase Penurunan Gas 
Rumah Kaca Dari Sektor 
Transporasi Darat 

% 
       

19,00  

IKU 3c Presentase Penurunan Energi 
Listrik Pada APJ Solar Cell % 

       
42,85  

IKU 3d Persentase Capaian On Time 
Performance (OTP) Sub Sektor 
Perhubungan Darat 

% 
       

83,24  

IKU 3e Kecepatan Rata-Rata Di Jalan 
Nasional Yang Telah 
Menerapkan ATCS Pada Jam 
Sibuk 

km/jam 
            

35  

SS4 Meningkatnya 
Kapasitas Sarana dan 
Prasarana Transportasi 
Darat 
 
 
 
  

IKU 4a Persentase Peningkatan 
Kapasitas Penumpang Yang 
Dapat Terlayani Dengan 
Penambahan Sarana 
Transportasi Darat  

% 
       

77,36  

SS5 Meningkatnya Layanan 
Transportasi di Daerah 
Rawan Bencana, 

IKU 5a Rasio Layanan Transportasi 
Darat Pada Daerah Rawan rasio 

         
0,49  
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 
TARGET 

2018 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Perbatasan, Terluar 
dan Terpencil 

Bencana, Perbatasan, Terluar 
Dan Terpencil 

SS6 Terlaksananya 
Perumusan Kebijakan 
dalam 
Penyelenggaraan 
Transportasi Darat 

IKU 6a Presentase Implementasi 
Peraturan Sub Sektor 
Perhubungan Darat % 

       
93,58  

SS7 Terlaksananya 
Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 
Transportasi Darat 

IKU 7a Presentase Peningkatan 
Sertifikasi Penyusun Andalalin 

% 
            

85  

SS8 Meningkatnya Kualitas 
Penelitian Sesuai 
dengan Kebutuhan 

IKU 8a Presentase Penerapan 
Penelitian Bidang Keselamatan 
Transportasi Darat 

% 
       

38,46  

SS9 Meningkatnya Kualitas 
Pengawasan atas 
Pelaksanaan Tugas di 
Lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan 
Darat 

IKU 9a Tingkat kematangan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) 

Level 
              

2  

IKU 9b Indeks Efektifitas Pengendalian 
Internal Atas Laporan Keuangan 
(PIPK) 

Nilai Efektif 

SS10 Tersedianya SDM Sub 
Sektor Transportasi 
Darat yang Kompeten 
dan Profesional 

IKU 10a Presentase Pemenuhan 
Petugas Operasional Yang 
Bersertifikat Dan Kualifikasi 
Teknis 

% 
       

11,10  

IKU 10b Presentase Petugas 
Operasional Yang Mempunyai 
Kompetensi Dan Melaksanakan 
Sesuai Prosedur 

% 
       

20,95  

SS11 Terwujudnya Good 
Governance & Clean 
Government di Sub 
Sektor Perhubungan 
Darat 

IKU 11a Nilai Reformasi Birokrasi 
Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat 

% 
       

84,79  

IKU 11b Pemenuhan dan Penerapan 
Standar Pelayanan (SP) Di 
Lingkungan Ditjen Perhubungan 
Darat 

% 
            

35  

IKU 11c Survey Kepuasan Masyarakat Di 
Lingkungan Ditjen Perhubungan 
Darat  

% 
            

35  

IKU 11d Presentase Tindak Lanjut 
Penyelesaian Audit BPK 
Eksternal 

% 
          

100  

IKU 11e Nilai AKIP Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat Nilai 

       
83,00  

IKU 11f Presentase Implementasi 
Sistem Informasi Yang 
Dibangun Untuk Mendukung 
Proses Bisnis 

% 
       

36,84  

IKU 11g Presentase Kualitas 
Pelaksanaan Anggaran % 90 

IKU 11h Presentase Penerimaan PNBP 
% 

          
100  
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III.1 

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA 

 
1. TAHAPAN PENGUKURAN 

KINERJA 

 

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian 

kinerja suatu Instansi pemerintah 

dikaitkan dengan sejauh mana 

organisasi tersebut telah melakukan 

upaya - upaya Strategis dan Operasional 

untuk mencapai sasaran dan tujuan 

dalam rangka pemenuhan Visi dan 

Misinya. 
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III. 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 

 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu 

penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. 

 

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web  

e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran 

kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III 

mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat 

http://www.eperformance.dephub.go.id dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini 

pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan 

manajemen kinerja organisasi menjadi optimal. 

 

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya 

penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem 

aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas 

menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan 

penilaian unit kerja masing-masing.  

 

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara 

periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan 

Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat 

meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

dimasa mendatang. 

 

Metode Pengukuran 

 

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud 

disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran 

kinerja presentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut: 

 

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.45 Tahun 2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan, telah ditetapkan cara perhitungan Presentase capaian kinerja sebagai 

berikut: 

 

a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, 

maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Capaian Kinerja =  
Realisasi

Target
 x 100 % 
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b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, 

maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Capaian Kinerja = 
(2 x Target) – Realisasi

Target
 x 100 % 

 

 

 

Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 

 

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga 

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi: 

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja 

Tahun 2018, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif 

solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018; 

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2015-2018 terhadap target kinerja Tahun 2015-

2018; 

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 

2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 

 

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan 

formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM  45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan 

Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

 

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh berdasarkan 

data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan tujuh tujuan strategis 

yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019, 

bermuara pada terwujudnya tujuh Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai pada periode 

2015-2019. 

 

Pada awal tahun 2018 telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat, namun pada Triwulan III dilakukan Reviu Renstra Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 yang memuat penyempurnaan target Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018-2019, dan anggaran yang berkembang 

sepanjang tahun 2018.  
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Tabel III.  1 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 
 TARGET 

2018  
 REALISASI 

2018  
 % REALISASI  

 CAPAIAN  

 Tw I   Tw II   Tw III   Tw IV  

(1) (2) (3)  (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)  

SS1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional 
Dan Peningkatan Angkutan Perkotaan 

IKU 1a Rasio Konektivitas Antar Wilayah 
rasio 

            
0,675  

                 
0,660  

97,78%        0,660         0,660         0,660         0,660  

IKU 1b Presentase Terhubungnya Sabuk 
Lintas Penyeberangan % 

            
98,77  

                 
98,77  

100,00%        98,77         98,77         98,77         98,77  

SS2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat 

IKU 2a Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP 
dan Penyeberangan Transportasi 
Darat 

rasio 
            

0,054  
                 

0,046  
114,81% 

                
-  

                
-  

                
-  

       0,046  

IKU 2b Presentase Penerapan Stresilisasi 
Prasarana Jasa Transportasi Darat % 

                 
16  

                       
16  

100,00% 
                

-  
                

-  
                

-  
             

16  

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 

IKU 3a Persentase Kenaikan Pengguna 
Jasa AKAP & Penyeberangan 
Transportasi Darat 

% 
                 

18  
                       

18  
100,00% 

                
-  

                
-  

                
-  

             
18  

IKU 3b Persentase Penurunan Gas Rumah 
Kaca Dari Sektor Transporasi Darat % 

            
19,00  

                 
19,83  

104,37% 
                

-  
                

-  
                

-  
       19,83  

IKU 3c Presentase Penurunan Energi 
Listrik Pada APJ Solar Cell % 

            
42,85  

                 
42,85  

100,00%  -         10,00         33,00         42,85  

IKU 3d Persentase Capaian On Time 
Performance (OTP) Sub Sektor 
Perhubungan Darat 

% 
            

83,24  
                 

89,28  
107,26%        83,24         83,24         83,24         89,28  

IKU 3e Kecepatan Rata-Rata Di Jalan 
Nasional Yang Telah Menerapkan 
ATCS Pada Jam Sibuk  

km/jam 
                 

35  
                       

35  
100,00%  0   0   0  

             
35  
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INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 
 TARGET 

2018  
 REALISASI 

2018  
 % REALISASI  

 CAPAIAN  

 Tw I   Tw II   Tw III   Tw IV  

(1) (2) (3)  (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)  

SS4. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 

IKU 4a Persentase Peningkatan Kapasitas 
Penumpang Yang Dapat Terlayani 
Dengan Penambahan Sarana 
Transportasi Darat  

% 
            

77,36  
                 

77,36  
100,00%  0   0   0         77,36  

SS5. Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil 

IKU 5a Rasio Layanan Transportasi Darat 
Pada Daerah Rawan Bencana, 
Perbatasan, Terluar Dan Terpencil 

rasio 
              

0,49  
                   

0,49  
100,00%          0,49           0,49           0,49           0,49  

SS6. Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat 

IKU 6a Presentase Implementasi 
Peraturan Sub Sektor Perhubungan 
Darat 

% 
            

93,58  
                 

93,58  
100,00%        14,04         37,43         70,19         93,58  

SS7. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat 

IKU 7a Presentase Peningkatan Sertifikasi 
Penyusun Andalalin % 

                 
85  

                       
85  

100,00%  -  
             

35  
             

65  
             

85  

SS8. Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan 

IKU 8a Presentase Penerapan Penelitian 
Bidang Keselamatan Transportasi 
Darat 

% 
            

38,46  
                 

38,46  
100,00%  -           15,38         38,46  

SS9. Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

IKU 9a Tingkat kematangan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) 

Level 
                    

2  
                         

3  
150,00% 

                
-  

                
-  

                
-  

               
3  

IKU 9b Indeks Efektifitas Pengendalian 
Internal Atas Laporan Keuangan 
(PIPK) 

Nilai Efektif Efektif 100,00% 
                

-  
 Efektif   Efektif   Efektif  

SS10. Tersedianya SDM Sub Sektor Perhubungan Darat Yang Kompeten dan Profesional 

IKU 10a Presentase Pemenuhan Petugas 
Operasional Yang Bersertifikat Dan 
Kualifikasi Teknis 

% 
            

11,10  
                 

11,10  
100,00%          4,30           7,40         10,50         11,10  

IKU 10b Presentase Petugas Operasional 
Yang Mempunyai Kompetensi Dan 
Melaksanakan Sesuai Prosedur 

% 
            

20,95  
                 

20,95  
100,00%        12,00         15,00         18,00         20,95  
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INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 
 TARGET 

2018  
 REALISASI 

2018  
 % REALISASI  

 CAPAIAN  

 Tw I   Tw II   Tw III   Tw IV  

(1) (2) (3)  (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)  

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat 

IKU 11a Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat 
Jenderal Perhubungan Darat % 

            
84,79  

                 
84,79  

100,00% 
                

-  
                

-  
                

-  
       84,79  

IKU 11b Pemenuhan dan Penerapan 
Standar Pelayanan (SP) Di 
Lingkungan Ditjen Perhubungan 
Darat 

% 
                 

35  
                       

35  
100,00% 

                
-  

                
-  

                
-  

             
35  

IKU 11c Survey Kepuasan Masyarakat Di 
Lingkungan Ditjen Perhubungan 
Darat  

% 
                 

35  
                       

35  
100,00% 

                
-  

                
-  

                
-  

             
35  

IKU 11d Presentase Tindak Lanjut 
Penyelesaian Audit BPK Eksternal % 

               
100  

                    
100  

100,00%  -  
             

40  
             

40  
          100  

IKU 11e Nilai AKIP Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat Nilai 

            
83,00  

                 
83,80  

100,96%        83,53         83,53         83,80         83,80  

IKU 11f Presentase Implementasi Sistem 
Informasi Yang Dibangun Untuk 
Mendukung Proses Bisnis 

% 
            

36,84  
                 

36,84  
100,00% 

                
-  

                
-  

                
-  

       36,84  

IKU 11g Presentase Kualitas Pelaksanaan 
Anggaran % 90 

                 
90,41  

100,46%          6,98         27,05         53,47         90,41  

IKU 11h Presentase Penerimaan PNBP 
% 

               
100  

               
194,37  

194,37%        13,57         52,58       103,93       194,37  
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Tabel III.  2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2018 

 

 

SATUAN 

 Capaian Tahun 2015   Capaian Tahun 2016   Capaian Tahun 2017   Capaian Tahun 2018  

 Target Revisi 
PK Tahun 2015  

 Realisasi 
Tahun 2015  

% 
 Target Revisi 

PK Tahun 2016  
 Realisasi 

Tahun 2016  
% 

 Target Revisi PK 
Tahun 2017  

 Realisasi Tahun 
2017  

% 
 Target Revisi 

PK Tahun 2018  
 Realisasi 

Tahun 2018  
% 

SS1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan 

IKU 
1a 

Rasio Konektivitas Antar Wilayah 

    Rasio 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                            
0,65  

                            
0,64  

98,46%        0,675         0,659  97,63% 

  Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan 

    Trayek 
                             
217  

                             
174  

80,18% 
                             
245  

                             
245  

100,00% 
                       
291,00  

                       
291,00  

100,00%       

  Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis 

    Lintas 
                             
210  

                             
206  

98,10% 
                             
217  

                             
217  

100,00% 
                       
223,00  

                       
227,00  

101,79%       

  Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Komersil 

    Lintas 
                               
48  

                               
48  

100,00% 
                               
48  

                               
48  

100,00% 
                         
55,00  

                         
55,00  

100,00%       

IKU 
1b 

Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan 

    % 
                             
100  

                               
88  

88,00% 
                               
91  

                               
91  

100,00% 
                         
99,00  

                         
99,00  

100,00%        98,77         98,77  100,00% 

SS2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat 

IKU 
2a 

Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan transportasi darat 

    Rasio 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

       0,054         0,046  114,81% 

IKU 
2b 

Presentase Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

             16               16  100,00% 

  Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat 

    Dokumen 
                                 
2  

                                 
2  

100,00% 
                                 
4  

                                 
1  

25,00% 
                            
4,00  

                            
3,00  

75,00%       

  Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat 

                      79,52%       

  a.     Jumlah Marka Jalan 

    m2 
                     
435.000  

                     
543.084  

124,85% 
                     
968.639  

                     
500.221  

51,64%          28.605.428,00  
         
27.098.731,00  

94,73%       

  b.     Jumlah Rambu Lalu Lintas 

    Unit 
                             
900  

                       
18.325  

2036,11% 
                         
6.051  

                       
21.626  

357,40%                  59.704,00  
                 
42.923,00  

71,89%       

  c.     Jumlah APILL 

    Unit 
                             
145  

                             
290  

200,00% 
                               
47  

                               
33  

70,21% 
                         
34,00  

                         
49,00  

144,12%       
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SATUAN 

 Capaian Tahun 2015   Capaian Tahun 2016   Capaian Tahun 2017   Capaian Tahun 2018  

 Target Revisi 
PK Tahun 2015  

 Realisasi 
Tahun 2015  

% 
 Target Revisi 

PK Tahun 2016  
 Realisasi 

Tahun 2016  
% 

 Target Revisi PK 
Tahun 2017  

 Realisasi Tahun 
2017  

% 
 Target Revisi 

PK Tahun 2018  
 Realisasi 

Tahun 2018  
% 

  d.     Jumlah Penerangan Jalan Umum 

    Unit 
                         
3.000  

                         
3.707  

123,57% 
                         
4.916  

                         
5.092  

103,58% 
                    
6.171,00  

                    
5.656,00  

91,65%       

  e.     Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan   (Fasilitas UPPKB) 

    Unit 
                                 
2  

                                 
1  

50,00% 
                                 
1  

                                 
1  

100,00% 
                         
27,00  

                                  
-  

0,00%       

  f.      Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail) 

    m' 
                       
20.500  

                       
74.092  

361,42% 
                       
20.917  

                       
69.075  

330,23%                  68.475,00  
                 
50.140,00  

73,22%       

  g.     Jumlah SBNP 

    Unit 
                               
25  

                               
24  

96,00% 
                                  
-  

                                  
-  

- 
                         
43,00  

                         
40,00  

93,02%       

  h.     Jumlah Rambu Sungai 

    Unit 
                         
1.143  

                         
1.143  

100,00% 
                             
140  

                             
140  

100,00% 
                    
1.176,00  

                       
794,00  

67,52%       

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 

  Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat 

    Dokumen 
                                 
5  

                                 
5  

100,00% 
                                 
4  

                                 
6  

150,00% 
                            
2,00  

                            
2,00  

100,00%       

  Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan  

    trip 
                     
517.000  

                     
526.938  

101,92% 
                     
522.000  

                     
536.659  

102,81%                536.639,00  
               
442.111,00  

82,39%       

  Persentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM 

    % 
                               
75  

                               
87  

116,00% 
                               
80  

                               
87  

108,75% 
                         
85,00  

                         
80,00  

94,12%       

  Persentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama 

    % 
                             
100  

                             
100  

100,00% 
                             
100  

                             
100  

100,00% 
                       
100,00  

                         
69,43  

69,43%       

  Persentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM  

    % 
                             
100  

                             
100  

100,00% 
                             
100  

                             
100  

100,00% 
                       
100,00  

                       
100,00  

100,00%       

IKU 
3a 

Persentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP & Penyeberangan Transportasi Darat 

    %                                18               18  100,00% 

  Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan 

    
 

% 
  

 -   -  -  -   -  - 
                         
53,85  

                         
53,85  

100,00%       
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SATUAN 

 Capaian Tahun 2015   Capaian Tahun 2016   Capaian Tahun 2017   Capaian Tahun 2018  

 Target Revisi 
PK Tahun 2015  

 Realisasi 
Tahun 2015  

% 
 Target Revisi 

PK Tahun 2016  
 Realisasi 

Tahun 2016  
% 

 Target Revisi PK 
Tahun 2017  

 Realisasi Tahun 
2017  

% 
 Target Revisi 

PK Tahun 2018  
 Realisasi 

Tahun 2018  
% 

IKU 
3b 

Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Darat 

    % 
                         
39,00  

                                  
-  

0,00% 
                         
68,00  

                                  
-  

0,00% 
                         
40,00  

                            
4,61  

11,53%        19,00         19,83  104,37% 

IKU 
3c 

Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ Solar Cell 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

       42,85         42,85  100,00% 

  Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan  

  a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor 

    Unit 
                                  
-  

                                  
-  

  
                                  
-  

                                  
-  

  
                                  
-  

                                  
-  

        

  b. SBNP 

    Unit 
                               
25  

                                  
-  

  
                                  
-  

                                  
-  

  
                         
43,00  

                         
40,00  

93,02%       

IKU 
3d 

Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                         
82,61  

                         
82,61  

100,00%    83,24     89,28  107,26% 

IKU 
3e 

Kecepatan Rata-Rata Di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk 

    km/jam 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

         35           35  100,00% 

  Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan 

    Lokasi 
                               
25  

                               
28  

112,00% 
                               
27  

                               
27  

100,00% 
                         
28,00  

                         
19,00  

67,86%       

SS4. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 

IKU 
4a 

Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat  

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

       77,36         77,36  100,00% 

  Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat 

    %  -   -     -   -    
                         
35,32  

                         
35,32  

100,00%       

  Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat 

    %  -   -     -   -    
                            
2,08  

                            
2,08  

100,00%       

SS5. Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil 

IKU 
5a 

Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil 

    Rasio 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                            
0,47  

                            
0,47  

100,00%          0,49           0,49  100,00% 

SS6. Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat 

IKU 
6a 

Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat 

    
 

% 
  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

       93,58         93,58  100,00% 
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SATUAN 

 Capaian Tahun 2015   Capaian Tahun 2016   Capaian Tahun 2017   Capaian Tahun 2018  

 Target Revisi 
PK Tahun 2015  

 Realisasi 
Tahun 2015  

% 
 Target Revisi 

PK Tahun 2016  
 Realisasi 

Tahun 2016  
% 

 Target Revisi PK 
Tahun 2017  

 Realisasi Tahun 
2017  

% 
 Target Revisi 

PK Tahun 2018  
 Realisasi 

Tahun 2018  
% 

SS7. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat 

IKU 
7a 

Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

             85               85  100,00% 

SS8. Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan 

IKU 
8a 

Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

       38,46         38,46  100,00% 

SS9. Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

IKU 
9a 

Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

    Level 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

               2                 3  150,00% 

IKU 
9b 

Indeks Efektifitas Pengendalian Internal Atas Laporan Keuangan (PIPK) 

    Nilai 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

 Efektif   Efektif  100,00% 

SS10. Tersedianya SDM Sub Sektor Perhubungan Darat yang Kompeten dan Profesional 

IKU 
10a 

Presentase Pemenuhan Petugas Operasional Yang Bersertifikat Dan Kualifikasi Teknis 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

       11,10         11,10  100,00% 

  Jumlah Pegawai Yang Sudah Memiliki Sertifikat 

    Orang 
                             
542  

                             
741  

136,72% 
                             
581  

                         
1.032  

177,62% 
                             
620  

                         
1.490  

240,32%       

IKU 
10b 

Presentase Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

       20,95         20,95  100,00% 

  Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional 

    Sertifikat 
                             
220  

                             
226  

102,73% 
                             
240  

                             
230  

95,83% 
                             
260  

                             
458  

176,15%       

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat 

IKU 
11a 

Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

       84,79         84,79  100,00% 

IKU 
11b 

Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

             35               35  100,00% 
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SATUAN 

 Capaian Tahun 2015   Capaian Tahun 2016   Capaian Tahun 2017   Capaian Tahun 2018  

 Target Revisi 
PK Tahun 2015  

 Realisasi 
Tahun 2015  

% 
 Target Revisi 

PK Tahun 2016  
 Realisasi 

Tahun 2016  
% 

 Target Revisi PK 
Tahun 2017  

 Realisasi Tahun 
2017  

% 
 Target Revisi 

PK Tahun 2018  
 Realisasi 

Tahun 2018  
% 

IKU 
11c 

Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat  

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

             35               35  100,00% 

IKU 
11d 

Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

          100            100  100,00% 

IKU 
11e 

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

    Nilai 
                               
88  

                         
85,76  

97,45% 
                         
88,50  

                         
85,49  

96,60% 
                         
85,00  

                         
83,53  

98,27%        83,00         83,80  100,96% 

IKU 
11f 

Presentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

       36,84         36,84  100,00% 

IKU 
11g 

Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

    % 
                               
85  

                         
92,64  

108,99% 
                         
86,00  

                         
93,81  

109,08% 
                         
93,00  

                         
88,37  

95,02% 90        90,41  100,46% 

IKU 
11h 

Presentase Penerimaan PNBP 

    % 
                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

                                  
-  

                                  
-  

                 
-  

     100,00       194,37  194,37% 

  Nilai Aset Ditjen Perhubungan Darat Yang Berhasil Diinventarisasi 

    Rp  15.000 Miliar   15.354 Miliar  102,36%  16.000 Miliar   15.624 Miliar  97,65%  17.203 Miliar   22.852 Miliar  132,83%       
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Selama tahun 2018, ada 11 SS dan di dalamnya ada 26 IKU Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut: 

 

 

Sasaran Strategis 1:  Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya 

saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional 

dan peningkatan angkutan perkotaan 

 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan salah satu direktorat di bawah 

Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku 

kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi 

pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019. Kegiatan pembangunan dan pelayanan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawal dan memastikan program-program 

prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan 

nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat 

dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

dalam ikut membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan 

oeh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan mewujudkan pelayanan 

transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka 

mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan. 

 

Pencapaian SS 1 diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 1a. Rasio 

Konektivitas Antar Wilayah, dan IKU 1b. Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas 

Penyeberangan. 

 

 

1a. Rasio Konektivitas Antar Wilayah 

 

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Perhubungan Darat dihitung berdasarkan jumlah 

pelayanan angkutan darat baik angkutan jalan maupun angkutan penyeberangan 

yang terlayani dibandingkan dengan target pelayanan angkutan darat (kebutuhan 

nasional).  

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Rasio Konektivitas antar Wilayah 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Rasio Konektivitas Transportasi Darat 

 

= 
IK 1 (Angkutan Jalan) +IK 2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan)

2 
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IK 1 (Angkutan Jalan)  

 

= 
Jumlah Trayek yang dilayani

Jumlah Kebutuhan Trayek
 

 

 

 

IK 2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) 

 

= 
Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi

Jumlah Kebutuhan Lintas Penyeberangan
 

 

 

Keterangan: 

 

IK 1 (Angkutan Jalan) 

Yang dimaksud dengan IK 1 adalah sebagai berikut: 

1) Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah dengan trayek 

AKAP; 

2) Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis ditambah 

dengan jumlah kebutuhan trayek AKAP. Dimana: 

o Jumlah kebutuhan trayek perintis adalah Jumlah kebutuhan trayek perintis 

dalam kurun waktu tertentu (kurun waktu 1 tahun).  

o Jumlah kebutuhan trayek AKAP adalah jumlah kebutuhan trayek AKAP dalam 

kurun waktu tententu (waktu berlaku SK 5 tahun). 

 

IK 2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) 

Yang dimaksud dengan IK 2 adalah sebagai berikut: 

1) Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas 

penyeberangan yang beroperasi baik lintas penyeberangan perintis maupun 

komersil; 

2) Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan adalah jumlah kebutuhan lintas 

penyeberangan untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam 

kurun waktu tertentu. 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah tahun 2018 sebesar 0,660 jika 

dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 0,675 maka capaian kinerja 

mencapai 97,78 %.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.1. Grafik 

Capaian IKU Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018. 
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Gambar III.  1 Grafik Capaian IKU Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Jumlah pelayanan pada angkutan darat terdiri dari: 

 

1. Angkutan Jalan, terdiri dari: 

 

a) Angkutan Jalan Perintis 

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 

SK.6529/AJ.204/DRJD/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang 

Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2018, Tahun 

2018 ditargetkan melayani 296 (dua ratus sembilan puluh enam) trayek 

angkutan jalan perintis. Hingga akhir Tahun 2018, telah terealisasi 

sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) trayek angkutan jalan 

perintis, sebagaimana pada Lampiran 1. 

 

b) Angkutan Antar Kota Antar Provinsi 

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan 

Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar 

Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia, target trayek pelayanan AKAP 

selama 5 tahun (2015 sampai dengan 2019) adalah sebesar 2.478 trayek, 

dan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 

720 trayek, sebagaimana Lampiran 2. Dalam rangka pemantauan 

realisasi pelayanan AKAP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah 

membuat Sistem Perizinian Online Angkutan untuk dapat mempermudah 

dalam pelayanan perizinan baik jalan maupun penyeberangan yang 

dinamakan SPIONAM (Sistem Penerbitan Izin Online Angkutan dan 

Multimoda) yang mulai dilaksanakan pada Tahun 2018. Selain itu, 

dilakukannya kegiatan Evaluasi, Pelatihan dan Pemeliharaan, Mutu 

Pelayanan Perizinan Angkutan Jalan (ISO) untuk pemberian pelayanan 

yang lebih baik dalam perizinan. 

 

Dengan demikian, pelayanan angkutan jalan adalah sebagai berikut: 

IK 1 (Angkutan Jalan) =  
(720 + 296) trayek 

= 0,366 
(2.478 + 296) trayek 

 

 

0,675 

0,660 

 0,650  0,655  0,660  0,665  0,670  0,675  0,680

2018

 Realisasi  Target
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2. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 

 

Kebutuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dalam 

Peraturan Menteri Perhubungan KM Nomor 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru 

Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 – 2030 yaitu 

sebesar 297 lintas, baik untuk angkutan SDP Perintis maupun komersil. 

 

 

a) Angkutan SDP Perintis 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

Nomor: SK.650/AP.204/DRJD/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang 

Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2018, ditargetkan 

sebesar 237 lintas penyeberangan perintis yang beroperasi. (Angka 237 

lintas merupakan perencanaan lintas sebelum ada penetapan 

SK.650/AP.204/DRJD/2018 tetapi target Rasio Konektifitas Perhubungan 

Darat pada Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan tidak ikut 

terevisi). Namun hingga akhir Tahun 2018, terealisasi 222 lintas 

penyeberangan karena selama tahun berjalan adanya perubahan rencana, 

semula 237 lintas penyeberangan menjadi 222 lintas penyeberangan. (SK 

Terlampir pada Lampiran  3). 

 

Perubahan rencana tersebut karena masih terdapat 15 (lima belas) lintas 

penyeberangan perintis yang terdapat pada 9 (sembilan) Provinsi yang 

belum beroperasi. Dimana, 14 (empat belas) Lintas Penyeberangan belum 

dapat diakomodir di tahun 2018 karena keterbatasan anggaran. 14 (empat 

belas) Lintasan Penyeberangan tersebut akan di alokasikan di Tahun 

2019. Sedangkan, 1 (satu) lintas lainnya belum dapat beroperasi karena 

Pelabuhan Pulau Laut-Sebuku belum siap. Adapun 15 (lima belas) Lintas 

Penyeberangan perintis yang belum beroperasi atau belum teralisasi tahun 

2018 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel III.I Lintas 

Penyeberangan Perintis yang Belum Terealisasi Tahun 2018. Sedangkan, 

Lintas penyeberangan perintis yang terealisasi/tidak ditetapkan di dalam 

SK.650/AP.204/DRJD/2018 tahun 2018. Yang belum terealisasi adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel III.  3  Lintas Penyeberangan Perintis yang Belum Terealisasi/ 

Tidak Ditetapkan di dalam SK.650/AP.204/DRJD/2018 Tahun 2018 

No Provinsi Lintas Jarak (Mil) 

1 Sumatera Barat 1. Tuapejat - Sioban 25 

2 Riau 2. Kampung Balak – Pecah Buyung 30 

3. Pecah Buyung – Alai Insit 1,5 

3 Kalimantan Barat 4. Sei Asam - Sunyat 0,6 

4 Kalimantan Selatan 5. Pulau Laut Timur - Sebuku 10 

5 Nusa Tenggara Timur 6. Ende – Pulau Ende 6.5 

7. Naikliu – T. Gurita 82 

6 Sulawesi Utara 8. Kawaluso - Marore 60 

9. Bitung - Minanga 60 

7 Maluku 10. Dobo - Lamerang 0,8 
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No Provinsi Lintas Jarak (Mil) 

8 Papua Barat 11. Fakfak - Kaimana 165 

9 Papua 12. Agats - Akats 33 

13. Sawaerma - Mumugu 63 

14. Babang - Madapolo 59 

15. Kisar - Moa 96 

 

 

b) Angkutan SDP Komersil 

 

Jumlah lintas penyeberangan komersil yang beroperasi pada tahun 2018 

ditargetkan sebanyak 55 (lima puluh lima) lintas perintis berdasarkan 

jumlah eksisting lintas penyeberangan komersil yang dikelola oleh swasta, 

sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 sebanyak 61 (enam 

puluh satu) lintas. Adapun terdapat penambahan 6 (enam) lintas 

penyeberangan komersil karena terdapat 4 (empat) lintas penyeberangan 

perintis yang berubah menjadi komersil karena secara bisnis sudah 

menguntungkan, oleh karena itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

mencabut subsidi pada lintas tersebut. Pembukaan 4 lintas komersil 

tersebut oleh  

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Perubahan 4 (empat) lintas 

penyerangan perintis menjadi komersil pada 4 (empat) Provinsi, yaitu: 

1. Provinsi Sumatera Barat, yaitu lintas Padang – Sikakap 

2. Provinsi Bangka Belitung, yaitu lintas Sadai – Tanjung Ru 

3. Provinsi Sulawesi Utara, yaitu lintas Bitung – Malonguane 

4. Provinsi Maluku Utara, yaitu lintas Sanana – Mangole 

 

Sedangkan, 2 (dua) pembukaan lintas penyeberangan komersil baru 

karena ada usulan dari Gubernur Jambi dan didukung oleh sarana kapal 

dari PT. Jembatan Nusantara sebagai alternatif dalam rangka 

memperpendek waktu tempuh lintas penyeberangan eksisting yakni: 

pertama, Tanjung Pinang - Karimun - Mengkapan menjadi Tanjung Pinang 

- Mengkapan dan kedua, Telaga Punggur (Batam) - Dabo - Kuala Tangkal 

menjadi Batam - Kuala Tungkal. Pembukaan 2 (dua) lintas komersil baru, 

yaitu lintas Batam (Kepri) - Kuala Tungkal (Jambi) dan lintas Tanjung 

Pinang (Kepri) - Mangkapan (Jambi). 

 

Dengan demikian, 

IK 2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Perintis)  = 
222 + 61 

297 

 = 0,952 

 

Lintas penyeberangan komersil tahun 2018 adalah seperti Lampiran  4. 
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Maka realisasi rasio konektivitas transportasi darat adalah: 

Rasio Konektivitas Transportasi Darat = 
0,366 + 0,952 

= 0,659 
2 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Konektivitas Antar 

Wilayah Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 97,63 %, yaitu: 

% Capaian = 
0,659 

x 100% = 97,63% 
0,675 

 

Angka 0,675 pada penyebut di dalam perhitungan presentase capaian 

merupakan hasil perhintungan rasio konektivitas transportasi darat yang menjadi 

target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) 

Tahun 2018 dan Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Target Rasio 

Konektivitas Transportasi Darat tidak mengalami perubahan dari Perjanjian 

Kinerja (PK) Tahun 2018 sampai Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat akan mendorong pelayanan angkutan penyeberangan 

perintis agar berkembang yang dapat berubah manjadi komersil. Sehingga 

anggaran subsidi dapat dialihkan untuk daerah lain yang membutuhkan. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Indikator Kinerja Utama Rasio Konektivitas Perhubungan Darat merupakan IKU 

baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-

RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome 

(hasil) pada Tahun 2017, sehingga IKU tersebut baru di tetapkan di tahun 2017 

dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya 

yakni Tahun 2015 dan 2016. 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 indikator kinerja utama rasio konektivitas antar wilayah adalah 

sebagai berikut: 

• Target kinerja dari tahun 2017 sebesar 0,650 dan tahun 2018 sebesar 

0,675. Yang berarti selama 2 tahun mengalami peningkatan target sebesar 

3,85%. 

• Hasil capaian kinerja dari tahun 2017 sebesar 0,640 (98,46%) dan tahun 

2018 sebesar 0,660 (97,78%). Yang berarti selama 2 tahun mengalami 

penurunan kinerja sebesar 0,84%. 
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Tabel III.  4 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Konektivitas Antar Wilayah 

Tahun 2015-2019 

SS 1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan 

Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional 

dan Peningkatan Angkutan Perkotaan 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(RASIO) 

REALISASI 

(RASIO) 

CAPAIAN 

(%) 

1a. Rasio Konektivitas Antar 

Wilayah Transportasi Darat 
2015 - - - 

2016 - - - 

2017 0,650 0,640 98,46 

2018 0,675 0,659 97,63 

 

Gambar III.  2 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Konektivitas 

Antar Wilayah Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubugan Darat Tahun 

2015-2019. 

 

Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah tahun 2018 sebesar 0,66 jika 

dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 0,675 maka capaian 

kinerja mencapai 97,63%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 3. 

Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018 

Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 

2015-2019. Tidak terjadi perbedaan antara target 2018 dalam Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 maupun PK 2018, 

dikarenakan target dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat 2015-2019 ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan. 
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Gambar III.  3 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018 

Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 

 
 

 

1b.  Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan 

 

Indikator Kinerja Utama Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan 

adalah Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan 3 sabuk (Utara, 

Tengah dan Selatan). Sumber data yang didapat melalui Direktorat Angkutan dan 

Multimoda. 

  

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas 

Penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan 

 

= 

Jumlah lintas Yang Beroperasi Pada 3 Sabuk 

(Utara, Tengah Dan Selatan)

Jumlah Kebutuhan Lintas Yang Menghubungkan 3 Sabuk 

(Utara, Tengah Dan Selatan)

  x 100% 

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan tahun 2018 

sebesar 98,77% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 98,77% maka 

capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan pada  

Gambar III. 4. Grafik Capaian IKU Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan 

Tahun 2018. 

 

   

  

0,675 

0,660 

 0,650  0,655  0,660  0,665  0,670  0,675  0,680

2018

 Realisasi  Target



57 

 

Gambar III.  4 Grafik Capaian IKU Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan  

Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan sebesar 100% 

dikarenakan capaian realisasi sesuai dengan target, dimana pola 

pengembangan sabuk transportasi penyeberangan sebagai bagian dari 

transportasi darat terdiri dari Sabuk Utara, Sabuk Tengah dan Sabuk Selatan 

serta Penghubung Sabuk Utara-Tengah-Selatan.  

 

Lintas penyeberangan Sabuk Utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi 

menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari  

Riau - Kepulauan – Riau - Sintete (Kalimantan Barat) - Tarakan (Kalimantan 

Timur) - Tolitoli (Sulawesi Tengah) - Amurang (Sulawesi Utara) - Bitung – Ternate 

- Patani - Sorong - Manokwari - Biak - Sawai (Papua) - Jayapura. Lintas 

penyeberangan Sabuk Tengah merupakan lintas-lintas yang berfungsi 

menghubungkan jalur tengah wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan 

dari Palembang/Tanjung Apiapi - Muntok (Bangka) - Sadai (Bangka) - Belitung - 

Manggar (Belitung) - Ketapang (Kalimantan Barat) - Batu Licin (Kalimantan 

Selatan) - Garongkong (Sulawesi Selatan) - Kariangau (Balikpapan) - Taipa 

(Sulawesi Tengah) - Luwuk (Sulawesi Tengah) - Salakan - Kep. Banggai - 

Kepulauan Sula (Maluku Utara) - P. Buru (Maluku) - P. Ambon - P. Seram - 

Fakfak (Papua Barat). 

 

Lintas penyeberangan Sabuk Selatan merupakan lintas-lintas yang berfungsi 

menghubungkan jalur selatan wilayah Indonesia seperti: Sabang - Banda Aceh 

- Bakauheni - Merak - Ketapang (Banyuwangi) - Gilimanuk - Padang Bai - Lembar 

- Kayangan - Pototano - Sape - Labuan Bajo - Larantuka - Waiwerang/Lagalowe 

- Lewoleba - Baranusa - Kalabahi - Ilwaki - Kupang - Wonreli - Serwaru - Moa - 

Lakor - Sermata - Tepa - Saumlaki - Larat - Tual - Dobo - Timika - Agats - 

Merauke. 

 

Lintas penyeberangan Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan dihubungkan dengan 

Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk, antara lain meliputi: Kendal - Kumai, 

Paciran - Bahaur, Paciran - Garongkong, Marapokot - Patumbukan, Pamatata - 

Bira, Pagimana - Gorontalo, Wahai - Babang, Wahai - Obi, Obi - Babang, Babang 

- Bastiong, Bastiong - Sofifi, Tual - Tayandu, Tayandu - Kur, Kur - Geser, Geser 

- Air Nanang, Dobo - Kaimana, Tual - Kaimana, Kaimana - Fakfak.  
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Namun demikian target Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan 

Tahun 2018 baru 98,77% dikarenakan masih ada beberapa lintasan sabuk yang 

belum terhubung sebagai berikut: 

 

Tabel III.  5 Lintasan Sabuk Yang Belum Terhubung 

NO SABUK 
RENCANA 

(LINTAS) 

REALISASI 

(LINTAS) 

SISA 

(LINTAS) 
KETERANGAN 

1 Sabuk Utara 20 17 3 

a. Lintasan Tanjung 

Pinang - Tambelan 

Tambelan – Sintete 

b. Selat Lampah – 

Sintete 

c. Matak-Selat 

Lampah masih 

dalam tahap 

pembangunan 

(Prasarana) 

2 Sabuk Tengah 16 16 -  

3 Sabuk Selatan 29 29 -  

4 Koneksitas Sabuk 19 19 -  

5 
Penghubung 

Lokal 
160 160 -  

Jumlah 244 241 3  

 

Maka realisasi Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan adalah: 

 

Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan  

= 
241 

x 100 % = 98,77 % 
244 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Terhubungnya 

Sabuk Lintas Penyeberangan Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu: 

% Capaian = 
98,77% 

x 100% = 100% 
98,77% 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Untuk sabuk lintas yang sudah terlayani angkutan penyeberangan, program 

kegiatan selanjutnya adalah peningkatan pelayanan lintas. Peningkatan jaringan 

pelayanan lintas angkutan penyeberangan didasarkan dari tingkat permintaan 

perjalanan (potensi demand) pada lintasan tersebut. Sedangkan untuk lintasan 

yang belum terlayani, program kegiatan di masa yang akan datang adalah 

pengembangan lintas pelayanan baru. 

 

Pola pengembangan lintas pelayanan penyeberangan selanjutnya lebih 

berorientasi pada kebutuhan koneksitas antar wilayah sesuai dengan 

karakteristik pelayanan penyeberangan. Pola pengembangan ini diharapkan 
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dapat menghubungkan antar pulau/wilayah dengan ibukota kabupaten dan/atau 

ibukota provinsi yang terpisah oleh perairan. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 indikator kinerja utama presentase terhubungnya sabuk lintas 

penyeberangan adalah sebagai berikut: 

 

• Target kinerja dari tahun 2015 sebesar 100%, tahun 2016 sebesar 91%, 

tahun 2017 sebesar 99%, dan tahun 2018 sebesar 98,77%. Yang berarti 

selama 4 tahun mengalami penurunan target rata-rata sebesar 0.31% 

• Hasil capaian kinerja tahun 2015 sebesar 88 (88%), tahun 2016 sebesar 91 

(100%), tahun 2017 sebesar 99 (100%), dan tahun 2018 sebesar 97 (100%). 

Yang berarti selama 4 tahun mengalami peningkatan kinerja rata-rata 

sebesar 4,35%. 

 

Tabel III.  6 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Terhubungnya 

Sabuk Lintas Penyeberangan Tahun 2015-2019 

SS 1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan 

Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional 

dan Peningkatan Angkutan Perkotaan 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

1b. Presentase Terhubungnya 

Sabuk Lintas Penyeberangan 
2015 100,00 88,00 88,00 

2016 91,00 91,00 100,00 

2017 99,00 99,00 100,00 

2018 98,77 98,77 100,00 
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Gambar III.  5 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase 

Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubugan Darat Tahun 

2015-2019. 

 

Capaian Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan tahun 2018 sebesar 

98,77% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 

98,77% maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan 

pada Gambar III. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhubungnya Sabuk Lintas 

Penyeberangan Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam 

Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 
Gambar III.  6 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan 

Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat  

Tahun 2015-2019 
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Sasaran Strategis 2:  Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat 

 

Pencapaian SS 2 diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 2a. Rasio 

Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat dan IKU 2b. Presentase 

Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat. 

 

2a.  Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat 

 

Indikator Kinerja Utama Rasio kejadian kecelakaan AKAP dan Penyeberangan 

Transportasi Darat terdiri dari Rasio kejadian kecelakaan AKAP, dan Rasio kejadian 

kecelakaan Penyeberangan. Untuk memperoleh Nilai Rasio kejadian kecelakaan 

AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat, maka Rasio kejadian kecelakaan 

AKAP dijumlahkan dengan Rasio kejadian kecelakaan Penyeberangan, kemudian 

hasilnya dibagi dua. 

 

Rasio kejadian kecelakaan AKAP dapat diukur dari perbandingan kejadian 

kecelakaan AKAP terhadap Jumlah Angkutan Umum (AKAP dan Pariwisata) yang 

diawasi. Jumlah Angkutan Umum (AKAP dan Pariwisata) yang diawasi dapat dilihar 

dari Jumlah Kartu Pengawas Angkutan Umum (AKAP dan Pariwisata). Sedangkan, 

Rasio kecelakaan penyeberangan Transportasi Darat dapat diukur dengan jumlah 

kejadian kecelakaan berbanding dengan jumlah unit kapal (kapal perintis dan kapal 

komersial) yang beroperasi. Sumber data yang didapat ialah melalui Subdirektorat 

Audit dan Inspeksi Keselamatan, Direktorat Pembinaan Keselamatan dan Korps Lalu 

Lintas Kepolisian RI. 

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan 

Penyeberangan Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

  

Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat  

 

=  
IK 1 (Angkutan AKAP) + IK 2 (Angkutan Penyeberangan)

2
 

 

 

 

Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP  

 

= IK 1 (AKAP)   

= 
∑ Kejadian Kecelakaan AKAP 

∑  Angkutan Umum (AKAP)
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Rasio Kecelakaan Penyeberangan Transportasi Darat  

 

= IK 2 (Angkutan Penyeberangan)   

= 
∑ Kejadian Kecelakaan kapal 

∑ Kapal Penyeberangan beroperasi 
  

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi 

Darat tahun 2018 sebesar 0,054. Jika dibandingkan dengan target PK 2018 

sebesar 0,046 maka capaian kinerja mencapai 114,81%. Yang terdiri dari: 

capaian Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP Transportasi Darat tahun 2018 

sebesar 0,079. Jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 0,082 maka 

capaian kinerja mencapai 103,66%. Sedangkan, capaian Rasio pada Kejadian 

Kecelakaan Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 0,013 jika 

dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 0,025 maka capaian kinerja 

mencapai 148,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.7. Grafik 

Capaian IKU Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan 

Transportasi Darat Tahun 2018. 

 

Gambar III.  7 Grafik Capaian IKU Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan 

Transportasi Darat Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan  

 

Rasio kejadian kecelakaan AKAP dan penyeberangan transportasi darat terdiri 

dari: 

 

1. Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP 

 

Kejadian kecelakaan AKAP ditargetkan sebesar 2.409 kejadian kecelakaan. 

Hingga akhir tahun 2018, sesuai data yang diolah dari Korps Lalu Lintas 

Polisi Republik Indonesia, terdapat 2.236 kejadian kecelakaan AKAP. 

Sedangkan, Jumlah kartu pengawas angkutan umum (AKAP dan Pariwisata) 

0,054

0,046
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ditargetkan sebesar 29.160 kartu, dan yang terealisasi adalah sebesar 

28.128 kartu.  

 

Dengan demikian, Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP adalah sebagai berikut: 

 

IK 1 (AKAP) =  
2.236 

= 0,079 
28.128 

 

Pencapaian ini didukung oleh peningkatan mutu pelayanan baik pada 

pelayanan AKAP, angkutan penyeberangan perintis maupun komersil 

dengan tetap menerapkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan. 

 

Keberhasilan pencapaian indikator Presentase Rasio kejadian kecelakaan 

AKAP antara lain dengan dilaksanakannya rampchek kapal dan kendaraan 

angkutan umum, serta pelaksanaan audit inspeksi pada jalan (laik fungsi 

jalan) sehingga dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan pada AKAP 

dan Penyeberangan Transportasi Darat. 

 

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator 

diatas, untuk AKAP antara lain: 

1. Monitoring Batas Kecepatan dan Pebinaan Keselamatan Angkutan 

Umum; 

2. Pengadaan Form Rampcheck; 

3. Pengadaan Stiker Rampcheck; 

4. Pemilihan Abdi yasa Teladan Tingkat Nasional 2018; 

5. Bimbingan Teknis Pembinaan Bagi Angkutan Umum; 

6. Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat; 

7. Pengawasan Pelaksanaan Operasaional Angkutan Orang. 

 

 

2. Rasio Kejadian Kecelakaan Penyeberangan 

 

Jumlah kejadian kecelakaan Penyeberangan tahun 2018 di targetkan 

sebesar 5 dan sampai akhir tahun 2018 telah terjadi sebesar 5 kejadian 

kecelakaan. Kejadian Kecelakaan kapal Penyeberangan tersebut, adalah 

sebagai berikut: 

1. Kapal SB Anugerah Ekspres di Perairan Sungai sesayap (Januari); 

2. Kapal Cepat Awet Muda di Banyuasin (Januari); 

3. Kapal Harapan Baru Ekspres di Sungai Tanjung Urong (Mei); 

4. KM Sinar Dibangun di Danau Toba (Juni); 

5. KMP. Lestari Maju di Perairan Selayar (Juli). 

 

Sedangkan, jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi ditargetkan 

sebesar 192 kapal, dan sampai akhir tahun 2018 terdapat 392 kapal yang 

beroperasi. 
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Dengan demikian, Rasio Kejadian Kecelakaan Kapal Penyeberangan adalah 

sebagai berikut: 

 

IK 2 (Kapal Penyeberangan) =  
5 

= 0,013 
392 

 

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator 

diatas, untuk Penyeberangan Transportasi Darat antara lain: 

1. Pengadaan Life Jacket; 

2. Bimbingan Teknis Inspeksi di Bidang Sungai dan Danau; 

3. Pengadaan Life Jacket (Insentif); 

4. Inspeksi Keselamatan Angkutan Bidang LLAJ dan ASDP; 

5. Sosialisasi Keselamatan dalam Rangka Bulan tertib Pelayanan di Danau 

Toba. 

 

 

Maka realisasi rasio kejadian kecelakaan AKAP dan penyeberangan transportasi 

darat adalah: 

 

Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat 

= 
0,079 + 0,013 

= 0,046 
2 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Kejadian Kecelakaan 

AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 114,02%, 

yaitu: 

% Capaian = 
(2 x 0,046) – 0,054 

x 100% = 114,81% 
0,054 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya 

dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan 

Angkutan Umum baik Angkutan Orang maupun Barang Berbahaya Beracun (B3) 

dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk 

menurunkan angka kecelakaan baik AKAP maupun ASDP, antara lain: 

1. Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan 

operasional pelayanan AKAP dan Penyeberangan; 

2. Monitoring SPM AKAP dan Penyeberangan (Lintas Antar Provinsi). 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

IKU Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat 

merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi 

KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU 
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berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru di 

tetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada 

tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 0,054 dan hasil capaian kinerja tahun 2018 

sebesar 0,046 atau mencapai 114,81%. 

 

Tabel III.  7 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Kejadian Kecelakaan 

AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2015-2019 

SS 2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(RASIO) 

REALISASI 

(RASIO) 

CAPAIAN 

(%) 

2a. Rasio Kejadian Kecelakaan 

AKAP dan Penyeberangan 

Transportasi Darat 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 0,054 0,046 114,81 

 

Gambar III.  8 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Kejadian 

Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi 

Darat tahun 2018 sebesar 0,046 jika dibandingkan dengan target kinerja pada 

tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

2015-2019 sebesar 0,054 maka capaian kinerja mencapai 114,81%. Pencapaian 

ini digambarkan pada Gambar III. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio 

Kejadian Kecelakaan AKAP dan dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 
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2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat 

Tahun 2015-2019. Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan 

AKAP dan dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target 

Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 

Gambar III.  9 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan dan 

Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 

 
 

 

2b.  Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat 

 

Indikator Kinerja Utama Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa 

Transportasi Darat terdiri dari Rasio Penerapan Sterilisasi Terminal Angkutan Jalan 

dan Rasio Penerapan Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan. Presentase Penerapan 

Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat dapat diukur dengan menjumlahkan 

Rasio Penerapan Sterilisasi Terminal Angkutan Jalan dengan Rasio Penerapan 

Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, dan kemudian hasilnya dibagi dua. 

 

Presentase penerapan sterilisasi terminal angkutan jalan dapat diukur dengan 

jumlah Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Hubdat yang sudah menerapkan zonasi 

dibandingkan dengan jumlah total Terminal Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen 

Hubdat. 

 

Presentase penerapan sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dapat diukur dengan 

jumlah Pelabuhah Penyeberangan yang sudah menerapkan zonasi dibandingkan 

dengan dan jumlah total Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi. Sumber data 

yang didapat melalui Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan dan Subdirektorat 

Pelabuhan Penyeberangan, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat. 

  

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Penerapan Sterilisasi 

Prasarana Jasa Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat   

 

= 
IK 1 (Terminal Angkutan Jalan) + IK 2 (Pelabuhan Penyeberangan)

2
 

 

  

0,054 

0,046 

 0,042  0,044  0,046  0,048  0,050  0,052  0,054  0,056

2018

 Realisasi  Target
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Presentase Penerapan Sterilisasi Terminal Angkutan Jalan 

 

= IK 1 (Terminal Angkutan Jalan) 

= 
Terminal Tipe A Yang Sudah Menerapkan Zonasi 

Total Terminal Tipe A Yang Menjadi Kewenangan Ditjen Hubdat 
 x 100% 

 

 

 

Presentase Penerapan Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan 

 

= IK 2 (Pelabuhan Penyeberangan 

= 
Pelabuhan Penyeberangan Yang Sudah Menerapkan Zonasi

Total Pelabuhan Penyeberangan Yang Beroperasi
  x 100% 

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat 

tahun 2018 sebesar 0,16% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 

0,16% maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan pada 

Gambar III.10. Grafik Capaian IKU Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana 

Jasa Transportasi Darat. 

 
Gambar III.  10 Grafik Capaian IKU Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa 

Transportasi Darat Tahun 2018 
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a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan  

 

Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat terdiri dari: 

 

1. Presentase Penerapan Sterilisasi Terminal Angkutan Jalan 

 

Dengan jumlah Terminal Tipe A yang menjadi Kewenangan Ditjen Hubdat 

sebanyak 101 terminal. Disamping itu, target sterilisasi terminal angkutan 

jalan tahun 2018 sebanyak 33 Terminal Tipe A, dan realisasi sampai akhir 

tahun 2018, sterilisasi terminal angkutan jalan sesuai dengan target 

sebanyak 33 terminal. Kegiatan sterilisasi Terminal Tipe A pada Tahun 2018 

dilaksanakan di beberapa lokasi, sebagai berikut: 

1. Terminal Batoh 

2. Terminal Langsa 

3. Terminal Simpang Alur 

4. Terminal Payung Sekaki 

5. Terminal Dumai 

6. Terminal Bangkinang 

7. Terminal Rajabasa 

8. Terminal Alang-alang Lebar 

9. Terminal Kayu Agung 

10. Terminal Karya Jaya 

11. Terminal Lebak 

12. Terminal Pakupatan 

13. Terminal Labuan 

14. Terminal Sukabumi 

15. Terminal Subang 

16. Terminal Sumedang 

17. Terminal Harjamukti 

18. Terminal Guntur Melati 

19. Terminal Cikampek 

20. Terminal Kuningan 

21. Terminal Mangkang 

22. Terminal Purwokerto 

23. Terminal Gunung Kidul 

24. Terminal Tingkir 

25. Terminal Kebumen 

26. Terminal Ngawi 

27. Terminal Mengwi 

28. Terminal Mandalika 

29. Terminal Bima 

30. Terminal Gambut Barakat 

31. Terminal WA Gara 

32. Terminal Simbuang 

33. Terminal Tangkok 
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Dengan demikian, Presentase Penerapan Sterilisasi Terminal Angkutan 

Jalan adalah sebagai berikut: 

IK 1 (Terminal Angkutan Jalan) =  
33 

x 100% = 32 % 
101 

 

Kegiatan sterilisasi pada Terminal Tipe A dilaksanakan secara bertahap 

mengingat tidak mencukupinya kebutuhan anggaran untuk merehabilitasi 

dan menstrerilisasi seluruh Terminal Tipe A yang menjadi kewenangan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 

 

2. Presentase Penerapan Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan 

 

Dengan Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi sebanyak 206. Adapun 

kegiatan sterilisasi pada Pelabuhan Penyeberangan pada Tahun Anggaran 

2018 belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia anggaran untuk 

rehabilitasi dan sterilisasi kegiatan dimaksud. 

Dengan demikian, Presentase Penerapan Sterilisasi Pelabuhan 

Penyeberangan adalah sebagai berikut: 

IK 2 (Pelabuhan Penyeberangan) =  
0 

= 0% 
206 

 

Maka realisasi Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi 

Darat adalah: 

 

Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat 

= 
32% + 0% 

= 16% 
2 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Penerapan 

Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu: 

% Capaian = 
16% 

x 100% = 100% 
16% 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Dalam rangka meningkatkan Rasio Penerapan Strelisisasi Prasarana Jasa 

Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat perlu melakukan 

beberapa usulan kedepan, seperti perlu adanya penambahan usulan kegiatan 

pembangunan / rehabilitasi maupun sterilisasi Terminal Tipe A dan Pelabuhan 

Penyeberangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu 

adanya penambahan anggaran dalam kegiatan pembangunan / rehabilitasi 

maupun sterilisasi Terminal Tipe A dan Pelabuhan Penyeberangan di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu adanya alternatif pembiayaan 

dengan skema lainnya dalam rangka kegiatan pembangunan / rehabilitasi 

maupun sterilisasi Terminal Tipe A dan Pelabuhan Penyeberangan di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 
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b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat 

merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi 

KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU 

berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru di 

tetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada 

tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.   

 

Target pada tahun 2018 adalah 16% dan hasil capaian kinerja tahun 2018 

sebesar 16% atau mencapai 100%. 

 

Tabel III.  8 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penerapan Sterilisasi 

Prasarana Jasa Transportasi Darat Tahun 2015-2019 

SS 2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

2b. Presentase Penerapan 

Sterilisasi Prasarana Jasa 

Transportasi Darat 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 16 16 100 

 

Gambar III.  11 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penerapan 

Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat Tahun 2015-2019 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat 

tahun 2018 sebesar 16% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 

2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-

2019 sebesar 16% maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini 

digambarkan pada Grafik III.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Persiapan 

Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat.Tahun 2018 Terhadap Target 

Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 

Gambar III.  12 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Persiapan Sterilisasi Prasarana Jasa 

Transportasi Darat.Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra 

Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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Sasaran Strategis 3:  Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana Dan Prasarana 

Transportasi Darat 

 

Pencapaian SS 3 diukur melalui lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 3a. Presentase 

Kenaikan Pengguna Jasa AKAP & Penyeberangan Transportasi Darat, IKU 3b. Presentase 

Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transporasi Darat, IKU 3c. Presentase Penurunan 

Energi Listrik Pada APJ Solar Cell, IKU 3d. Presentase Capaian On Time Performance 

(OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat, dan IKU 3e. Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional 

Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk 

 

 

3a. Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi 

Darat 

 

Indikator Kinerja Utama Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan 

Penyeberangan Transportasi Darat adalah tingkat / besarnya kenaikan jumlah 

penumpang pengguna AKAP di terminal tipe A dan jumlah penumpang pengguna 

angkutan penyeberangan terhadap tahun sebelumnya. Presentase Kenaikan 

Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat terdiri dari 

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP, dan Presentase Kenaikan Pengguna 

Jasa Penyeberangan Transportasi Darat. Presentase Kenaikan Pengguna Jasa 

AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat dihitung dengan cara menjumlahkan 

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP, dan Presentase Kenaikan Pengguna 

Jasa Penyeberangan Transportasi Darat, kemudian hasilnya dibagi dua. 

 

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dihitung dengan cara membandingkan 

pengurangan jumlah penumpang AKAP tahun berjalan dengan tahun sebelumnya 

terhadap jumlah penumpang AKAP tahun sebelumnya.  

 

Sedangkan, Presentase Kenaikan Pengguna Jasa Penyeberangan Transportasi 

Darat dihitung dengan cara membandingkan pengurangan jumlah penumpang 

Penyeberangan Transportasi Darat tahun berjalan dengan tahun sebelumnya 

terhadap jumlah penumpang Penyeberangan Transportasi Darat tahun sebelumnya. 

 

Sumber data yang didapat melalui situs http:/angkutanorang.com (situs laporan data 

terminal penumpang Tipe A) yang dikelola oleh Direktorat Angkutan dan Multimoda. 

  

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Kenaikan Pengguna Jasa 

AKAP dan Penyeberangan Transortasi Darat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi 

Darat 

 

= 
IK 1 (AKAP)+ IK 2 (Angkutan Penyeberangan)

2
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Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP 

 

= IK 1 (AKAP) 

= 
 a - b

b
 x 100% 

 

 

Keterangan: 

 

a: Jumlah Penumpang AKAP Tahun Berjalan 

b: Jumlah Penumpang AKAP Tahun Sebelumnya 

 

 

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan 

 

= IK 2 (Angkutan Penyeberangan) 

= 
c - d

d
 x 100% 

 

 

Keterangan: 

 

c: Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan Tahun Berjalan 

d: Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan Tahun Sebelumnya 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan 

Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 18% jika dibandingkan dengan target PK 

2018 sebesar 18% sehingga capaian kinerja ialah 100%.  Pencapaian ini 

digambarkan pada Gambar III. 13 Grafik Capaian IKU Presentase Kenaikan 

Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2018. 

 

Gambar III.  13 Grafik Capaian IKU Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan 

Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 
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a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi 

Darat terdiri dari: 

 

1. Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP 

 

Dengan Target Pengguna Jasa AKAP tahun 2018 sebesar 90.175.562 

penumpang dan realisasi sampai akhir tahun 2018 sesuai dengan target 

sebesar 90.175.562 penumpang. Di samping itu, Pengguna Jasa AKAP 

tahun 2017 sebesar 70.138.810 penumpang. 

Dengan demikian, Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP adalah 

sebagai berikut: 

IK 1 (AKAP) =  
90.175.562 – 70.138.810 

x 100% = 29% 
70.138.810 

 

2. Presentase Kenaikan Pengguna Jasa Penyeberangan Transportasi Darat 

 

Dengan Target Pengguna Jasa Penyeberangan Transportasi Darat tahun 

2018 sebesar 67.146.498 penumpang dan realisasi sampai akhir tahun 2018 

sesuai dengan target sebesar 62.202.683 penumpang. Di samping itu, 

Pengguna Jasa Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2017 sebesar 

67.146.498 penumpang. 

Dengan demikian, Presentase Kenaikan Pengguna Jasa Penyeberangan 

Transportasi Darat adalah sebagai berikut: 

IK 2 (Angkutan Penyeberangan) =  
67.146.498 – 62.202.683 

x 100%  
62.202.683 

= 8%  

 

Maka realisasi Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan 

Transportasi Darat adalah: 

 

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi 

Darat 

= 
  29% + 8% 

= 18% 
2 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Kenaikan 

Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 

sebesar 100%, yaitu: 

% Capaian = 
18% 

x 100% = 100% 
18% 

 

Pencapaian ini didukung oleh peningkatan mutu pelayanan baik pada pelayanan 

AKAP, angkutan penyeberangan perintis maupun komersil dengan tetap 
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menerapkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan / aturan yang 

berlaku. 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Utama Presentase 

Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Dimasa 

Yang Akan Datang adalah sebagai berikut: 

1. Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan 

operasional pelayanan AKAP dan Penyeberangan; 

2. Monitoring SPM AKAP dan Penyeberangan (Lintas Antar Provinsi). 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi 

Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu 

rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output 

menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut 

baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian 

pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.   

 

Target pada tahun 2018 adalah 18% dan hasil capaian kinerja sebesar 18% atau 

mencapai 100%. 

 
Tabel III.  9 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Kenaikan Pengguna 

Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2015-2019 

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

3a. Presentase Kenaikan 

Pengguna Jasa AKAP dan 

Penyeberangan Transportasi 

Darat 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 18 18 100 
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Gambar III.  14 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Kenaikan 

Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan 

Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 18% jika dibandingkan dengan target 

kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 18% maka capaian kinerja mencapai 

100%.  Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.15. Perbandingan Realisasi 

Kinerja Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan 

Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 

Gambar III.  15 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP 

dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 

2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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3b. Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat 

 

Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor 

Transportasi Darat adalah tingkat / besarnya penurunan jumlah gas rumah kaca 

yang dihasilkan oleh aktifitas transportasi darat. Sumber data yang didapat melalui 

Direktorat Sarana Perhubungan Darat. 

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca 

Dari Sektor Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat  

 

= 
Penurunan GRK per Tahun

Target Nasional Penurunan GRK Sub Sektor Perhubungan Darat
 x 100% 

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi 

Darat tahun 2018 sebesar 19,83% jika dibandingkan dengan target PK 2018 

sebesar 19,00% maka capaian kinerja mencapai 104,37%.  Pencapaian ini 

digambarkan pada Grafik III.16. Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari 

Sektor Transportasi Darat. 

 

Gambar III.  16 Grafik Capaian IKU Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor 

Transportasi Darat Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Hasil capaian indikator kinerja utama presentase penurunan gas rumah kaca di 

sektor perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 100% dari target: 

1. Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

2. Keputusan Menteri Perhubungan No.KP 201 tahun 2013 tentang Penetapan 

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor 
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Perhubungan dan Investigasi GRK Sektor Perhubungan Tahun 2010 sampai 

Tahun 2020 

 

Dengan target jumlah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor 

transportasi sebanyak 8.000.000 ton CO2. Pada Tahun 2018, ditargetkan 

penurunan di sektor transportasi darat sebesar 1.500.000 ton CO2, dan sampai 

akhir tahun 2018, realisasi lebih besar dari target yakni sebesar 1.586.654 ton 

CO2. 

 

Maka realisasi Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor 

Transportasi Darat adalah: 

 

Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat 

= 
1.586.654 

x 100% = 19,83% 
8.000.000 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan Gas 

Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 104,37%, 

yaitu: 

% Capaian = 
19,83% 

x 100% = 104,37% 
19,00% 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Upaya untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama jumlah penurunan 

gas rumah kaca di sektor perhubungan darat dimasa yang akan datang adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendorong pembinaan dan pengembangan sistem transit -Bus Rapid 

Transit (BRT) / semi BRT; 

2. Pemanfaatan teknologi lalu lintas di jalan nasional (Area Traffic Control 

System / ATCS); 

3. Pembangunan budaya berkendara yang lebih baik (Smart Driving); 

4. Pengguna solar cell pada penerangan jalan umum (PJU) (usulan baru). 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat 

merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi 

KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU 

berbasis outcome (hasil) pada tahun 2017, sehingga IKU tersebut baru 

ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada 

tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015 dan 2016.  
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Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 indikator kinerja utama Presentase Penurunan Gas Rumah 

Kaca Dari Sektor Transportasi Darat adalah sebagai berikut: 

 

• Target kinerja tahun 2017 sebesar 40,00%, dan tahun 2018 sebesar 19,00%. 

Yang berarti selama 2 tahun mengalami penurunan target sebesar 52,50% 

• Hasil capaian kinerja tahun 2017 sebesar 4,61% (11,53%), dan tahun 2018 

sebesar 19,83% (104,37%). Yang berarti selama 2 tahun mengalami 

peningkatan kinerja sebesar 805,58%. 

 

Gambar III.  17 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penurunan Gas 

Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2015-2019 

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

3b. Presentase Penurunan Gas 

Rumah Kaca Dari Sektor 

Transportasi Darat 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 40,00 4,61 11,53 

2018 19,00 19,83 104,37 

 

Gambar III.  18 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penurunan 

Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi 

Darat tahun 2018 sebesar 19,83% jika dibandingkan dengan target kinerja pada 

tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 
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2015-2019 sebesar 19,00% maka capaian kinerja mencapai 104,37%.  

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.  19 Perbandingan Realisasi 

Kinerja Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat 

Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen 

Hubdat Tahun 2015-2019 

 

Gambar III.  19 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca 

Dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 

 
 

 

3c. Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ Solar Cell 

 

Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ Solar Cell 

adalah presentase dari penurunan dari penggunaan alat penerangan jalan dengan 

listrik menjadi alat penerangan jalan dengan solar cell dibandingkan dengan alat 

penerangan jalan dengan listrik. 

 

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan Energi 

Listrik pada APJ Solar Cell ialah sebagai berikut: 

 

 

Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ Solar Cell  

 

= (
(APJ Energi Listrik - APJ Energi Solar Cell)

APJ Energi Listrik
) x 100% 

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ Solar Cell tahun 2018 

sebesar 42,85% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 42,85% maka 

capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.  

20 Grafik Capaian IKU Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ Solar Cell 

Tahun 2018. 
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Gambar III.  20 Grafik Capaian IKU Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ Solar 

Cell Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan  

 

Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ Solar Cell pada tahun 2018 

memiliki target capaian 42,85%. Untuk menunjang tercapainya target IKU 

tersebut, pada Tahun 2018, ada sebanyak 3.378 unit pengadaan APJ 

menggunakan Energi Solar Cell dan telah dilaksanakan di beberapa kota di 

Indonesia tersaji dalam Lampiran  5. 

 

Jika menggunakan APJ Energi Listik maka penggunaan daya pada APJ Energi 

Listrik sebesar 70 watt, sedangkan realisasi APJ Solar Cell sebesar 40 watt.  

Sehingga, realisasi Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ Solar Cell 

adalah: 

 

Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ Solar Cell 

= 
70 - 40 

x 100% = 42,85% 
70 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan 

Energi Listrik Pada APJ Solar Cell Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu: 

% Capaian = 
42,85 % 

x 100% = 100% 
42,85 % 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Upaya untuk meningkatkan capaian Presentase Penurunan Energi Listrik Pada 

APJ Solar Cell, di masa yang mendatang maka Kementerian Perhubungan akan 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Optimalisasi penggunaan APJ Solar Cell di seluruh daerah dalam rangka 

penurunan konsumsi energi listrik. 

2. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan APJ Solar Cell di daerah 

terpencil dan rawan kecelakaan. 

3. Pengadaan Komponen Smart Sistem untuk memonitor dan mengendalikan 

APJ dari jarak jauh, sehingga meminalisir kegiatan monitoring lapangan serta 

memudahkan pengendalian APJ solar cell terhadap perubahan kondisi 

dilapangan. 
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b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ Solar Cell merupakan IKU baru 

atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB 

adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) 

pada Tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak 

dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 

2015, 2016 dan 2017.   

 

Target pada tahun 2018 adalah 42,85% dan hasil capaian kinerja sebesar 

42,85% atau mencapai 100%. 

 

Tabel III.  10 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penurunan Energi 

Listrik Pada APJ Solar Cell Tahun 2015-2019 

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

3c. Presentase Penurunan Energi 

Listrik Pada APJ Solar Cell 
2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 42,85 42,85 100 

 
Gambar III.  21 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penurunan 

Energi Listrik Pada APJ Solar Cell Tahun 2015-2019 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ Solar Cell tahun 2018 

sebesar 42,85% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 

42,85% maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan 

pada Gambar III.  22 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Penurunan 

Energi Listrik pada APJ Solar Cell Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 

Gambar III.  22 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Penurunan Energi Listrik pada 

APJ Solar Cell Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen 

Hubdat Tahun 2015-2019 

 
 

 

3d. Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan 

Darat 

 

Indikator Kinerja Utama Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub 

Sektor Perhubungan Darat merupakan keadaan dimana waktu keberangkatan kapal 

penyeberangan sesuai dengan jadwal yang telah diterbitkan terhadap jumlah trip 

dalam 1 tahun. Sumber data yang didapat melalui Angkutan dan Multimoda. 

   

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Capaian On Time 

Performance (OTP) digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan 

Darat 

  

= 
Jumlah Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Per Setiap Lintas 

Jumlah Lintas
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Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Per Setiap Lintas  

 

= 

Jumlah Kejadian Waktu On Time

 Keberangkatan Kapal Penyeberangan dalam 1 tahun 

Jumlah Realisasi Trip dalam 1 tahun
 x 100% 

 

 

Keterangan: 

 

1) Jumlah kejadian waktu on time keberangkatan kapal penyeberangan adalah 

jumlah trip kejadian waktu on time keberangkatan kapal penyeberangan di 7 

(tujuh) lintasan utama (komersil) dalam satu tahun; 

2) Jumlah realisasi trip adalah jumlah trip keberangkatan di 7 (tujuh) lintas komersil 

dalam 1 tahun. 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor 

Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 89,28% jika dibandingkan dengan target 

PK 2018 sebesar 83,24% maka capaian kinerja mencapai 107,26%.  Pencapaian 

ini digambarkan pada Gambar III.  23 Grafik Capaian IKU Presentase Capaian 

On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 

 
Gambar III.  23 Grafik Capaian IKU Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub 

Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Pencapaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Darat tahun 2018 

pada angkutan penyeberangan pada 7 (tujuh) lintas adalah sebagai berikut: 
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Tabel III.  11 Pencapaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Darat  

Tahun 2018 

No. Lintas Target OTP (%) Realisasi 

1 Merak – Bakauheni 84,70 90,00 

2 Padangbai – Lembar 83,00 90,00 

3 Bajoe – Kolaka 84,00 84,00 

4 Ketapang – Gilimanuk 85,00 96,00 

5 Kariangau – Penajam 83,00 83,00 

6 Tanjung Api-api – Tanjung Kelian 80,00 90,00 

7 Kayangan Potatono 83,00 92,00 

Jumlah 582,70 625 

Rata-rata OTP 83,24 89,28 

 

 

 

 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Capaian On 

Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 sebesar 

107,26%, yaitu: 

 

% Capaian = 
89,28% 

x 100% = 107,26% 
83,24% 

 

Pencapaian ini didukung oleh program pemeriksaan kapal yang rutin 

dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Selain itu, Ditjen Perhubungan 

Darat juga melakukan penerbitan persetujuan pengoperasian kapal angkutan 

penyeberangan dan pemeriksaan kapal angkutan penyeberangan setelah 

docking yang mana dalam kegiatan tersebut dilakukan juga pemeriksaan 

terhadap kecepatan kapal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan 

standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan yaitu minimal 10 knot, 

sesuai dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 

SK.4608/AP.005/DRJD/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. Selain itu pengaturan dilapangan 

oleh Satuan pelayanan di 7 lintas utama juga merupakan penunjang 

keberhasilan. 

 

Untuk tetap mempertahankan kinerja On Time Performance (OTP) Sektor 

Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; 

b) Melakukan rapat evaluasi; 

c) Melakukan punishment sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

Sehingga, realisasi Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub 

Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 adalah: 

 

Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan 

Darat 

= 
625% 

= 89,28% 
7 
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a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Untuk tetap mempertahan kinerja Presentase capaian On Time Performance 

(OTP) Sektor Transportasi Darat, akan dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di 

lapangan; 

b. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal; 

c. Memberlakukan punishment sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Presentase capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Darat 

merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi 

KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasi 

outcome (hasil) pada Tahun 2017, sehingga IKU tersebut baru di tetapkan di 

tahun 2017 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun 

sebelumnya yakni Tahun 2015 dan 2016. 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 indikator kinerja utama Presentase Capaian On Time 

Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat adalah sebagai berikut: 

 

• Target kinerja tahun 2017 sebesar 82,61%, dan tahun 2018 sebesar 83,24%. 

Yang berarti selama 2 tahun mengalami peningkatan target sebesar 0.76% 

• Hasil capaian kinerja tahun 2017 sebesar 82,61% (100%), dan tahun 2018 

sebesar 89,28% (107,26%). Yang berarti selama 2 tahun mengalami 

peningkatan kinerja sebesar 7,26%. 

 

Tabel III.  12 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Capaian On Time 

Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

3d. Presentase Capaian On Time 

Performance (OTP) Sub 

Sektor Perhubungan Darat 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 82,61 82,61 100,00 

2018 83,24 89,28 107,26 
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Gambar III.  24 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Capaian 

On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor 

Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 83,24% jika dibandingkan dengan target 

kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 89,28% maka capaian kinerja mencapai 

107,26%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.  25 Perbandingan 

Realisasi Kinerja Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor 

Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 

Gambar III.  25 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Capaian On Time Performance 

(OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 

2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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3e. Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada 

Jam Sibuk 

 

Indikator Kinerja Utama Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah 

Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk adalah pada tahun 2018 memiliki target capaian 

40 km/jam. Angka ini berdasarkan target tingkat pelayanan jalan nasional yang 

diharapkan mampu dicapai setelah adanya penerapan ATCS berdasarkan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan 

Batas Kecepatan. Perhitungan kecepatan diperoleh dari panjang jalan dibagi waktu 

tempuh rata-rata yang digunakan kendaraan menempuh segmen jalan dengan 

panjang tertentu. 

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional 

yang telah menerapkan ATCS pada jam sibuk digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada 

Jam Sibuk  

 

= 
Panjang Jalan

Waktu Tempuh Rata-rata 
 

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS 

Pada Jam Sibuk tahun 2018 sebesar 35 km/jam jika dibandingkan dengan target 

PK 2018 sebesar 35 km/jam maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian 

ini digambarkan pada Gambar III.  26 Grafik Capaian IKU Kecepatan Rata-rata 

di Jalan Nasional yang telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk Tahun 2018. 

 

Gambar III.  26 Grafik Capaian IKU Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah 

Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk Tahun 2018 
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a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Target kecepatan ini diperoleh dari hasil survey kecepatan kendaraan (MCO) 

dan menggunakan speed gun oleh tim BPTD setelah kota tersebut dibangun 

ATCS. Untuk menunjang tercapainya target IKU tersebut, pada Tahun 2018  

ATCS telah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia seperti: Padang, 

Palembang, Bengkulu, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Ungaran, Salatiga, 

Mataram, Palangkaraya, Kendari, Palu, Mamuju dan Jayapura, dimana 

pelaksanaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perhubungan Darat di Balai 

Pengelola Transportasi Darat, sedangkan untuk Direktorat Lalu Lintas 

Perhubungan Darat hanya sebagai Pembina teknis, namun pelaksanaan 

perencanaan, anggaran dan realisasi kegiatan fisiknya berada di Balai Pengelola 

Transportasi Darat. Adapun terdapat pembangunan ATCS yang dilaksanakan 

oleh Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berada di Kota Kupang. 

 

Dari hasil survey kecepatan kendaraan (MCO) dan menggunakan speed gun 

oleh tim BPTD setelah kota tersebut dibangun ATCS, didapatkan hasil IKU 

Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah Menerapkan ATCS Pada Jam 

Sibuk Tahun 2018 sebesar 35 km/jam. 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Kecepatan Rata-rata di Jalan 

Nasional yang telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk Tahun 2018 sebesar 

100%, yaitu: 

% Capaian = 
35 

x 100% = 100% 
35 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Upaya untuk meningkatkan capaian Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang 

telah menerapkan ATCS pada jam sibuk, di masa yang mendatang maka 

Kementerian Perhubungan akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengakomodir usulan daerah terkait pembangunan ATCS baru maupun 

Pengembangan ATCS yang telah ada dalam rangka Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat. 

2. Melakukan monitoring dan survey terhadap kecepatan rata-rata kendaraan 

di jalan nasional yang telah menerapkan ATCS guna menilai kinerja ATCS 

yang ada. 

3. Membuat aplikasi pengaturan ATCS yang dapat dikendalikan 

menggunakan smartphone sehingga mempermudah untuk pengaturan 

ATCS tanpa harus melalui Control Room. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS pada jam 

sibuk merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu 

rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output 
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menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut 

baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian 

pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 35 km/jam dan hasil capaian kinerja sebesar  

35 km/jam atau mencapai 100%. 

 

Tabel III.  13 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Kecepatan Rata-Rata di Jalan 

Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk Tahun 2015-2019 

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

3e. Kecepatan Rata-Rata di Jalan 

Nasional Yang Telah 

Menerapkan ATCS Pada Jam 

Sibuk 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 83,24 89,28 107,26 

 

Gambar III.  27 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Kecepatan Rata-Rata 

di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Kecepatan Rata-rata di jalan nasional yang telah menerapkan ATCS 

pada Jam Sibuk tahun 2018 sebesar 35 km/jam jika dibandingkan dengan target 

kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 35 km/jam maka capaian kinerja 

mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.  28 

Perbandingan Realisasi Kinerja Kecepatan Rata-rata di jalan nasional yang telah 
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menerapkan ATCS pada Jam Sibuk Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 
Gambar III.  28 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecepatan Rata-rata di jalan nasional yang 

telah menerapkan ATCS pada Jam Sibuk Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 

2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 

 
  

35 

35 

 -  5  10  15  20  25  30  35  40

2018

 Realisasi  Target



92 

 

Sasaran Strategis 4:  Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi 

Darat 

 

Pencapaian SS 4 diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 4a. Presentase 

Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana 

Transportasi Darat 

 

 

4a. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan 

Penambahan Sarana Transportasi Darat  

 

Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat 

terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat adalah Presentase tingkat 

penambahan kapasitas daya angkut penumpang yang dapat terlayani dengan 

penambahan sarana transportasi darat berupa bantuan teknis Bus Rapid Transit 

(BRT) dan pembangunan Kapal Penyeberangan dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat 

terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat terdiri dari Presentase 

Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan 

Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT), dan Presentase Peningkatan Kapasitas 

Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pembangunan Kapal 

Penyeberangan. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat 

terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat dihitung dengan 

penjumlahan Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani 

dengan Penambahan Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT), dan Presentase 

Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan 

Pembangunan Kapal Penyeberangan, kemudian hasilnya dibagi dua. 

 

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan 

Penambahan Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) dihitung dengan menghitung 

akumulasi jumlah kapasitas penumpang (jumlah seat) BRT dari awal tahun renstra 

(2015) sampai tahun berjalan, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan total 

kapasitas penumpang (jumlah seat) BRT sesuai target renstra 2015-2019. 

 

Sedangkan, Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani 

dengan Penambahan Pembangunan Kapal Penyeberangan dihitung dengan 

menghitung akumulasi jumlah kapasitas penumpang kapal penyeberangan dari awal 

tahun renstra (2015) sampai tahun berjalan, kemudian dibandingkan dengan 

kebutuhan total kapasitas penumpang kapal penyeberangan sesuai target renstra 

2015-2019. Sumber data yang didapat melalui Direktorat Angkutan dan Multimoda. 

  

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Kapasitas 

Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat 

digunakan rumus sebagai berikut: 
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Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan 

Penambahan Sarana Transportasi Darat  

 

= 
IK 1 (BRT)+ IK 2 (Kapal Penyeberangan) 

2
 

 

 

 

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan 

Penambahan Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT)  

 

= IK 1 (BRT) 

= 
akumulasi jumlah seat BRT s.d (T+0)

jumlah kapasitas penumpang BRT sesuai target renstra 2015-2019
  x100% 

 

 

Keterangan: 

 

Jumlah Total Seat BRT dihitungan dengan mengalikan Jumlah Pengadaan bus BRT 

(baik besar maupun sedang) dengan jumlah daya angkut penumpangnya. 

 

 

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan 

Penambahan Pembangunan Kapal Penyeberangan  

 

= IK 1 (Kapal Penyeberangan) 

= 
akumulasi jumlah kapasitas penumpang s.d (T+0)

jumlah kapasitas penumpang Kapal Penyeberangan sesuai target renstra 2015-2019
  x100% 

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani 

dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 77,36% 

jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 77,36% maka capaian kinerja 

mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.  29 Grafik 

Capaian IKU Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat 

terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat Tahun 2018. 

 

  



94 

 

Gambar III.  29 Grafik Capaian IKU Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang 

dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan 

Penambahan Sarana Transportasi Darat terdiri dari: 

 

1. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan 

Penambahan Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) 

Pencapaian indikator ini dilihat dari peningkatan pelayanan transportasi 

umum bagi masyarakat khususnya di wilayah perkotaan sehingga untuk 

mendukung hal tersebut pemerintah pusat memberikan bantuan teknis 

berupa bantuan bus BRT berupa bus BRT Besar dengan kapasitas daya 

angkut 50 penumpang dan bus BRT Sedang dengan kapasitas daya angkut 

37 penumpang. 

 

Jumlah pembangunan BRT Tahun 2018 adalah sebesar 420 (empat ratus 

dua puluh) unit. Pengadaan BRT Tahun 2018 tercantum dalam Keputusan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1814 Tahun 2018 

tentang Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Ukuran Sedang Bus Rapid 

Transit Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 1815 Tahun 2018 tentang Alokasi Bantuan dan 

Status Aset Bus Sekolah Ukuran Sedang Tahun Anggaran 2018 

sebagaimana Lampiran  6 dan Lampiran  7. 

 

Tabel III.  14 Kapasitas Penumpang Bus Rapid Transit (BRT) Tahun 2015-2018 

TAHUN URAIAN 

 BRT 

UKURAN 

SEDANG  

 BRT 

UKURAN 

BESAR  

 TOTAL 

KAPASITAS 

PENUMPANG  

 AKUMULASI 

KAPASITAS 

PENUMPANG 

2015 

Jumlah BRT 70 1.025 

53.840 53.840 Kapasitas 

Penumpang 
2.590 51.250 

2016 

Jumlah BRT 399 - 

14.763 68.603 Kapasitas 

Penumpang 
14.763 - 

2017 

Jumlah BRT - - 

- 68.603 Kapasitas 

Penumpang 
- - 

2018 

Jumlah BRT 240 - 

8.880 77.483 Kapasitas 

Penumpang 
8.880 - 

77,36%

77,36%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

2018

Realisasi Target
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TAHUN URAIAN 

 BRT 

UKURAN 

SEDANG  

 BRT 

UKURAN 

BESAR  

 TOTAL 

KAPASITAS 

PENUMPANG  

 AKUMULASI 

KAPASITAS 

PENUMPANG 

2019 

Jumlah BRT 472* - 

17.464* 94.947 Kapasitas 

Penumpang 
17.464* - 

*) Rencana Pengadaan BRT Tahun 2019 dalam Renstra 2015-2019 dengan rencana 

pengadaan BRT berkapasitas sedang 

 

Dengan demikian, Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang 

dapat terlayani dengan Penambahan Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) 

adalah sebagai berikut: 

IK 1 (BRT) =  
77.483 

x 100% = 81,60% 
94.947 

 

2. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan 

Penambahan Pembangunan Kapal Penyeberangan 

 

Jumlah pembangunan kapal Tahap I Tahun 2018 adalah sebesar 4 (empat) 

unit, dimana 3 (tiga) unit dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Perhubungan 

Darat, yaitu: untuk wilayah Sulawesi Tengah (lintas Parigi Moutong - Wakai 

– Marisa Thp.I), Kep. Maluku, lintas Riau – Kalimantan Barat (Tg. Pinang - 

Tembelan – Sintete Thp.I), dan 1 (satu) unit dilaksanakan oleh Balai 

Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumatera Utara. Adapaun kapasitas 

penumpang tersaji dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel III.  15 Kapasitas Penumpang Kapal Penyeberangan Tahun 2015-2019 

TAHUN NO KAPAL 
KAPASITAS 

PENUMPANG 

TOTAL 

KAPASITAS 

PENUMPANG 

AKUMULASI 

KAPASITAS 

PENUMPANG 

2015 

1 KMP. DRAJAT PACIRAN 350 

               1.260                 1.260  

2 KMP. BAMEGA 180 

3 KMP. KOKONAO 88 

4 KMP. LELEMUKU 148 

5 KMP. LORI AMAR 150 

6 KMP. LOMPA 148 

7 KMP. LAKAAN 196 

JUMLAH 

2016 
    0 

                        -                 1.260  JUMLAH 

2017 

1 KMP. IHAN BATAK 280 

                   280                 1.540  JUMLAH 

2018 

1 LINTAS DANAU TOBA 180 

               1.180                 2.720  

2 LINTAS MALUKU 400 

3 
LINTAS TJ. PINANG - 

TAMBELAN - SINTETE 
400 

4 
LINTAS PARIGI MOUTONG - 

WAKAI - MARISA 
200 

JUMLAH 

2019 
1 10 KAPAL* 1000 

1000                 3.720  JUMLAH 

*) Rencana Pembangunan Kapal Tahun 2019 dalam Renstra 2015-2019 dengan rencana 

pembangunan kapal penyeberangan berkapasitas 100 penumpang 
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Dengan demikian, Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang 

dapat terlayani dengan Penambahan Pembangunan Kapal Penyeberangan 

adalah sebagai berikut: 

 

IK 2 (Kapal Penyeberangan) =  
2.720 

x 100%  
3.720 

= 73,12%  

 

Maka realisasi Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat 

Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat adalah: 

 

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan 

Penambahan Sarana Transportasi Darat 

= 
 81,60% + 73,12% 

= 77,36% 
2 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan 

Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana 

Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu: 

% Capaian = 
77,36% 

x 100% = 100% 
77,36% 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang dan agar tetap 

mempertahankan pelayanan transportasi bagi masyarakat akan dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Monitoring dan evaluasi operasional pelayanan bus bantuan; 

b. Menginventrisasi kendala- kendala yang ada di daerah terkait pengoperasian 

bus bantuan tersebut. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan 

Penambahan Sarana Transportasi Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi 

KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah 

IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, 

sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat 

dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 

2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 77,36% dan hasil capaian kinerja sebesar 

77,36% atau mencapai 100%. 
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Tabel III.  16 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Peningkatan 

Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi 

Darat Tahun 2015-2019 

SS4. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

4a. Presentase Peningkatan 

Kapasitas Penumpang Yang 

Dapat Terlayani Dengan 

Penambahan Sarana 

Transportasi Darat 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 77,36 77,36 100 

 

Gambar III.  30 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase 

Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana 

Transportasi Darat Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani 

dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 77,36% 

jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 77,36% 

maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan pada 

Gambar III.  31 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Kapasitas 

Penumpang yang Dapat Terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi 

Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra 

Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 
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Gambar III.  31 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Kapasitas Penumpang yang 

Dapat Terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap 

Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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Sasaran Strategis 5:  Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, 

Perbatasan, Terluar dan Terpencil 

 

Pencapaian SS 5 diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 5a. Rasio 

Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan 

Terpencil 

 

5a. Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, 

Terluar Dan Terpencil 

 

Indikator Kinerja Utama Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rewan 

Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil adalah perbandingan antara Jumlah 

daerahyang dilalui trayek perintis di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan 

terpencil dibagi dengan jumlah daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan 

terpencil. Sumber data yang didapat melalui Direktorat Angkutan dan Multimoda. 

   

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Rasio Layanan Transportasi Darat Pada 

Daerah Rewan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rewan Bencana, Perbatasan, 

Terluar dan Terpencil  

 

= 

Jumlah daerah yang dilalui trayek dan lintas 

perintis pada daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil

Jumlah daerah rawan bencana, perbatasan , terluar dan terpencil
 

 

 

Keterangan: 

 

Jumlah Daerah yang dilayani trayek perintis adalah realisasi keperintisan angkutan 

darat (jalan dan penyeberangan) yang melalui daerah rawan bencana, perbatasan, 

terluar dan terpencil sesuai dengan Kepres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Pulau-pulau kecil terluar dan Perpres No.131 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Daerah Tertingggal Tahun 2015-2019. 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian rasio layanan transportas darat di daerah rawan bencana, perbatasan, 

terluar, dan terpencil tahun 2018 sebesar 0,49 jika dibandingkan dengan target 

PK 2018 sebesar 0,49 maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini 

digambarkan pada Gambar III.  32 Grafik Capaian IKU Rasio layanan transportas 

darat di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil Tahun 2018. 
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Gambar III.  32 Grafik Capaian IKU Rasio layanan transportas darat di daerah rawan 

bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, 

Perbatasan, Terluar Dan Terpencil untuk transportasi darat tahun 2018 sebesar 

100%. Target tahun 2018 sebesar 75 (tujuh puluh lima) wilayah disesuaikan 

dengan target pada Revisi II PK Kemenhub adalah rasio sebesar 0,49.  Adapun 

75 (tujuh puluh lima) wilayah Daerah yang dilayani trayek perintis yang 

merupakan realisasi keperintisan angkutan darat (jalan dan penyeberangan) 

yang melalui daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil terlampir 

dalam Lampiran 8. Sedangkan, yang menjadi penyebut dalam Rasio layanan 

transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk 

transportasi darat, yaitu sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) wilayah 

(kabupaten/kota) yang diperoleh berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau kecil terluar dan Peraturan Presiden 

Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-

2019. Angka 154 kabupaten/kota terlampir pada Lampiran  8. 

 

Maka realisasi Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, 

Perbatasan, Terluar Dan Terpencil adalah: 

 

Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan 

Terpencil 

= 
 75 

= 0,49 
154 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan 

Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana 

Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu: 

 

% Capaian = 
0,49 

x 100% = 100% 
0,49 
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Capaian ini didukung pula dengan program subsidi operasional angkutan 

penyeberangan dan jalan untuk pelayanan lintas perintis yang termasuk kedalam 

daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.  

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Untuk meningkatkan rasio layanan angkutan darat (jalan dan penyeberangan) 

yang melalui daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, di masa 

yang mendatang Kementerian Perhubungan akan melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Mengakomodir usulan daerah (pembukaan trayek angkutan jalan maupun 

lintas penyeberangan) untuk pelayanan di daerah rawan bencana, 

perbatasan, terluar dan terpencil; 

2. Mengalokasikan anggaran subsidi (baik angkutan jalan maupun angkutan 

penyeberangan perintis) untuk menjamin ketersediaan pelayanan di daerah 

rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil; 

3. Melakukan monitoring pelayanan perintis secara berkala. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Indikator Kinerja Utama Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan 

Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil baru muncul pada Riviu Renstra 

2015-2019 di tahun 2018 untuk menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Tim 

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indikator 

kinerja yang baru merupakan indikator kinerja berupa outcome sebagai 

kontribusi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap Kementerian 

Perhubungan 

 

Data tahun 2015 dan 2016 tidak tersedia datanya, capaian kinerja tahun 2017 

sebesar 0.47 (100%), sedangkan target tahun 2018 sebesar 0.49 dan hasil 

capaian kinerja sebesar 0.49 atau mencapai 100%. 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 indikator kinerja utama Rasio Layanan Transportasi Darat 

Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil adalah 

sebagai berikut: 

 

• Target kinerja tahun 2017 sebesar 0,47, dan tahun 2018 sebesar 0,49. Yang 

berarti selama 2 tahun mengalami peningkatan target sebesar 4.26% 

• Hasil capaian kinerja tahun 2017 sebesar 0.47 (100%), dan tahun 2018 

sebesar 0.49 (107,26%). Yang berarti selama 2 tahun mempunyai kinerja 

yang sama. 
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Tabel III.  17 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Layanan Transportasi 

Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 2015-2019 

SS5. Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, 

Perbatasan, Terluar dan Terpencil 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(RASIO) 

REALISASI 

(RASIO) 

CAPAIAN 

(%) 

5a. Rasio Layanan Transportasi 

Darat Pada Daerah Rawan 

Bencana, Perbatasan, Terluar 

dan Terpencil 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 0,47 0,47 100 

2018 0,49 0,49 100 

 

Gambar III.  33 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Layanan 

Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 

2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian rasio layanan transportas darat di daerah rawan bencana, perbatasan, 

terluar, dan terpencil tahun 2018 sebesar 0,49 jika dibandingkan dengan target 

kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 0,49 maka capaian kinerja mencapai 

100%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.  34 Perbandingan 

Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportas Darat Di Daerah Rawan Bencana, 

Perbatasan, Terluar, Dan Terpencil Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 

  

0,49

0,47

0,49

0,47

0,46 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 0,50

2018

2017

2016

2015

Realisasi Target



103 

 

Gambar III.  34 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportas Darat Di Daerah 

Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar, Dan Terpencil Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja 

Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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Sasaran Strategis 6:  Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan 

Transportasi Darat 

 

Pencapaian SS 6 diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 6a. Presentase 

Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat 

 

 

6a. Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat 

  

Indikator Kinerja Utama Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor 

Perhubungan Darat adalah perbandingan antara akumulasi peraturan yang sudah 

diimplementasikan terhadap kebutuhan aturan yang harus disusun Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat dalam 5 tahun. 

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Implementasi Peraturan Sub 

Sektor Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat 

 

= 
Akumulasi Peraturan Yang Sudah Diimplementasikan

Kebutuhan Aturan Yang Harus Disusun Dalam 5 Tahun
 x100% 

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat 

tahun 2018 sebesar 93,58% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 

93,58% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan 

pada Gambar III.  35 Grafik Capaian IKU Presentase Implementasi Peraturan 

Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018. 

 

Gambar III.  35 Grafik Capaian IKU Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor 

Perhubungan Darat Tahun 2018 
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a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 ditargetkan 

sebanyak 239 aturan, dan realisasinya sampai akhir tahun 2018 sebanyak 239 

aturan yang terdiri dari: 

1. Peraturan Pemerintah sebanyak 1 aturan; 

2. Peraturan Menteri Perhubungan sebanyak 23 aturan; 

3. Keputusan Menteri Perhubungan sebanyak 13 aturan; 

4. Surat Edaran Menteri Perhubungan sebanyak 5 aturan; 

5. Instruksi Menteri Perhubungan sebanyak 5 aturan; 

6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 23 aturan; 

7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 161 aturan; 

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 8 aturan. 

 

Sedangkan, aturan eksisting sampai akhir tahun 2017, dalam periode renstra 

2015-2019, yang telah diimplementasikan adalah sebanyak 359 aturan. Dengan 

kebutuhan aturan yang harus diimplementasikan dalam periode 2015-2019 

sebanyak 639 aturan, yang tersaji dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tabel III.  18 Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2015 2016 2017 2018 2019* 

Peraturan Pemerintah 0 0 1 1 1 

Peraturan Menteri Perhubungan 19 19 9 23 10 

Keputusan Menteri Perhubungan 27 14 16 13 5 

Surat Edaran Menteri Perhubungan 1 2 5 5 4 

Instruksi Menteri Perhubungan 10 8 6 5 4 

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 20 2 18 23 2 

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 41 67 57 161 15 

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2     8 0 

Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat 8 2 5 0 0 

Peraturan yang di implementasikan 128 114 117 239 41 

Akumulasi peraturan yang sudah diimplementasikan 128 242 359 598 639 

*) Rencana Implementasi Aturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2019 

 

Maka realisasi Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan 

Darat adalah: 

 

Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat 

= 
598 

x 100% = 93,58% 
639 

 

Adapun daftar aturan yang terimplementasi tersaji dalam Lampiran  9. 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Implementasi 

Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu: 

 

% Capaian = 
93,58% 

x 100% = 100% 
93,58% 
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a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang, adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait; 

2. Meningkatkan sosialisasi kebijakan peraturan2 ke seluruh pemangku 

kepentingan; 

3. Peraturan itu harus dapat memayungi dinamika yang ada di masyarakat. Jadi 

dalam penyusunan butuh masukan dari stakeholder dan pemangku 

kepentingan yang tentunya terlibat dalam peraturan yang ditetapkan; 

4. Peraturan harus tersosialisasi tepat sasaran, tidak hanya dari 

kepala/pimpinan unit kerja tapi sampai ke masyarakat; 

5. Meningkatkan evaluasi, baik terhadap maksud dan tujuan aturan, maupun 

penambahan atau revisi. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat merupakan 

IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi 

KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU 

berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru 

ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada 

tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 93,58% dan hasil capaian kinerja sebesar 

93,58% atau mencapai 100%. 

 

Tabel III.  19 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Implementasi 

Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 

SS6. Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan  

Transportasi Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

6a. Presentase Implementasi 

Peraturan Sub Sektor 

Perhubungan Darat 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 93,58 93,58 100 
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Gambar III.  36 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase 

Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat 

tahun 2018 sebesar 93,58% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 

2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-

2019 sebesar 93,58% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini 

digambarkan pada Gambar III.  37 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase 

Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap 

Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-

2019. 

 

Gambar III.  37 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Implementasi Peraturan Sub 

Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam 

Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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Sasaran Strategis 7:  Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Transportasi Darat 

 

Pencapaian SS 7 diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 7a. Presentase 

Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin 

 

 

7a. Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin 

 

Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak 

lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang 

hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Dasar 

Hukum Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah Peraturan Menteri 

Perhubungan No. PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak 

Lalu Lintas. 

 

Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin dihitung dengan cara 

membandingkan akumulasi peserta sertifikasi penyusun andalalin dari awal tahun 

periode renstra (2015) sampai tahun berjalan terhadap kebutuhan penyusun 

andalalin periode 2015-2019. 

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Sertifikasi 

Penyusun Andalalin digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin  

 

= 
Akumulasi Peserta Sertifikasi Penyusun Andalalin Sampai Tahun Berjalan

Kebutuhan Penyusun Andalalin 2015-2019
 

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusunan Andalalin tahun 2018 

sebesar 85% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 85% maka 

capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 

III.38 Grafik Capaian IKU Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusunan 

Andalalin Tahun 2018. 

 

  



109 

 

Gambar III.  38 Grafik Capaian IKU Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusunan 

Andalalin Tahun 2018 

 

 
 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin 

adalah pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 85 %, Angka ini berdasarkan 

perhitungan keseluruhan realisasi peserta sertifikasi dibagi kebutuhan peserta 

sertifikasi periode 2015-2019. Kebutuhan peserta sertifikasi penyusun andalalin 

terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah 260 peserta.  

 

Sedangkan, target tahun 2016 adalah 62 peserta dengan realisasi 62 peserta, 

target tahun 2017 adalah 53 peserta dengan realisasi 53 peserta, target tahun 

2018 adalah 106 peserta dengan realisasi 106 peserta, dan target tahun 2019 

adalah 39 peserta. Akumulasi realisasi peserta sertifikasi dari tahun 2015 sampai 

dengan 2018 adalah 221 peserta, yang tersaji dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel III.  20 Target dan Realisasi Peserta Sertifikasi Penyusun Andalalin Tahun 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Target 0 62 53 106 39 

Realisasi 0 62 53 106 - 

 

Maka realisasi Presentase Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun 

Andalalin adalah: 

 

Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin 

= 
221 

x 100% = 85% 
260 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan 

Sertifikasi Penyusun Andalalin Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu: 

 

% Capaian = 
85% 

x 100% = 100% 
85% 
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a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Untuk meningkatkan capaian Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun 

Andalalin, di masa yang mendatang Kementerian Perhubungan akan melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengadakan Koordinasi dengan instansi terkait (seperti: Kepolisian dan 

Pemerintah Daerah) untuk mensyaratkan Dukumen Andalalin sebagai syarat 

dalam penerbitan Izin Mendirikan Dibangunan (IMB) bagi gedung/bangunan 

yang wajib melaksanakan penyusunan Dokumen Adalalin; 

2. Melakukan Sosialisasi kepada pengembang/pemrakarsa kegiatan terkait 

kewajiban melaksanakan Andalalin sebelum melakukan pembangunan atas 

bagunan yang diwajibkan untuk melakukan Andalalin sebagaimana diatur 

dalam PM 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; 

3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk melaksanakan Bimbingan 

Teknis maupun Sosialisasi terkait Sertifikasi Penyusun Hasil ANDALALIN di 

seluruh daerah. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin merupakan IKU baru 

atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB 

adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) 

pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak 

dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 

2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 85% dan hasil capaian kinerja sebesar 85% atau 

mencapai 100%. 

 
Tabel III.  21 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Peningkatan 

Sertifikasi Penyusun Andalalin Tahun 2015-2019 

SS7. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat 

         

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

7a. Presentase Peningkatan 

Sertifikasi Penyusun Andalalin 
2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 85 85 100 
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Gambar III.  39 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase 

Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusunan Andalalin tahun 2018 

sebesar 85% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 

85% maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan pada 

Gambar III.  40 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Peningkatan 

Sertifikasi Penyusunan Andalalin Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 
Gambar III.  40 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Peningkatan Sertifikasi 

Penyusunan Andalalin Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam 

Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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Sasaran Strategis 8:  Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan 

 

Pencapaian SS 8 diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 8a.  Persentase 

Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat 

 

 

8a. Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat 

 

Indikator Kinerja Utama Rasio Persentase Penerapan Penelitian Bidang 

Keselamatan Transportasi Darat dapat diukur dengan Jumlah Penelitian 

Keselamatan Transportasi Darat berbanding penerapan pnelitian tersebut. Sumber 

data yang didapat melalui Direktorat Pembinaan Keselamatan.  

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan Penelitian Bidang 

Keselamatan Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat  

 

= 
Jumlah Penerapan Penelitian keselamatan Transportasi Darat

Jumlah Penelitian Keselamatan Transporasi Darat
  

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi 

Darat tahun 2018 sebesar 38,46% jika dibandingkan dengan target PK 2018 

sebesar 38,46% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini 

digambarkan pada Gambar III. 9. Grafik Capaian IKU Persentase Penerapan 

Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2018. 

 

Gambar III.  41  Grafik Capaian IKU Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan 

Transportasi Darat Tahun 2018 
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a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan  

 

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Penerapan Penelitian Bidang 

Keselamatan Transportasi Darat karena dilaksanakannya kegiatan-kegiatan 

yang merupakan tindak lanjut dari kajian/study tahun-tahun sebelumnya dan ada 

juga kegiatan yang merupakan implementasi dari hasil kajian/study dari Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan dimana DED nya 

dikembangkan lagi oleh Direktorat Pembinaan Keselamatan, Ditjen 

Perhubungan Darat. 

 

Dalam periode 2015-2019, ditargetkan 13 Penelitian Keselamatan Transporasi 

Darat. Sapai akhir tahun 2018, terealisasi 5 Penelitian Keselamatan Transporasi 

Darat. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut, antara lain: 

1. Implementasi Penerapan Batas Kecepatan di Provinsi Jawa Tengah; 

2. Pembangunan RASS di Magelang Jawa Tengah; 

3. Pembangunan RASS di Cirebon Jawa Barat; 

4. Rencana Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Manajemen Keselamatan; 

5. Pengadaan Peralatan dan Sistem e-Tilang. 

 

Maka realisasi Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan 

Transportasi Darat adalah: 

 

Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat 

= 
5 

x 100% = 38,46% 
13 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan 

Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 100%, 

yaitu: 

 

% Capaian = 
38,46% 

x 100% = 100% 
38,46% 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang 

 

Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang adalah dengan 

memperbanyak usulan program kegiatan yang merupakan penerapan/tindak 

lanjut dari penelitian/kajian/study yang sudah dilakukan di tahun-tahun 

sebelumnya dan mengoptimalkan hasil-hasil kajian yang sudah ada untuk 

menjadi produk hukum (peraturan perundangan) dan kebijakan.  

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat 

merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu 

rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output 
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menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut 

baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian 

pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 38,46% dan hasil capaian kinerja sebesar 

38,46% atau mencapai 100%. 

 
Tabel III.  22  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Penerapan 

Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2015-2019 

SS 8. Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

8a. Persentase Penerapan 

Penelitian Bidang Keselamatan 

Transportasi Darat 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 38,46 38,46 100 

 

Gambar III.  42  Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase 

Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubugan Darat Tahun 

2015-2019. 

 

Capaian Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi 

Darat tahun 2018 sebesar 38,46% jika dibandingkan dengan target kinerja pada 

tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

2015-2019 sebesar 40,00% maka capaian kinerja mencapai 96,15%.  

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 11 Grafik Perbandingan Realisasi 

Kinerja Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 

38,46%
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-

-
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2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat 

Tahun 2015-2019. 

 
Gambar III.  43  Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Penerapan Penelitian Bidang 

Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 

 
  

38,46%

38,46%
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Sasaran Strategis 9:  Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan 

 

Pencapaian SS 9 diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 9a. Tingkat 

kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan IKU 9b. Indeks efektifitas 

Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK). 

 

 

9a. Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

 

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan 

sistem pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan. Sumber data yang didapat melalui BPKP (Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan). 

 

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Tingkat Kematangan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ialah sebagai berikut: 

- Penilaian Pendahuluan 

- Survei persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP. 

- Pengujian Bukti 

- Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan 

tim assessor dari BPKP. 

- Perhitungan Nilai Level 

- Perhitungan dengan menjumlahkan 25 Skor Sub Unsur SPIP yang merupakan 

hasil perkalian antara Nilai  

 

Tingkat Maturitas Per Indikator dengan Bobot Per Indikator. Perhitungan dilakukan 

oleh BPKP, sebagai berikut: 

 

𝑀𝑆𝑃𝐼𝑃 =
(𝑆1𝑥𝐵1) + (𝑆2𝑥𝐵2) + ⋯ +  (𝑆𝑛𝑥𝐵𝑛) 

𝑛
 

 

Keterangan: 

 

𝑀𝑆𝑃𝐼𝑃  = Nilai Maturitas SPIP Ditjen Hubdat 

𝑆1−𝑛    = Nilai Tingkat Maturitas per Indikator 

𝐵1−𝑛    = Bobot Per Indikator 

n         = Jumlah Sub Unsur SPIP = 25 Sub Unsur 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Tingkat Kematangan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

tahun 2018 sebesar level 3 jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 

level 2 maka capaian kinerja mencapai 150,00%.  Pencapaian ini digambarkan 
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pada Gambar III.12 Grafik Capaian IKU Tingkat Kematangan sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018. 

 
Gambar III.  44  Grafik Capaian IKU Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Pusat maupun Daerah mempunyai 

tugas untuk menyelenggarakan suatu sistem pengendalian intern yang 

menyeluruh, integral dan terus-menerus yang dilakukan oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai. Sistem ini diselenggarakan untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

 

Target Penyelenggaraan SPIP tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam 

Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 adalah level 2 yaitu 

berkembang yang berarti bahwa kita telah melaksanakan praktik pengendalian 

intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat 

tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. 

Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan 

yang belum ditangani secara memadai. 

 

Sedangkan, realisasi tahun 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

memperoleh nilai SPIP sebesar 3,135 atau berada pada kategori “level 3” atau 

“terdefenisi”. Adapun rincian perhitungan skor maturitas SPIP adalah sebagai 

berikut: 

 
Tabel III.  23 Perhitungan Skor Maturitas SPIP 

NO. PERTANYAAN 
TINGKAT  

MATURITAS  
(0 S.D. 5) 

BOBOT SKOR 

1 2 4 5 6 = 4x5 

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika 3 3,75% 0,113 

2. Komitmen Terhadap Kompetensi 3 3,75% 0,113 

3. Kepemimpinan yang kondusif 3 3,75% 0,113 

4. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan 3 3,75% 0,113 

2 

3 

 -  1  1  2  2  3  3  4

2018

 Realisasi  Target
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NO. PERTANYAAN 
TINGKAT  

MATURITAS  
(0 S.D. 5) 

BOBOT SKOR 

1 2 4 5 6 = 4x5 

5. 
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung 
Jawab yang Tepat 3 3,75% 0,113 

6. 
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang 
Sehat tentang Pembinaan SDM 3 3,75% 0,113 

7. Perwujudan Peran APIP yang Efektif 4 3,75% 0,150 

8. 
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi 
Pemerintah Terkait 3 3,75% 0,113 

9. Identifikasi Risiko 3 10,00% 0,300 

10. Analisis Risiko 3 10,00% 0,300 

11. Reviu Kinerja 4 2,27% 0,091 

12. Pembinaan Sumber Daya Manusia 3 2,27% 0,068 

13. 
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem 
Informasi 3 2,27% 0,068 

14. Pengendalian Fisik atas Aset 3 2,27% 0,068 

15. Penetapan dan Reviu Indikator 3 2,27% 0,068 

16. Pemisahan Fungsi 3 2,27% 0,068 

17. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting 3 2,27% 0,068 

18. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu 3 2,27% 0,068 

19. 
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan 
Catatan 3 2,27% 0,068 

20. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya 3 2,27% 0,068 

21. 

Dokumentasi yang baik atas Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi 
dan kejadian penting 3 2,27% 0,068 

22. Informasi 3 5,00% 0,150 

23. Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif 3 5,00% 0,150 

24. Pemantauan Berkelanjutan 3 7,50% 0,225 

25. Evaluasi Terpisah 4 7,50% 0,300 

JUMLAH SKOR 3,135 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kematangan sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 sebesar 150%, yaitu: 

 

% Capaian = 
3 

x 100% = 150% 
2 

 

Tercapainya target nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

Tahun 2018 didukung oleh beberapa hal yang telah dilakukan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat untuk mencapai target nilai maturitas SPIP 2, dan 

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk mencapai target SPIP di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Sekretariat Jenderal 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan beberapa hal sebagai 

berikut: 
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1. Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

SK.3251/KP.801/DJRD/2018 tentang Tim Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat; 

2. Sosialisasi Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 

3. Bimbingan Teknis Penyusunan dokumen SPIP di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat. 

 

Dan selanjutnya melakukan evaluasi internal terkait hasil penilaian maturitas di 

akhir tahun 2018 sebagai persiapan pelaksanaan SPIP Tahun 2019. Sebagai 

langkah penyiapan Dokumen SPIP tahun 2018, Setditjen Hubdat telah 

menghimbau sebagai berikut: 

1. Pembentukan Satgas di masing-masing unit kerja Eselon I, II dan Unit Kerja 

Mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 25 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan. 

2. Segera menyusun kelengkapan data dukung SPIP dan menyampaikan 

kepada Biro Perencanan sebagai persiapan Penilaian Maturitas. 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat di masa mendatang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Melakukan penilaian resiko secara lebih cermat dan terdokumentasi dengan 

baik. 

2. Sosialisasi Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 

3. Bimbingan Teknis Penyusunan dokumen SPIP di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat; 

4. Mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai 

proses yang melekat pada seluruh kegiatan pokok atau integral dengan 

proses kegiatan lainnya; 

5. Melakukan evaluasi mandiri secara berkala atas efektivitas prosedur 

pengendalian untuk seluruh kegiatan pokok pada setiap Unit Kerja Eselon II 

dan Unit Kerja Mandiri (Balai) dan mendokumentasikannya; 

6. Melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan 

seluruh kegiatan pokok pada setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja 

Mandiri (Balai); 

7. Melakukan persiapan dalam rangka melaksanakan pemantauan secara 

otomatis dengan menggunakan aplikasi komputer. 
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b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan 

IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi 

KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU 

berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru 

ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada 

tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah level 2 dan hasil capaian kinerja sebesar level 3 

atau mencapai 150,00%. 

 

Tabel III.  24  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Tingkat kematangan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2015-2019 

SS9. Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(LEVEL) 

REALISASI 

(LEVEL) 

CAPAIAN 

(%) 

9a. Tingkat kematangan Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 2 3 150,00 

 

Gambar III.  45  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Tingkat kematangan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2015-2019 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Tingkat Kematangan system Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

tahun 2018 sebesar level 3 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 

2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-

2019 sebesar level 2 maka capaian kinerja mencapai 150%. Pencapaian ini 

digambarkan pada Gambar III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Kematangan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 Terhadap Target 

Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 

Gambar III.  46  Perbandingan Realisasi Kinerja Kematangan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra 

Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 

 
 

 

9b. Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) 

 

Indikator Kinerja Utama Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan 

Keuangan (PIPK) adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk 

memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian 

sehingga mendukung keandalan pelaporan keuangan. Sumber data yang didapat 

melalui Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

 

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas 

Laporan Keuangan, didapatkan dari: 

 

 

Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Tingkat UAKPA, UAPPA-E1 dan UAPA 

dan direviu oleh Tim Reviu PIPK Inspektorat Jenderal 

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) 

tahun 2018 sebesar 1 (Efektif) jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 

1 (Efektif) maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan 

2 

3 

 -  1  1  2  2  3  3  4

2018

Realisasi Target
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pada Gambar III.15 Grafik Capaian IKU Indeks Efektifitas Pengendalian Internal 

atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2018. 

 
 

Gambar III.  47   Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan 

Keuangan (PIPK) Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Penilaian PIPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI 

Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu 

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penilaian 

dilakukan terhadap 4 akun signifikan yaitu Persediaan, Pendapatan, Aset 

Tidak Berwujud (ATB) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Penilaian 

PIPK dilakukan atas populasi dan/atau sampel kegiatan pelaporan keuangan 

periode Tahun 2018. Adapun rincian penarikan simpulan adalah sebagai berikut:  

 

Tabel III.  25 Penarikan Simpulan Efektivitas Implementasi Pengendalian Konsolidasi Akun 

Pendapatan, Persediaan, KDP, dan ATB. 

NO NAMA PENGENDALIAN UTAMA 

HASIL 

PENGUJIAN 

ATRIBUT 

KESIMPULAN 

EFEKTIVITAS 

IMPLEMENTASI 

1 
Mengirimkan surat Permintaan LK ke 

UAKPA/B 
Andal Efektif 

2 Rekonsiliasi Internal Andal Efektif 

3 
Reviu berjenjang atas Berita Acara 

Rekonsiliasi 
Andal Efektif 

4 

Reviu Berjenjang penyajian Akun KDP 

(Penjumlahan, Rincian, dan 

pengungkapan)  

Andal Efektif 

5 
Peraturan jangka waktu penyampaian LK 

ke Sekjen 
Andal Efektif 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Efektifitas 

Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2018 sebesar 

100%, yaitu: 

 

% Capaian = 
1 (Efektif) 

x 100% = 100% 
1 (Efektif) 

 

  

1 

1 

 -  0  0  1  1  1  1

2018

 Realisasi  Target
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a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang  

 

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang untuk 

meningkatkan capaian Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Pelaporan 

Keuangan (PIPK) adalah: 

1. Membentuk tim penilai yang memiliki kompetensi sebagaimana diamanatkan 

dalam PMK-14/PMK.09/2017; 

2. Mengadakan sosialisasi terkait PMK-14/PMK.09/2017 di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terutama untuk Satker yang dijadikan 

sampling dalam Penilaian PIPK; 

3. Mengikuti Bimbingan Teknis terkait Penyusunan Laporan Penilaian 

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan merupakan IKU 

baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-

RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome 

(hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 

dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya 

yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 1 (Efektif) dan hasil capaian kinerja sebesar 1 

(Efektif) atau mencapai 100,00%. 

 
Tabel III.  26  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Indeks efektifitas Pengendalian 

Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2015-2019 

SS9. Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(Nilai) 

REALISASI 

(Nilai) 

CAPAIAN 

(%) 

9b. Indeks efektifitas Pengendalian 

Internal atas Laporan Keuangan 

(PIPK) 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 1 1 100,00 
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Gambar III.  48  Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas  

Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2018 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) 

tahun 2018 sebesar 1 (Efektif) jika dibandingkan dengan target kinerja pada 

tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

2015-2019 sebesar 1 (Efektif) maka capaian kinerja mencapai 100,00%.  

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja 

Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 

2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat 

Tahun 2015-2019. 

 

Gambar III.  49  Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks efektifitas Pengendalian Internal  

atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018  

dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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Sasaran Strategis 10:  Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan 

Kebutuhan 

 

Pencapaian SS 10 diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 10a. 

Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis dan IKU 

10b. Persentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan 

sesuai prosedur. 

 

 

10a. Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi 

teknis 

 

Indikator Kinerja Utama Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang 

Bersertifikat dan Kualifikasi Teknis yang di ukur dari Penerbitan Sertifikat kompetensi 

sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji kompetensi pada masing-masing 

pelaksanaan Diklat Kompetensi bagi petugas operasional pada satuan pelayanan di 

lingkungan Ditjen Perhubungan Darat. Sumber data yang didapat melalui Setditjen 

Perhubungan Darat. 

   

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Pemenuhan Petugas 

Operasional yang Bersertifikat dan Kualifikasi Teknis ialah sebagai berikut: 

 

 

Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang Bersertifikat dan 

Kualifikasi Teknis  

 

= 
Jumlah Petugas Operasional bersertifikat dan Kualifikasi teknis

Jumlah Petugas Operasional pada Unit Pelayanan Publik
 x 100% 

 

 

 

Keterangan: 

 

1) Jumlah Petugas Operasional bersertifikasi dan Kualifikasi teknis adalah jumlah 

Petugas Operasional pada satuan-satuan pelayanan yang telah memiliki 

sertifikat lulus uji kompetensi sesuai kualifikasi teknis yang telah ditetapkan 

2) Jumlah Petugas Operasional pada Unit Pelayanan Publik adalah jumlah total 

Petugas Operasional pada seluruh Unit Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen 

Perahubungan Darat. 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang bersertifikat dan 

kualifikasi teknis tahun 2018 sebesar 11,10% jika dibandingkan dengan target 

PK 2018 sebesar 11,10% maka capaian kinerja mencapai 100,00%.  

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.18 Grafik Capaian IKU Persentase 
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Pemenuhan Petugas Operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 

2018. 

 
Gambar III.  50  Grafik Capaian IKU Persentase pemenuhan petugas operasional yang 

bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Penerbitan Sertifikat kompetensi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji 

kompetensi pada masing-masing pelaksanaan Diklat Kompetensi bagi petugas 

operasional pada satuan pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 

dapat terselenggara sesuai target dan rencana kegiatan, sehingga menunjang 

pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis.  

 

Dalam periode 2015-2019, Petugas Operasional yang bersertifikat dan 

kualifikasi teknis yang dibutuhkan adalah sebesar 3.153 orang. Di tahun 2018, 

Petugas Operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis ditargetkan sebesar 

350 orang. Sampai akhir tahun 2018, terealisasi sebesar 350 orang.  

 

Maka realisasi Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang Bersertifikat 

dan Kualifikasi Teknis adalah: 

 

Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang Bersertifikat dan Kualifikasi 

Teknis 

= 
350 

x 100% = 11,10% 
3.153 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pemenuhan 

Petugas Operasional yang Bersertifikat dan Kualifikasi Teknis Tahun 2018 

sebesar 100%, yaitu: 

 

% Capaian = 
11,10% 

x 100% = 100% 
11,10% 
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a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang adalah dengan 

mereviu standar-standar kompetensi yang telah ada demi menyesuaikan 

dengan kebutuhan operasional di lapangan, sehingga pelaksanaan uji 

kompetensi sebagai tindak lanjut legalitas kompetensi bagi petugas operasional 

yang telah mengikuti diklat kompetensi lebih sesuai target kebutuhan 

operasional pada masing-masing satuan pelayanan, sehingga tercapai 

pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang Bersertifikat dan Kualifikasi 

Teknis merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu 

rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output 

menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut 

baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian 

pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 11,10% dan hasil capaian kinerja sebesar 

11,10% atau mencapai 100,00%. 

 
Tabel III.  27  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase pemenuhan 

petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2015-2019 

SS10. Tersedianya SDM Sub Sektor Perhubungan Darat yang Kompeten dan 

Profesional 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

10a. Persentase pemenuhan 

petugas operasional yang 

bersertifikat dan kualifikasi 

teknis 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 11,10 11,10 100,00 
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Gambar III.  51  Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Persentase pemenuhan petugas 

operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang bersertifikat dan 

kualifikasi teknis tahun 2018 sebesar 11,10% jika dibandingkan dengan target 

kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 11,10% maka capaian kinerja mencapai 

100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.20 Perbandingan 

Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat 

dan kualifikasi teknis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 
 

Gambar III.  52  Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan petugas 

operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja 

Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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10b. Persentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan 

melaksanakan sesuai prosedur 

 

Indikator Kinerja Utama Persentase Petugas Operasional yang Mempunyai 

Kompetensi dan Melaksanakan Sesuai Prosedur adalah perbandingan antara 

jumlah Pegawai yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai 

prosedur dengan jumlah total pegawai Ditjen Perhubungan Darat. Sumber data yang 

didapat melalui Setditjen Perhubungan Darat. 

 

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Petugas Operasional 

yang Mempunyai Kompetensi dan Melaksanakan Sesuai Prosedur ialah sebagai 

berikut: 

 

 

Persentase Petugas Operasional yang Mempunyai Kompetensi dan 

Melaksanakan Sesuai Prosedur 

 

= 

Jumlah Pegawai yang mempunyai kompetensi dan

 melaksanakan tugas sesuai prosedur

Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Darat
 x 100% 

 

 
Keterangan: 

 

1) Jumlah Pegawai yang telah lulus Diklat teknis dan non teknis telah memahami 

prosedur dan melaksanakan tugas sesuai prosedur; 

2) Jumlah total pegawai Ditjen Perhubungan Darat. 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Persentase Petugas Operasional yang mempunyai kompetensi dan 

melaksanakan sesuai prosedur tahun 2018 sebesar 20,95% jika dibandingkan 

dengan target PK 2018 sebesar 20,95% maka capaian kinerja mencapai 

100,00%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.21 Grafik Capaian IKU 

Persentase Petugas Operasional yang mempunyai kompetensi dan 

melaksanakan sesuai prosedur Tahun 2018. 
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Gambar III.  53  Grafik Capaian IKU Persentase petugas operasional yang mempunyai 

kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur Tahun 2018 

 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Pelaksanaan Penyertaan Diklat bagi seluruh pegawai di lingkungan Ditjen 

Perhubungan Darat dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai di 

lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dapat terlaksana sesuai target dan 

rencana kegiatan Diklat teknis sehingga menunjang pemenuhan pegawai yang 

mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai prosedur. 

 

Dalam periode 2015-2019, Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi 

Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur ditargetkan sebesar 3.579 orang. Di tahun 

2018, petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan 

sesuai prosedur ditargetkan sebesar 750 orang. Sampai akhir tahun 2018, 

terealisasi sebesar 750 orang.  

 

Maka realisasi Persentase Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi 

Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur adalah: 

 

Persentase Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan 

Melaksanakan Sesuai Prosedur 

= 
750 

x 100% = 20,95% 
3.579 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Petugas 

Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur 

Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu: 

 

% Capaian = 
20,95% 

x 100% = 100% 
20,95% 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang adalah dengan 

mereviu hasil Analisis Kebutuhan Diklat di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 

untuk di susun kembali kebutuhan-kebutuhan Diklat di lingkungan Ditjen 
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Perhubungan Darat berdasarkan usulan kebutuhan dan kendala operasianal 

dari masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, untuk 

kemudian di sampaikan sebagai rekomendasi pengadaan Diklat kepada BPSDM 

sebagai pemilik kewenasngan penyelenggara Diklat, sebagai upaya pemenuhan 

Pegawai yang mempunyai kompetensi dan malaksanakan tugas sesuai 

prosedur. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Persentase Petugas Operasional yang Mempunyai Kompetensi dan 

Melaksanakan Sesuai Prosedur merupakan IKU baru atas rekomendasi 

KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah 

IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, 

sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat 

dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 

2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 20,95% dan hasil capaian kinerja sebesar 

20,95% atau mencapai 100,00%. 

 

 
Tabel III.  28  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase petugas 

operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur  

Tahun 2015-2019 

SS10. Tersedianya SDM Sub Sektor Perhubungan Darat yang Kompeten dan 

Profesional 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

10b. Persentase petugas 

operasional yang mempunyai 

kompetensi dan 

melaksanakan sesuai 

prosedur 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 20,95 20,95 100,00 
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Gambar III.  54  Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Persentase petugas operasional yang 

mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur Tahun 2018 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Persentase Petugas Operasional yang mempunyai kompetensi dan 

melaksanakan sesuai prosedur tahun 2018 sebesar 20,95% jika dibandingkan 

dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 20,95% maka capaian kinerja 

mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.23 

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan petugas operasional 

yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja 

Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 
 

Gambar III.  55  Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan petugas 

operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja 

Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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Sasaran Strategis 11:  Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan 

Kebutuhan 

 

Pencapaian SS 11 diukur melalui delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 11a. Nilai 

Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, IKU 11b. Pemenuhan dan 

Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, IKU 11c. 

Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, IKU 11d. 

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal, IKU 11e. Nilai AKIP Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat, IKU 11f. Persentase implementasi sistem informasi yang 

Dibangun untuk mendukung proses bisnis, IKU 11g. Persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran, dan IKU 11h. Persentase Penerimaan PNBP. 

 

 

11a. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

 

Indikator Kinerja Utama Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat adalah Jumlah total nilai dari masing-masing area Reformasi Birokrasi (8 area). 

Sumber data yang didapat melalui Kementerian PAN dan RB 

 

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Nilai Reformasi Birokrasi 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ialah sebagai berikut: 

 

 

Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

 

= Nilai area Manajemen Perubahan + Nilai area Penataan Perundangan + Nilai area 

Penataan dan Penguatan Organisasi + Nilai Penataan Tata Laksana + Nilai area 

Penataan Sistem Manajemen SDM + Nilai area Penguatan Akuntabilitas + Nilai area 

Penguatan Pengawasan + Nilai area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

 

 

Keterangan: 

 

Nilai masing-masing area Reformasi Birokrasi di tetapkan oleh Kemenpan dan RB 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jendral Perhubungan Darat tahun 

2018 sebesar 84,79% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 84,79% 

maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan pada 

Gambar III.24 Grafik Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jendral 

Perhubungan Darat Tahun 2018. 
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Gambar III.  56  Grafik Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat Tahun 2018 

 
 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Pelaksanaan kinerja Reformasi Birokrasi pada 8 area Reformasi Birokrasi dapat 

terlaksana dengan baik dengan melibatkan setiap unsur pengungkit dan 

penunjang kinerja Reformasi Birokrasi sehingga akumulasi dari tingkat 

pencapaian yang baik dari masing-masing area, menghasilkan Nilai Reformasi 

Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.  

 

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-

RB, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperoleh nilai 84,79. Dengan 

demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu: 

 

% Capaian = 
84,79 

x 100% = 100% 
84,79 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Mereviu hasil penilaian Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya beserta 

rekomendasi perbaikan dari Kementerian PAN dan RB, untuk kemudian di 

tetapkan ulang Tim Pelaksana RB termasuk penetapan penanggung jawab pada 

masing-masing area Reformasi Birokrasi (8 area) dari tingkat eselon I sampai 

dengan eselon III di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, di lanjut dengan 

penyusunan rencana aksi masing-masing area untuk kemudian di laksanakan 

rencana aksi dimaksud secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh sumber 

daya yang ada di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat serta pemantauan 

langsung pencapaian targer rencana aksi yang telah di tetapkan demi 

Pencapaian Nilat Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jendral Perhubungan Darat merupakan IKU 

baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-

RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome 
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(hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 

dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya 

yakni tahun 2015, 2016 dan 2017. Target pada tahun 2018 adalah 84,79% dan 

hasil capaian kinerja sebesar 84,79% atau mencapai 100%. 

 

Tabel III.  29  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Nilai Reformasi Birokrasi 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor 

Perhubungan Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(NILAI) 

REALISASI 

(NILAI) 

CAPAIAN 

(%) 

11a. Nilai Reformasi Birokrasi 

Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 84,79 84,79 100 

 

Gambar III.  57  Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jendral Perhubungan Darat tahun 

2018 sebesar 84,79 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 

dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 

sebesar 84,79 maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini 

digambarkan pada Gambar III.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai 

Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 
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Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 

2015-2019. 

 
Gambar III.  58  Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 

 
 

 

11b. Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen 

Perhubungan Darat 

 

Indikator Kinerja Utama Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) di 

Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat adalah yang telah terlaksana 

diperbandingkan dengan Jumlah Unit Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen 

Perhubungan Darat. Sumber data yang didapat melalui Sekretaris Ditjen 

Perhubungan Darat. 

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Pemenuhan dan Penerapan Standar 

Pelayanan (SP) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Ditjen 

Perhubungan Darat  

 

= 

Jumlah Standar Pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan Publik 

menurut jenis layanan

Jumlah Unit Pelayanan Publik Ditjen Perhubungan Darat dan jenis layanan
 x 100% 

 

 

Keterangan: 

 

1) Jumlah Dokumen Standar Pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan 

Publik menurut jenis layanan. 

2) Jumlah Unit Pelayanan Publik Ditjen Perhubungan Darat dan jenis layanan di 

lingkungan Ditjen Perhubungan Darat. 
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a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan 

Ditjen Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 35% jika dibandingkan dengan 

target PK 2018 sebesar 35% maka capaian kinerja mencapai 100%.  

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.27 Grafik Capaian IKU 

Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen 

Perhubungan Darat Tahun 2018. 

 
Gambar III.  59  Grafik Capaian IKU Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di 

Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan dan Terlaksananya penerapan 

Standar Pelayanan pada masing-masing jenis layanan secara baik, 

menghasilkan pemenuhan dan penerapan Standar Pelayanan (SP) di 

lingkungan Ditjen Perhubungan Darat. 

 

Pemenuhan dan penerapan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Ditjen 

Perhubungan Darat ditargetkan 35%, sampai akhir 2018, berdasarkan penilaian 

Tim Penilai dari KemenPAN-RB realisasinya sebesar 35%. 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Pemenuhan dan Penerapan 

Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018 

sebesar 100%, yaitu: 

 

% Capaian = 
35% 

x 100% = 100% 
35% 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Melakukan Bimtek penyusunan Dokumen Standar Pelayanan dan reviu 

Dokumen Standar Pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, serta 

melakukan evaluasi terhadap Penerapan Standar Pelayanan pada masing-

masing satuan pelayanan untuk mengetahui kendala dan kekurangan dari 

Standar Pelayanan yang telah di tetapkan untuk kemudian di revisi sesuai hasil 

35,00%

35,00%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

2018

Realisasi Target



138 

 

evaluasi sebagai pemenuhan dan penerapan Standar Pelayanan di lingkungan 

Ditjen Perhubungan Darat. 

 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Ditjen 

Perhubungan Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. 

Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis 

output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU 

tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan 

capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 35,00% dan hasil capaian kinerja sebesar 

35,00% atau mencapai 100,00%. 
 

 

Tabel III.  30  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Pemenuhan dan Penerapan 

Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor 

Perhubungan Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

11b. Pemenuhan dan Penerapan 

Standar Pelayanan (SP) Di 

Lingkungan Ditjen 

Perhubungan Darat 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 35,00 35,00 100,00 
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Gambar III.  60  Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Pemenuhan dan Penerapan Standar 

Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan 

Ditjen Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 35,00% jika dibandingkan 

dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 35,00% maka capaian kinerja 

mencapai 100,00%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.29 

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 
 

Gambar III.  61  Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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11c. Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 

 

Indikator Kinerja Utama Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen 

Perhubunugan Darat adalah Prosentase tingkat pelaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat dan penyusunan laporan SKM pada masing-masing satuan pelayanan 

di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat di perbandingkan dengan jumlah unit 

pelayanan publik Ditjen Perhubungan Darat dan jenis layanannya. 

Sumber data yang didapat melalui Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat 

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Survey Kepuasan Masyarakat di 

Lingkungan Ditjen Perhubunugan Darat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubunugan Darat  

 

= 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dari 

masing-masing UPP menurut jenis layanannya

Jumlah Unit Pelayanan Publik Ditjen Perhubungan Darat dan 

jenis layanannya

 x 100% 

 

 

Keterangan: 

 

1. Jumlah pelaksanaan SKM dan penyusunana laporan pelaksanaan SKM pada 

masing-masing Unit Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; 

2. Jumlah seluruh Unit Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat. 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 

tahun 2018 sebesar 35,00% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 

35,00% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan 

pada Gambar III.30 Grafik Capaian IKU Survey Kepuasan Masyarakat di 

Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018. 

 

Gambar III.  62  Grafik Capaian IKU Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen 

Perhubungan Darat Tahun 2018 

 
 

35,00%

35,00%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

2018

Realisasi Target



141 

 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Pelibatan dan peningkatan kinerja semua unsur pelayanan dalam pelaksanaan 

Survey Kepuasan Masyarakat pada masing-masing satuan pelayanan yang 

dilakukan secara berkala serta penindaklanjutan hasil survey, menghasilkan 

pencapaian keberhasilan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di 

lingkungan Ditjen Perhubungan Darat. 

 

Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 

ditargetkan 35%, sampai akhir 2018, berdasarkan penilaian Tim Penilai dari 

KemenPAN-RB realisasinya sebesar 35%. 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Survey Kepuasan 

Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018 sebesar 

100%, yaitu: 

 

% Capaian = 
35% 

x 100% = 100% 
35% 

 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Melakukan Bimtek penyusunan formulir Survey Kepuasan Masyarakat beserta 

ketentuan pelaksanaan Survey dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey 

untuk di jadikan dasar perbaikan layanan pada masing-masing satuan 

pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat demi pencapaian target 

pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan 

Darat. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 

merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu 

rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output 

menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut 

baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian 

pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 35,00% dan hasil capaian kinerja sebesar 

35,00% atau mencapai 100,00%. 
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Tabel III.  31  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Survey Kepuasan Masyarakat 

di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor 

Perhubungan Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

11c. Survey Kepuasan Masyarakat 

di Lingkungan Ditjen 

Perhubungan Darat 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 35,00 35,00 100,00 

 

Gambar III.  63  Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Survey Kepuasan Masyarakat di 

Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 

tahun 2018 sebesar 35 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 

dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 

sebesar 35 maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini digambarkan 

pada Gambar III.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja 

Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 
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Gambar III.  64  Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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11d. Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal 

 

Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal 

adalah jumlah temuan tuntas dibandingkan dengan jumlah temuan. 

Sumber data yang didapat melalui Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat.   

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian 

Audit BPK Eksternal digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal  

 

= 
Jumlah Temuan Tuntas

Jumlah Temuan
  x 100% 

 

 

Keterangan: 

 

1. Jumlah Temuan Tuntas adalah jumlah temuan yang berhasil ditindaklanjuti 

hingga tuntas. 

2. Jumlah Temuan adalah total jumlah temuan dari BPK-RI pada Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat. 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal tahun 

2018 sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 

100,00% maka capaian kinerja mencapai 100,00%.  Pencapaian ini 

digambarkan pada Gambar III.33 Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit 

BPK Eksternal Tahun 2018. 

 

Gambar III.  65  Grafik Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian 

 Audit BPK Eksternal Tahun 2018 
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a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian 

Audit BPK Eksternal adalah 100%. Capaian Kinerja dihitung berdasarkan jumlah 

temuan yang berhasil dituntaskan dibandingkan dengan jumlah temuan total. 

 

Pada tahun 2018 BPK-RI melakukan pemeriksaan atas Satker di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan menemukan 5 temuan. Temuan-

temuan tersebut antara lain temuan pada Direktorat Pembinaan Keselamatan, 

Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Tenggara, Satker Perhubungan 

Darat Provinsi Kalimantan Selatan, Satker Perhubungan Darat Provinsi 

Kalimantan Barat, dan Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara. 

Kelima temuan tersebut mengenai Ganti Kerugian Negara yang disebabkan oleh 

adanya keterlambatan dalam pengerjaan kontrak dan rekomendasi yang 

diberikan oleh BPK-RI adalah agar melakukan penagihan sisa kelebihan 

pembayaran oleh PPK yang bersangkutan kepada Kontraktor dan 

menyetorkannya ke Kas Negara. 

 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berhasil menuntaskan lima 

temuan tersebut. Cara yang dilakukan adalah membuat surat teguran dan 

instruksi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI kepada pihak-pihak terkait, 

melakukan Cek Posisi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, 

dan mengirimkan bukti dukung telah dilakukan Tindak Lanjut kepada BPK-RI. 

 

Maka realisasi Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal 

adalah: 

 

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal 

= 
5 

x 100% = 100% 
5 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut 

Penyelesaian Audit BPK Eksternal Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu: 

 

% Capaian = 
100% 

x 100% = 100% 
100% 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang  

 

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut 

Penyelesaian Audit BPK Eksternal antara lain: 

1. Mengumpulkan data dukung yang diperlukan untuk tindak lanjut penyelesaian 

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. 

2. Melakukan pengarsipan dan penyampaian data dukung tindak lanjut 

penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. 

3. Mengadakan Kegiatan Pemutakhiran Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil 

Pemeriksaan BPK-RI dalam waktu triwulan. 
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4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut penyelesaian Laporan 

Hasil Pemeriksaan BPK-RI secara periodik. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal merupakan IKU 

baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-

RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome 

(hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 

dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya 

yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 100,00% dan hasil capaian kinerja sebesar 

100,00% atau mencapai 100,00%. 

 

Tabel III.  32  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut 

Penyelesaian Audit BPK Eksternal Tahun 2015-2019 

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor 

Perhubungan Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

11d. Persentase Tindak Lanjut 

Penyelesaian Audit BPK 

Eksternal 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 100,00 100,00 100,00 

 

Gambar III.  66  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut 

Penyelesaian Audit BPK Eksternal Tahun 2015-2019 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal tahun 

2018 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 

dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 

sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%.  Pencapaian ini 

digambarkan pada Grafik III.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi 

Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target 

Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 

Gambar III.  67  Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 

 
 

 

11e. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

 

Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah 

nilai perwujudan kewajiban Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja intansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

Sumber data yang didapat ialah melalui Inspektorat Jenderal Kementerian 

Perhubungan 

 

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat ialah sebagai berikut: 

1. Adapun teknik menghitung indikator kinerja nilai AKIP sebagai berikut: 

• Perencanaan Kinerja dengan bobot 30% 

• Pengukuran Kinerja dengan bobot 25% 

• Pelaporan Kinerja dengan bobot 15% 

• Evaluasi Kinerja dengan bobot 10% 

• Pencapaian Kinerja dengan bobot 20% 

2. Masing-masing indikator tersebut memiliki sub indikator. 

3. Hasil penilaian atas AKIP Ditjen Hubdat tahun N didapat pada pertengahan tahun 

N+1, sehingga pada tahun N, nilai AKIP yang digunakan adalah nilai AKIP tahun 
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N-1. Contoh: Pada tahun 2016, Nilai AKIP yang disampaikan adalah nilai AKIP 

tahun 2015. 

 

 

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan hasil penilaian 

oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan. 

 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 

83,80 jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 83,00 maka capaian 

kinerja mencapai 100,96%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.36 

Grafik Capaian IKU Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2018. 

 
Gambar III.  68  Grafik Capaian IKU Nilai AKIP Direktorat Jenderal  

Perhubungan Darat Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

IKU Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan perwujudan 

akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dinilai dan 

dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan. Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen dalam 

mewujudkan good governance dalam bentuk Reformasi Birokrasi, yaitu pada 

unsur penguatan akuntabilitas. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat mencapai nilai 83,80 dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel III.  33 Penilaian AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2017 

 

KOMPONEN PENILAIAN BOBOT NILAI 

Nilai Perencanaan Kinerja 30% 28,10 

Nilai Pengukuran Kinerja  25% 20,63 

Nilai Pelaporan Kinerja  15% 13,25 

Nilai Evaluasi Kinerja  10% 7,56 

Nilai Capaian Kinerja  20% 14,26 

TOTAL 100% 83,80 (A) 

 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 sebesar 100,96%, yaitu: 

 

% Capaian = 
83,80 

x 100% = 100,96% 
83,00 

 

Peningkatan nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhungan Darat merupakan kerja 

keras seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat, di antaranya melalui kegiatan sebagai berikut: 

1) Melakukan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 

2) Melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama berbasis outcome; 

3) Menyusun cascading sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai pada level unit kerja mandiri, 

dan menggunggah dalam bentuk strategy map pada aplikasi e-

Performance; 

4) Menginstruksikan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai 

dari level Eselon I sampai dengan level Unit Kerja Mandiri di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 

5) Melakukan sosialisasi aplikasi e-SAKIP Reviu milik Kementerian PAN-RB 

untuk mempermudah proses pengumpulan data dukung SAKIP; 

6) Menginstruksikan penyusunan dan pengunggahan dokumen perencanaan 

unuk seluruh unit kerja Eselon I, II dan unit kerja mandiri pada aplikasi e-

SAKIP Reviu milik Kementerian PAN-RB untuk mempermudah 

pelaporan/pengumpulan dokumen perencanaan; 

7) Melakukan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Tahun 2018 

dengan Aplikasi e-Performance untuk seluruh unit kerja Eselon I, II dan Unit 

Kerja Mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 

8) Melakukan pemantauan pengisian aplikasi e-Performance seluruh unit kerja 

setiap bulannya; 
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a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang, diantaranya 

melalui: 

1) Melakukan penyempurnaan sasaran strategis dan ukurran kinerja pada 

Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta IKU yang berorientasi 

hasil (outcome) pada tingkat unit organisasi; 

2) Memanfaatkan hasil cascading kinerja yang telah disempurnakan untuk 

perbaikan perencanaan kinerja dalam dokumen Renstra, Renja dan 

Perjanjian Kinerja, serta digunakan sebagai dasar penyusunan dan 

pengukuran kinerja individu pegawai; 

3) Mempertajam analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja 

dalam Laporan Kinerja, termasuk akuntabilitas keuangan untuk pencapaian 

setiap sasaran strategis; 

4) Meningkatkan implementasi aplikasi e-Performance sampai ke unit kerja 

mandiri; 

5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala 

(triwulan-an). 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 indikator kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat adalah sebagai berikut: 

 

• Target kinerja dari tahun 2015 sebesar 88,00, tahun 2016 sebesar 88,50%, 

tahun 2017 sebesar 85,00%, dan tahun 2018 sebesar 83,00. Yang berarti 

selama 4 tahun mengalami penurunan target rata-rata sebesar 1,42%. 

• Hasil capaian kinerja tahun 2015 sebesar 85,76 (97%), tahun 2016 sebesar 

85,49 (97%), tahun 2017 sebesar 83,53 (98%), dan tahun 2018 sebesar 

83,80 (100,96%). Yang berarti selama 4 tahun mengalami peningkatan 

kinerja rata-rata sebesar 1,19%. 

 

Tabel III.  34  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Nilai AKIP Direktorat  

Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor 

Perhubungan Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

11e. Nilai AKIP Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat 
2015 88,00 85,76 97,00 

2016 88,50 85,49 97,00 

2017 85,00 83,53 98,00 

2018 83,00 83,80 100,96 
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Gambar III.  69  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Nilai AKIP Direktorat  

Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 

83,80 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 83,00 

maka capaian kinerja mencapai 100,96%.  Pencapaian ini digambarkan pada 

Gambar III.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 

 
Gambar III.  70  Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Direktorat  

Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 

 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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11f. Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung 

Proses Bisnis 

 

Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi Sistem Informasi yang Dibangun 

Untuk Mendukung Proses Bisnis adalah adalah perbandingan sistem informasi yang 

dikembangkan oleh Ditjen Perhubungan Darat terhadap Rencana pengembangan 

sistem informasi yang akan dikembangkan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Sumber 

data yang didapat melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi Sistem 

Informasi yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis ialah sebagai berikut: 

 

 

Sistem Informasi yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis  

 

= 
Jumlah Sistem Informasi Yang Dikembangkan

Rencana Sistem Informasi Yang Akan Dikembangkan
 x 100% 

 

 

Keterangan: 

 

1. Sistem informasi yang dikembangkan pihak eksternal Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat lebih banyak bersifat dukungan non-teknis dan lebih 

mengarah kepada sisi administrasi/perkantoran. (contoh: E-

performance/pustikom, E-Monev/Kemenkeu, Krisna/Bappenas);   

2. Sistem informasi yang dikembangkan oleh internal Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat adalah yang lebih bersifat penunjang kegiatan teknis di 

masing-masing unit eselon II sebagaimana merujuk kepada masing-masing 

tugas, fungsi, dan kewenangannya. (contoh: Spionam/Dit. Angkutan Jalan, E-

Tilang, dan E-Ticketing) 
 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk 

Mendukung Proses Bisnis tahun 2018 sebesar 36,84% jika dibandingkan 

dengan target PK 2018 sebesar 36,84% maka capaian kinerja mencapai 100%.  

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.39 Grafik Capaian IKU Persentase 

Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis 

Tahun 2018. 
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Gambar III.  71  Grafik Capaian IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang 

Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018 

 
 

 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Keberhasilan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mencapai target 

Indikator Kinerja Utama “Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang 

Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis” dalam pelaksanaannya didukung 

oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya yang handal. 

 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik pada sistem aplikasi 

maupun infrastruktur yang sejalan dengan proses integrasi yang terus 

berkesinambungan terhadap seluruh sistem informasi yang beroperasional baik 

internal maupun eksternal direktorat jenderal perhubungan darat dalam layanan 

terhadap masyarakat dan stakeholder. 

 

Kebutuhan Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk 

Mendukung Proses Bisnis sebesar 19 Kegiatan. Di Tahun 2018, ditargetkan 7 

Kegiatan, sampai akhir tahun 2018 terealisasi 7 kegiatan dengan rincian sebagai 

berikut: 

 
Tabel III.  35 Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses 

Bisnis Tahun 2018 

NO. NAMA KEGIATAN 

1 
Pengembangan pengadaan sarana prasarana sistem informasi pengujian 
kendaraan bermotor yang terhubung 

2 Pekerjaan sistem informasi elektronik tilang perhubungan darat tahun 2018 

3 Pengembangan aplikasi tracking system angkutan jalan 

4 Sistem informasi e-loogbook pengemudi angkutan umum akap tahun 2018* 

5 Pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor 

6 Dukungan manajemen dukungan teknis lainnya (pengadaan server) 

7 
Pengembangan RTTMC dan pengadaan peralatan perhitungan lalu lintas 
terklasifikasi otomatis 

 

  

36,84%

36,84%
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Maka realisasi Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk 

Mendukung Proses Bisnis adalah: 

 
Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung 

Proses Bisnis 

= 
7 

x 100% = 36,84% 
19 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi 

Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018 

sebesar 100%, yaitu: 

 

% Capaian = 
36,84% 

x 100% = 100% 
36,84% 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang 

 

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang adalah dengan 

penyempurnaan metode migrasi dalam mobilisasi server, meningkatkan 

kapasitas server, storage, security dan infrastruktur lainnya masih perlu 

ditingkatkan guna perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, khususnya dalam 

meningkatkan implementasi sistem informasi yang Dibangun untuk mendukung 

proses bisnis. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Persentase Implementasi Sistem Informasi yang Dibangun Untuk Mendukung 

Proses Bisnis merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah 

satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output 

menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut 

baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian 

pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 36,84% dan hasil capaian kinerja sebesar 

36,84% atau mencapai 100,25%. 
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Tabel III.  36  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi 

Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2015-2019 

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor 

Perhubungan Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

11f.  Persentase Implementasi 

Sistem Informasi Yang 

Dibangun Untuk Mendukung 

Proses Bisnis 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 36,84 36,84 100 

 

Gambar III.  72  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi 

Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk 

Mendukung Proses Bisnis tahun 2018 sebesar 36,84% jika dibandingkan 

dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 36,84% maka capaian kinerja 

mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.41 Perbandingan 

Realisasi Kinerja Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun 

Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 
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Gambar III.  73  Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Implementasi Sistem Informasi 

Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja 

PadaTahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 

 

 
 

 

11g. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 

 

Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran adalah tingkat 

penyerapan anggaran yang berhasil direalisasikan dibandingkan dengan pagu 

anggaran. Sumber data yang didapat melalui Bagian Keuangan, Sekretariat 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

 

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran  

 

= 
Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran
  x 100% 

 

 

Keterangan: 

 

Data Realisasi Anggaran dapat diperoleh dari aplikasi SPAN ataupun e-monitoring 

dan reporting. 

Data Pagu Anggaran diperoleh dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

Kementerian Keuangan dan dapat dilihat di aplikasi SPAN ataupun e-monitoring dan 

reporting. 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran tahun 2018 sebesar 90,41% 

jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 90,00% maka capaian kinerja 

mencapai 100,46%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.42 Grafik 

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran Tahun 2018. 
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Gambar III.  74  Grafik Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran Tahun 2018 

 
 

 
a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan 

Anggaran adalah 90,41%. Capaian Kinerja dihitung berdasarkan anggaran 

Tahun 2018 yang berhasil terealisasi dibandingkan dengan Pagu anggarannya. 

Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 adalah 

sebesar Rp. 4.955.730.267.000,00 (Empat Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh 

Lima Miliat Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu 

Rupiah), sampai akhir tahun 2018 realisasinya sebesar  

Rp. 4.480.575.555.002,00 (Empat Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Miliar 

Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua 

Rupiah). 

 

Maka realisasi Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah: 

 
Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

= 
4.480.575.555.002,00 

x 100% = 90,41% 
4.955.730.267.000,00 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi 

Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018 

sebesar 100,46%, yaitu: 

 

% Capaian = 
90,41% 

x 100% = 100,46% 
90,00% 

 

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran 

antara lain: 

1. Efisiensi Anggaran dan pengurangan Pagu PNBP pada Pagu awal TA. 2018; 

2. Adanya kegiatan LDF yang diblokir; 

3. Adanya proses P3D; 

4. Adanya Penambahan Pagu Penggunaan PNBP TA. 2018; 

5. Adanya Penambahan Pagu Intensif TA. 2018 pada Akhir TA. 2018; 

6. Realokasi Anggaran. 
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a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang  

 

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas 

Pelaksanaan Anggaran antara lain: 

1. Agar Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat pengelola anggaran yang 

berkompeten di bidangnya. 

2. Mengadakan sosialisasi kepada Pengelola Anggaran pada Satker di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait perencanaan 

kegiatan. 

3. Optimalisasi Pagu Anggaran yang tidak digunakan dengan revisi anggaran. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Persentase Petugas Operasional yang Mempunyai Kompetensi dan 

Melaksanakan Sesuai Prosedur merupakan IKU baru atas rekomendasi 

KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah 

IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, 

sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat 

dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 

2016 dan 2017.  

 

Target pada tahun 2018 adalah 90,00% dan hasil capaian kinerja sebesar 

90,41% atau mencapai 100,46%. 

 

Tabel III.  37  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksana 

Anggaran Tahun 2015-2019 

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor 

Perhubungan Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

11g. Persentase Kualitas 

Pelaksana Anggaran 
2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 90,00 90,41 100,46 
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Gambar III.  75  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Kualitas 

Pelaksana Anggaran Tahun 2015-2019 

 
 

 
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran tahun 2018 sebesar 90,41% 

jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 90,00% 

maka capaian kinerja mencapai 100,46%.  Pencapaian ini digambarkan pada  

Gambar III.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kualitas Pelaksana 

Anggaran Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja PadaTahun 2018 dalam Renstra 

Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. 
 

Gambar III.  76  Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kualitas Pelaksana 

 Anggaran Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja PadaTahun 2018  

dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019 

 
 

  

90,00%

-

-

-

90,41%

-

-

-

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

2018

2017

2016

2015

 Realisasi  Target

90,00%

90,41%

89,70% 89,80% 89,90% 90,00% 90,10% 90,20% 90,30% 90,40% 90,50%

2018

Realisasi Target



160 

 

11h. Persentase Penerimaan PNBP 

 

Indikator Kinerja Utama Persentase Penerimaan PNBP adalah seluruh penerimaan 

bukan pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

dibandingkan dengan target penerimaan. Sumber data yang didapat melalui Bagian 

Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 

   

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Penerimaan PNBP 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Persentase Penerimaan PNBP  

 

= 
Penerimaan PNBP

Target Penerimaan PNBP
   

 

 

Keterangan: 

 

Data penerimaan bukan pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat dapat diperoleh dari aplikasi Simponi. 

Data target penerimaan bukan pajak dapat diperoleh dari aplikasi TPNBP. 

 

 

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja 

Ditjen Hubdat Tahun 2018 

 

Capaian Persentase Penerimaan PNBP tahun 2018 sebesar 194,37% jika 

dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 100% maka capaian kinerja 

mencapai 194,37%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.45 Grafik 

Capaian IKU Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2018. 
 

Gambar III.  77  Grafik Capaian IKU Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2018 

 
 

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

 

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penerimaan PNBP adalah 

194,37%. Capaian Kinerja dihitung berdasarkan realisasi Penerimaan PNBP 

Tahun 2018 dibandingkan dengan target penerimaan PNBP. 
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Target Penerimaan PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 

adalah Rp 516.955.000.000,00 (Lima Ratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus 

Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan realisasi PNBP yang diterima adalah  

Rp 1.001.289.406.450,00 (Satu Triliun Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh 

Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). 

Penyebab keberhasilan pencapaian target ini adalah pada Tahun Anggaran 

2018, terdapat penambahan pengadaan Printer Khusus Pencetakan SUT dan 

SRUT sebanyak 25 unit dan terdapat sewa khusus serta penambahan operator 

untuk pencetakan SUT dan SRUT. Hal tersebut menyebabkan kenaikan 

penerimaan PNBP yang dominan pada tahun 2018. 

 

Maka realisasi Perhitungan Perhitungan Persentase Penerimaan PNBP adalah: 

 
Perhitungan Persentase Penerimaan PNBP 

= 
1.001.289.406.450,00 

x 100% = 194,37% 
516.955.000.000,00 

 

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Perhitungan Persentase 

Penerimaan PNBP Tahun 2018 sebesar 194,37%, yaitu: 

 

% Capaian = 
194,37% 

x 100% = 100,46% 
100,00% 

 

 

 

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang  

 

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas 

Pelaksanaan Anggaran antara lain: 

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat. 

2. Meningkatkan pelayanan pencetakan SUT dan SRUT dengan menambah 

alat cetak dan personel. 

3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan 

dalam penatausahaan dan pengelolaan SUT dan SRUT. 

4. Optimalisasi kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP, seperti Kerja 

Sama Pemanfaatan BMN, Kerja Sama Pemanfaatan Badan Usaha, dan lain-

lain. 

 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja 

Tahun 2015-2018 

 

Persentase Penerimaan PNBP merupakan IKU baru atas rekomendasi 

KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah 

IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, 

sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat 

dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 

2016 dan 2017.  
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Target pada tahun 2018 adalah 100,00% dan hasil capaian kinerja sebesar 

194,37% atau mencapai 194,37%. 

 

Tabel III.  38  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU  

Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2015-2019 

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor 

Perhubungan Darat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 
TARGET 

(%) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

11h. Persentase Penerimaan PNBP 2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 100,00 194,37 194,37 

 

Gambar III.  78  Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU 

 Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2015-2019 

 
 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada 

Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2015-2019 

 

Capaian Persentase Penerimaan PNBP tahun 2018 sebesar 194,37% jika 

dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 100% maka capaian 

kinerja mencapai 194,37%.  Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.  47 

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2018 

Terhadap Target Kinerja PadaTahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 

2015-2019. 
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Gambar III.  79  Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penerimaan PNBP  

Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja PadaTahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat  

Tahun 2015-2019 
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III. 3. REALISASI ANGGARAN 

 

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2018 

 

Pagu Anggaran 

 

1) Pagu Awal DIPA TA. 2018 sebesar Rp. 4.582.007.686.000,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

▪ Rincian per Sumber Dana: 

RM Rp. 4.579.607.686.000,00 99,95% 

PNBP Rp.    2.400.000.000,00 0,05% 

PLN Rp. 0,00 0% 

 

▪ Rincian per Jenis Belanja: 

Belanja Pegawai Rp. 749.675.632.000,00  16,36% 

Belanja Barang Rp. 2.297.667.590.000,00  50,15% 

Belanja Modal Rp. 1.534.664.464.000,00  33,49% 

 

2) Pagu setelah setelah Penambahan Pagu ijin Penggunaan PNBP T.A. 

2018 sebesar Rp. 78,800.195,000,00 menjadi sebesar  

Rp. 4.660.807.881.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pagu Awal DIPA                                   Rp. 4.582.007.686.000,00 

2. Penambahan PNBP Rp. 78.800.195.000,00 

3. Pagu Akhir DIPA Rp. 4.660.807.881.000,00 

 

▪ Rincian per Sumber Dana: 

RM Rp. 4.579.607.686.000,00 98.36% 

PNBP Rp.       81.200.195.000,00 1.64% 

PLN Rp. 0,00 0% 

    

▪ Rincian per Jenis Belanja: 

Belanja Pegawai Rp. 749.675.632.000,00 16,08% 

Belanja Barang Rp. 2.340.379.078.000,00 50,21% 

Belanja Modal Rp. 1.570.753.171.000,00 33,70% 

 

3) Penambahan pagu setelah insentif sebesar  

Rp. 294.922.386.000,00 pagu menjadi sebesar  

Rp. 4.955.730.267.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pagu Penambahan Ijin 

Penggunaan PNBP                                   

Rp. 4.660.807.881.000,00 

2. Penambahan Pagu Insentif Rp.     294.922.386.000,00 

3. Pagu Akhir DIPA Rp. 4.955.730.267.000.00 

 

▪ Rincian per Sumber Dana: 

RM Rp. 4.874.530.072.000,00 98.36% 

PNBP Rp.       81.200.195.000,00 1.64% 

PLN Rp. 0,00 0% 
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▪ Rincian per Jenis Belanja: 

Belanja Pegawai Rp. 749.675.632.000,00  16,08% 

Belanja Barang Rp. 2.374.304.819.000,00 50,21% 

Belanja Modal Rp. 1.831.749.816.000,00 33,70% 

 

 

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 dengan rincian 

sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi): 

 

PROGRAM  ANGGARAN 

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 

Perhubungan Darat 
Rp. 274.291.434.000,00 

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana 

Perhubungan Darat  
Rp. 978.049.434.000,00 

Pembangunan dan Pengelolaan Lalu 

Lintas Perhubungan Darat  
Rp. 1.024.692.737.000,00 

Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan 

dan Multimoda 
Rp. 1.257.461.673.000,00 

Pembinaan dan Pengembangan 

Keselamatan  
Rp. 208.705.074.000,00 

Dukungan Manajemen dan Dukungan 

Teknis Lainnya Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat 

Rp. 1.212.529.915.000,00 

TOTAL Rp. 4.955.730.267.000,00 

 

 

Analisis Kinerja Keuangan 

 

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 untuk semua jenis belanja 

sebesar Rp. 4.480.575.555.002,00 atau mencapai 90,41% dari total pagu 

sebesar Rp. 4.955.730.267.000,00.  

 

Realisasi daya serap Tahun Anggaran 2018 jika dibandingkan dengan daya 

serap Tahun 2017 sebesar 88%, maka terjadi kenaikan pada realisasi 

keuangan sebesar 5,72% dengan rincian sebagai berikut:  
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Tabel III.  39 Daya Serap Anggaran 2017-2019 

TAHUN 
PAGU(*) PAGU(**) 

DAYA SERAP 

KEUANGAN 

(RP.) (RP.) (RP.) (%) 

Tahun 2017 4.272.264.301.000,00 3.925.065.770.000,00 3.471.236.494.672,00 88,37 

Tahun 2018 4.582.007.686.000,00 4.955.730.267.000,00 4.480.575.555.002,00 90,41 

Perbedaan/ 

selisih 

309.743.385.000,00 1.030.664.497.000,00 1.009.339.060.330,00 2,04 

% Selisih 

terhadap 

TA. 2017 

+ 7.25% + 26,26% + 29.08%  

Catatan: Pagu(*) adalah Pagu Awal DIPA 

 Pagu (**) adalah Pagu setelah ada perubahan 

 

Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel III.  40 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2018 

NO JENIS RUPIAH 
PAGU ALOKASI REALISASI 

Rp. Rp. % 

1 Belanja Pegawai 749.675.632.000 431.681.140.085    57,58  

2 Belanja Barang 2.374.304.819.000 2.252.023.903.902    94,92  

3 Belanja Modal  1.831.749.816.000 1.796.870.511.015    98,00  

TOTAL 4.955.730.267.000    4.480.575.555.002     90,41  

 

Sedangkan untuk realisasi daya serap dari tahun 2015 -2018 seperti pada 

tabel dibawah ini: 

 
Tabel III.  41 Realisasi Daya Serap 2015-2018 

TAHUN 
PAGU(*) PAGU(**) 

DAYA SERAP 

KEUANGAN 

(RP.) (RP.) (RP.) (%) 

2015 4.077.124.600.000,00 6.077.124.600.000,00 5.626.541.694.792,00 92,59 

2016 3.811.622.954.000,00 3.023.959.690.000,00 2.836.894.157.566,00 93,81 

2017 4.272.264.301.000,00 3.925.065.770.000,00 3.471.236.494.672,00 88,37 

2018 4.582.007.686.000,00 4.955.730.267.000,00 4.480.575.555.002,00 90,41 

 

Catatan: Pagu(*) adalah Pagu Awal DIPA 

 Pagu (**) adalah Pagu setelah ada perubahan 
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Gambar III.  80 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran 2015 s.d. 2018 

 
 

Rincian Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 

terlampir pada Lampiran  10. 

 

 

III.3.2. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja 

 

Dari total pagu anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar 

Rp. 4.955.730.267.000,00 (Empat Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Lima 

Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu 

Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp. 4.480.575.555.002,00 (Empat 

Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta 

Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Rupiah) atau sebesar 90,41% 

sehingga total dana yang tidak terserap TA. 2018 di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat adalah sebesar Rp. 475.154.711.998,00 

(Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh 

Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 

sebesar 9,59%, dengan rincian sebagai berikut:  

a. Sisa Belanja Pegawai Rp. 317.994.491.915,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas 

Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus 

Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Rarus Lima Belas Rupiah); 

b. Sisa Kegiatan Belanja Barang dan Modal sebesar  

Rp. 89.565.724.234,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus 

Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus 

Tiga Puluh Empat Rupiah); 

c. Sisa Kontrak sebesar Rp. 34.692.512.491,00 (Tiga Puluh Empat Miliar 

Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu 

Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah); 

d. Kegiatan Tidak Dilaksanakan sebesar Rp. 10.534.418.000,00 (Sepuluh 

Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Belas 

Ribu Rupiah); 

6.077.124.600.000,00 

3.023.959.690.000,00 

3.925.065.770.000,00 

4.955.730.267.000,00 

5.626.541.694.792,00 

2.836.894.157.566,00 

3.471.236.494.672,00 

4.480.575.555.002,00 

 -  2.000.000.000.000,00  4.000.000.000.000,00  6.000.000.000.000,00  8.000.000.000.000,00

2015

2016

2017

2018

 Realisasi  Pagu
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e. Tunggakan sebesar Rp. 18.351.824.358,00 (Delapan Belas Miliar Tiga 

Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga 

Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah); 

f. Kegiatan yang Diblokir Rp. 4.015.741.000,00 (Empat Miliar Lima Belas 

Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). 

 

 

III.3.3. Hambatan dan Kendala 

 

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap 

anggaran antara lain: 

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengestimasikan penambahan 

Belanja Pegawai sebanyak seluruh pegawai akan beralih dari daerah ke 

pusat. Akan tetapi, tidak semua Pemda berkomitmen untuk mengalihkan 

pegawainya sehingga terjadi selisih dalam estimasi perhitungan 

tunjangan kinerja yaitu asumsi pembayaran tunjangan kinerja dan 

kelebihan atas perbedaan pembayaran berdasarkan penerbitan SKPP; 

2. Adanya proses P3D; 

3. Efisiensi Anggaran dan pengurangan Pagu PNBP pada Pagu awal  

TA. 2018; 

4. Adanya Penambahan Pagu Penggunaan PNBP TA. 2018; 

5. Adanya Penambahan Pagu Insentif TA. 2018 pada Akhir TA. 2018; 

6. Realokasi Anggaran; 

7. Adanya kegiatan LDF yang diblokir. 
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IV. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

IV. 1. Kesimpulan 
 

 

Dalam rangka perwujudan 

pertanggung jawaban pelaksanaan 

tugas dan fungsi Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat serta 

Pengelolahan Sumber Daya dan 

Pelaksanaan Kebijakan dan 

Program. Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun 

secara berkala sebagai salah satu 

alat pendorong terwujudnya 

pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. 
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Sebagai penutup dari LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 

2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2015-

2019, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2018 ini secara 

umum telah dapat dilaksanakan dengan baik; 

2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan senantiasa meningkatkan 

koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar 

dapat lebih meningkatkan kinerja menuju Pemerintahan yang akuntabel. 



 

 

















































































































































































































































RENCANA KINERJA TAHUNAN

2018

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio                                    0,675 

2 Jumlah trayek keperintisan angkutan 

jalan
Trayek                                       296 

3 Jumlah lintas angkutan 

penyeberangan perintis
Lintas                                        222 

4 Jumlah lintas angkutan 

penyeberangan komersil
Lintas                                           61 

5 Terhubungnya sabuk lintas 

penyeberangan
%                                          97 

6 Jumlah Pedoman Standar 

Keselamatan Transportasi Darat
Dokumen                                             4 

7 Jumlah sarana dan prasarana 

keselamatan transportasi darat

a.     Jumlah Marka Jalan m
2                           1.696.647 

b.     Jumlah Rambu Lalu Lintas Unit                                 23.362 

c.     Jumlah APILL Unit                                          20 

d.     Jumlah Penerangan Jalan Umum Unit                                    5.592 

e.     Jumlah Alat Pengawasan dan 

Pengamanan Jalan   (Fasilitas UPPKB)
Unit                                           10 

f.      Jumlah Alat Pengendali dan 

Pengaman Pengguna Jalan (guard rail) m'                                  19.377 

g.     Jumlah SBNP Unit                                             3 

h.     Jumlah Rambu Sungai Unit                                          85 

8 Jumlah pedoman standar pelayanan 

sarana dan prasarana transportasi 

darat

Dokumen                                             4 

9 Jumlah frekuensi pelayanan pada 

lintas penyeberangan 
trip                              532.000 

10 Persentase sarana pelayanan AKAP 

yang memenuhi SPM
%                                          90 

11 Persentase pemenuhan standar 

operasional pelabuhan 

penyeberangan lintas utama

%                                        100 

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

1  Terwujudnya 

Pelayanan Transportasi 

yang Handal, Berdaya 

Saing, dan Memberikan 

Nilai Tambah Dalam 

Rangka Mewujudkan 

Konektivitas Nasional 

dan Peningkatan 

Angkutan Perkotaan 

 Terwujudnya Pelayanan 

Transportasi Darat yang 

Handal, Berdaya Saing, dan 

Memberikan Nilai Tambah 

Dalam Rangka Mewujudkan 

Konektivitas Nasional dan 

Peningkatan Angkutan 

Perkotaan 

2 Meningkatnya 

Keselamatan dan 

Keamanan Transportasi

Meningkatnya Keselamatan  

Transportasi Darat

NO SASARAN KEMENTERIAN
SASARAN 

PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2018

3 Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan Sarana dan 

Prasarana Transportasi

Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan Sarana dan 

Prasarana Transportasi Darat



1  Terwujudnya 

Pelayanan Transportasi 

yang Handal, Berdaya 

Saing, dan Memberikan 

Nilai Tambah Dalam 

Rangka Mewujudkan 

Konektivitas Nasional 

dan Peningkatan 

Angkutan Perkotaan 

 Terwujudnya Pelayanan 

Transportasi Darat yang 

Handal, Berdaya Saing, dan 

Memberikan Nilai Tambah 

Dalam Rangka Mewujudkan 

Konektivitas Nasional dan 

Peningkatan Angkutan 

Perkotaan 

NO SASARAN KEMENTERIAN
SASARAN 

PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2018

12 Persentase kapal penyeberangan 

pada lintas utama yang memenuhi SPM %                                        100 

13 Persentase Peningkatan Pelayanan 

Angkutan Umum Massal Perkotaan
%                                    82,69 

14 Persentase Capaian On Time 
Performance  (OTP) Transportasi Darat %                                    83,24 

15 Persentase Penurunan Gas Rumah 

Kaca dari Sektor Transportasi Darat
%                                    26,00 

16 Jumlah kota yang menerapkan 

pengaturan persimpangan dengan 

menggunakan teknologi informasi 

(ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota 

Besar/ Kota Metropolitan

Lokasi                                           15 

17 Jumlah prasarana yang telah 

menerapkan konsep ramah lingkungan                                    5.595 

a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang 

dilengkapi dengan sensor
Unit                                    5.592 

b. SBNP Unit                                             3 

18 Persentase Peningkatan Kapasitas 

Prasarana Transportasi Darat
%                                    37,66 

19 Persentase Peningkatan Kapasitas 

Sarana Transportasi Darat
%                                    20,63 

3 Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan Sarana dan 

Prasarana Transportasi

Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan Sarana dan 

Prasarana Transportasi Darat

4 Meningkatnya Kapasitas 

Sarana dan Prasarana 

Transportasi

Meningkatnya Kapasitas 

Sarana dan Prasarana 

Transportasi Darat



1  Terwujudnya 

Pelayanan Transportasi 

yang Handal, Berdaya 

Saing, dan Memberikan 

Nilai Tambah Dalam 

Rangka Mewujudkan 

Konektivitas Nasional 

dan Peningkatan 

Angkutan Perkotaan 

 Terwujudnya Pelayanan 

Transportasi Darat yang 

Handal, Berdaya Saing, dan 

Memberikan Nilai Tambah 

Dalam Rangka Mewujudkan 

Konektivitas Nasional dan 

Peningkatan Angkutan 

Perkotaan 

NO SASARAN KEMENTERIAN
SASARAN 

PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2018

5 Meningkatnya Layanan 

Transportasi  di Derah 

Rawan Bencana, 

Perbatasan, Terluar dan 

Terpencil

Meningkatnya Layanan 

Transportasi Darat di Derah 

Rawan Bencana, Perbatasan, 

Terluar dan Terpencil

20 Rasio Layanan Transportasi Darat 

pada Daerah Rawan Bencana, 

Perbatasan, Terluar dan Terpencil Rasio                                      0,49 

21 Jumlah pemberian sertifikat dan 

kualifikasi teknis petugas operasional Sertifikat                                        350 

22 Jumlah Pegawai yang sudah memiliki 

sertifikat
Orang                                        750 

23 Nilai AKIP Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat
Nilai                                          85 

24 Tingkat penyerapan anggaran Ditjen 

Perhubungan Darat
%                                          90 

25 Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat 

yang berhasil diinventarisasi
Rp     18.000.000.000.000 

6 Tersedianya SDM 

Transportasi yang 

Kompeten dan 

Profesional

Tersedianya SDM 

Transportasi Darat yang 

Kompeten dan Profesional

7 Terwujudnya Good 

Governance & Clean 

Government di 

Kementerian 

Perhubungan

Terwujudnya Good 
Governance  & Clean 

Government  di Sub Sektor 

Perhubungan Darat





RENCANA AKSI

2018

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



T1 T2 T3 T4

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1
Rasio Konektivitas Antar Wilayah

                                 0,675 Rasio
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan 

Penyeberangan
Dit. Angkutan dan Multimoda

2 Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan                                     296 Trayek Pelaksanaaan Subsidi Keperintisan Angkutan Jalan Dit. Angkutan dan Multimoda

3 Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis                                     222 Lintas
Pelaksanaaan Subsidi Keperintisan Angkutan 

Penyeberangan Perintis
Dit. Angkutan dan Multimoda

4 Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil                                       61 Lintas
Monitoring Pelaksanaan Angkutan Penyeberangan 

Komersil
Dit. Angkutan dan Multimoda

5 Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan                                       97 %
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan 

Penyeberangan
Dit. Angkutan dan Multimoda & Dit 

Prasarana

6 Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat                                         4 Dokumen
Penyusunan Pedoman Standar Keselamatan 

Transportasi Darat
Dit. Pembinaan Keselamatan dan Setditjen 

Hubdat

7
Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi 

darat

a.     Jumlah Marka Jalan                           1.696.647 m
2

Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
Dit. Lalu Lintas

b.     Jumlah Rambu Lalu Lintas                                23.362 Unit
Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu 

Lintas
Dit. Lalu Lintas

c.     Jumlah APILL                                       20 Unit Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan APILL Dit. Lalu Lintas

d.     Jumlah Penerangan Jalan Umum                                  5.592 Unit
Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan 

Jalan Umum
Dit. Lalu Lintas

e.     Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan 

(Fasilitas UPPKB)
                                      10 Unit Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan  Alat 

Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)
Dit. Prasarana

f.    Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan 

(guard rail)
                               19.377 m' Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan  Alat 

Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)
Dit. Lalu Lintas

g.     Jumlah SBNP                                         3 Unit Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan  SBNP Dit. Lalu Lintas

h.     Jumlah Rambu Sungai                                       85 Unit
Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu 

Sungai
Dit. Lalu Lintas

8
Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana 

transportasi darat
                                        4 Dokumen

Penyusunan Pedoman Standar pelayanan sarana dan 

prasarana transportasi darat
Dit Sarana, Dit. Prasarana dan Setditjen 

Hubdat

9 Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan                              532.000 trip Monitoring Pelayanan Lintas Penyeberangan Dit. Angkutan dan Multimoda

10 Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM                                       90 %
Monitoring Sarana Pelayanan AKAP yang memenuhi 

SPM
Dit. Angkutan dan Multimoda

11
Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan 

penyeberangan lintas utama
                                    100 %

Monitoring Pemenuhan Standar Operasional Pelabuhan 

Penyeberangan pada Lintas Utama
Dit. Angkutan dan Multimoda

12
Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang 

memenuhi SPM 
                                    100 %

Monitoring Operasional Kapal Penyeberangan yang 

memenuhi SPM pada Lintas Penyeberangan
Dit. Angkutan dan Multimoda

13
Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal 

Perkotaan
                                   82,7 %

Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 

Massal Perkotaan
Dit. Angkutan dan Multimoda

14
Persentase Capaian On Time Performance (OTP) 

Transportasi Darat,
                                   83,2 %

Persentase Capaian On Time Performance (OTP) 

Transportasi Darat,
Dit. Angkutan dan Multimoda

15
Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi darat 

yang dapat diturunkan 
                                      26 %

Monitoring pelaksanaan dan pelayanan Bus BRT dan 

Sistem Angkutan Massal
Dit. Sarana 

17
Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah 

lingkungan 
                                 5.595 

a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan 

sensor
                                 5.592 Unit

Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan 

Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor Dit. Lalu Lintas

b. SBNP                                         3 Unit Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan  SBNP Dit. Lalu Lintas

18
Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi 

Darat
                                 37,66 %

Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana 

Transportasi Darat
Dit Sarana, Dit. Prasarana, Dit. Angkutan 

dan Multimoda serta Setditjen Hubdat

19
Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi 

Darat
                                 20,63 %

Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi 

Darat
Dit. Sarana 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN
RENCANA PELAKSANAAN

PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018

(2) (3)

Meningkatnya 

Keselamatan  

Transportasi Darat

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Dit. Lalu Lintas

   Terwujudnya Pelayanan 

Transportasi Darat yang 

Handal, Berdaya Saing, 

dan Memberikan Nilai 

Tambah Dalam Rangka 

Mewujudkan Konektivitas 

Nasional dan 

Peningkatan Angkutan 

Perkotaan 

16

Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan 

dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh 

Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan

                                      15 Lokasi

Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan Sarana dan 

Prasarana Transportasi 

Darat

Meningkatnya Kapasitas 

Sarana dan Prasarana 

Transportasi Darat

Monitoring Pembangunan ATCS di Ibukota Provinsi/ 

Kota Besar/ kota Metropolitan



T1 T2 T3 T4

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN
RENCANA PELAKSANAAN

PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018

(2) (3)

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

   Terwujudnya Pelayanan 

Transportasi Darat yang 

Handal, Berdaya Saing, 

dan Memberikan Nilai 

Tambah Dalam Rangka 

Mewujudkan Konektivitas 

Nasional dan 

Peningkatan Angkutan 

Perkotaan 

Meningkatnya Layanan 

Transportasi Darat di 

Derah Rawan Bencana, 

Perbatasan, Terluar dan 

Terpencil

20

Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan 

Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil

                                   0,49 %
Pelaksanaan Layanan Transportasi Darat pada Daerah 

Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil

Dit. Angkutan dan Multimoda

21
Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas 

operasional
                                    350 Sertifikat

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Petugas 

Operasional
Setditjen Hubdat

22 Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat                                     750 Orang Monitoring Kepegawaian Setditjen Hubdat

25 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat                                       85 Nilai
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat
Setditjen Hubdat

26 Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat                                       90 %
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan/ Penyerapan 

Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Setditjen Hubdat

27
Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil 

diinventarisasi
18.000.000.000.000 Rp

REKON SAI

Setditjen Hubdat

Meningkatnya kualitas 

dan kinerja SDM di 

bidang perhubungan 

darat

Terwujudnya Good 

Governance & Clean 

Government di Sub 

Sektor Perhubungan 

Darat
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REVISI PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

I{ATA PENGANTAR

Fuji syukur kehadirat TUhan Yang Maha Esa, karena atas
karunia dan rahmat-Nya penJrusunan Revisi Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 dapat
diselesaikan.

Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Tahun 2018 merupakan revisi pernyataan perjanjian kinerja yang
digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja unit organisasi
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para
stakeholder dalarn tataran tata keloia Pemerintahan yang baik. Dalam
Perjanjian Kineda dimaksud, memuat target kinerja yang hendak
dicapai dalam Tahun 2018 yang menjadi tolok ukur akuntabilitas
kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada akhir tahun
2018.

Revisi Perjanjian kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Peiaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45
Tahun 2A16 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.

Akhir kata, kiranya Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini
dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan
pembangunan demi menuju terw,ujudnya sistem Pemerintahan yang
baik.

Jakarta, 2018
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Pembina Utama (IV1e)
NRP. 6205 A784
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REVISI PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.

REVISI PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TAHUN 2O1A



Nama
Jabatan

REVISI PER.'ANJIAN KINER^'A
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAI{

RTVISI PEzuANJIAN KINER.IA TAIIUN 2018

Dalam rangka mewqiudkan manqiemen pemerintahan yang efehif, transparan dan
akuntabel serta herorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BIIDI SEtIYADI, SH, M.Si
JAbatan : DIREKTUR JENDERAL PERIIUBUfiGAI{ DARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberial penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

'aDI, SH, M.Si

Pihah Kedua,

#
BUDI KARYA SUMAI}I

: BUDI KARYA SUMADI
: MENTERI PERHUBUNGAN

Drs.
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3 Desember 2018



REVIST PER,'A}T.'IA}I KINER.IA TAHUN 2018
DIREKTORAT JEI{DERAI PERHI'BUNGA}I DARAT

L Terwuj udnya
Pel,ayanan

Transportasi yang
Handal, Berdaya

Terwujudnya Pelayanan
Transportasi Darat yang

I Rasio Konektivitas Antar wilayah
Rasio 0.675

ldrluda/ be!udyd Jdfr19, udi.

Menberikan Nilai Tafibah
Dalam Rangka Mewujudkan

Konektivitas Nasional dan
Peningkatan Angkutan

Perkotaan

2 Jumlah trayek keperintisan
angkutan jalan Trayek 296

Nilai Tambah Dalam
Rangka Mewuludkan

3 Jmlah fintas angkutan
penyeberangan perintis Lintas 222

Konektivitas Nasional
dan Peningkatan

Angkutan Perkotaan

4 Jirmlah lintas angkutan
penyeberangan komers il Lintas 61

5 Terhubungnya sabuk lintas
penyeberangan 97

2 Meninqkatnya
Keselamatan dan

Keamanan Transportasi

Meningkatnya Keselamatan
Transportasi Darat

6 Jumlah Pedoman Standar Keselamatan
Transportasi Darat Dokumen 4

7 Juml-ah sarana dan prasarana
kesefamatan transportasi darat

a. Jumlah Marka Jalan 2
m 7 ,696,641

b. Jumlah Rambu l,a1u Lintas
unat 23,362

c. Jmlah APf LI Unit 2A
d. Jumlah Peneranqan Jalan
Umrm Unit 5,592

e. Jumfah Alat Pengawasan dan
Pengamanan Jalan (Fasilitas
UPPKB)

Unit 10

f . Jmlah Alat Pengendali dan
Pengaman Pengguna Jalan (guard
ra if)

m' L9,371

S. Jmlah SBNP Unit 3
h. Jimlah Ranrbu Sungai Unit 85

Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Sarana dan

Prasarana
Transportasi

Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Sarana dan

Prasarana Transportasi
Darat

8 Jumfah pedoman standar pelayanan
sarana dan prasarana transportasi
darat

Dokumen 4

9 Jm1ah lrekuensa pelayanan pada
.Lintas penyeberangan trip 532,000

10 Persentase sarana pelayanan AKAP
yang memenuhi SPM

9o 90

11 Persentase pemenuhan standar
operasional pelabuhan
penyeberangan lintas utama

6 100

12 Persentase kapa.l penyeberangan
pada lintas utama yang memenuhi
SPM

z 100

13 Persentase Peningkatan Pelayanan
Angkutan Umrm Massal Perkotaan z 100

14 Persentase Capalan On Tlme
Perforrnance (OTP) Transportasi
Darat

z a3.24

15 Persentase Penurunan Gas Rumah
Kaca dari Sektor Transportasi
Darat

? 26. 00

tb lrlm-lah kota yang menerapkan
pengaturan persimpangan dengan
meoggunakan teknologi informasi
(ATCS) di seluruh lbukota
Provinsi/ Kota Besar/ Kota
lletropolitan

Lokasi 15

17 Junlah prasarana yanq telah
menerapkan konsep ramah lingkungan 5 ,595

a. Penerangan Jalan Umum Lastrik
yang dilengkapi dengan sensor Unit 5,592

b. SBNP Unlt
4 Meningkatnya

Kapasitas Sarana dan
Prasarana

Transportasi

Meningkatnya Kapasitas
Sarana dan Prasarana
Tr:ansportasi Darat

18 Persentase Peningkatan Kapasitas
Prasarana Transportasi Darat z 36.85

19 Persentase Peningkatan Kapasitas
Sarana Transportasi Darat 6 1?.86

NO SASARAI{ TEMENTERIN{ SASARA}I PROCRA4/KEGXATA}I II{DXXATOR KXNER.'A IITEI{A TANGET 2018

3



,

atnya Layanan
Transportasi di

Derah Rawan Bencana,
Perbatasan, Terluar

dan TerpenciJ-

Transportasi Darat di
Derah Rawan Bencana,

Perbatasan, Terfuar dan
Terpencil

Rasio Layanan Transportasi Darat
pada Daerah Rawan Bencana,
Perbatasan, Terluar dan Terpencil

Tersedianya S

Transportasi yang
Kompeten dan
Profes ional

Transportasi Darat yang
Kompeten dan Profesiona.l

Jumlah pemberian sertifikat dan
kualifikasi teknis petugas
operas ionaJ-

sertifikat
Terwujudnya cood

Governance & Clean
Government di
Kementerian
Perhubungan

Terwujudnya Good
Governance &. Clean

Gowernment di- Sub Sektor
Perhubungan Darat

AKIP Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat

penyerapan anggaran Ditjen

25 Nilai aset Ditjen perhubungan
Darat yang berhasil
diinventari sa.s i 18 , 000, 000 , 000,

1 Pembangunan dan pengelolaan Sarana perhubungan Darat
2 Penlf,angunan dan pengelolaan prasarana perhubungan Darat
3 Pembangunan dan pengelolaan Lalu Lintas perhu_bungan Darat
4 Pen&angunan dan penge]ofaan Angkutan d.an Multimoda

5 Pemblnaan dan Pengeflrcangan Keselamaaan

6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Eubdat

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

293,281,111.00

944,308 ,869.00
763,995,278.AA

1,250 ,065,502 .00

t31,488, s44.00

1,192,862,382 .00

DARAT

Jakarta, 20{8
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN

/\r\w
Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

PERHUBUNGAN

tr

MENTERI

BUDI KARYASUMADI

NO SASARBI{ KEMENTERIAN SAS]AAAN PROGR,AU/KEGIATA}I I!{DIKATOR KINER.'A IITAT,B TARGET 2018

5

Rasio 0. rl9

6

Sertifika
t 35C

Orang 75C

Nilai 85

90

Rp
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Gedung Karya Lantai 3,  JL.Merdeka Barat NO 8, 
Jakarta 10110

(021)3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220
ditjenhubdat@dephub.go.id | http:/hubdat.dephub.go.id
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REVISI PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

I{ATA PENGANTAR

Fuji syukur kehadirat TUhan Yang Maha Esa, karena atas
karunia dan rahmat-Nya penJrusunan Revisi Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 dapat
diselesaikan.

Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Tahun 2018 merupakan revisi pernyataan perjanjian kinerja yang
digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja unit organisasi
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para
stakeholder dalarn tataran tata keloia Pemerintahan yang baik. Dalam
Perjanjian Kineda dimaksud, memuat target kinerja yang hendak
dicapai dalam Tahun 2018 yang menjadi tolok ukur akuntabilitas
kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada akhir tahun
2018.

Revisi Perjanjian kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Peiaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45
Tahun 2A16 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.

Akhir kata, kiranya Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini
dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan
pembangunan demi menuju terw,ujudnya sistem Pemerintahan yang
baik.

Jakarta, 2018
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Pembina Utama (IV1e)
NRP. 6205 A784

M_Project
Typewritten text
3 Desember



REVISI PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.

REVISI PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TAHUN 2O1A



Nama
Jabatan

REVISI PER.'ANJIAN KINER^'A
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAI{

RTVISI PEzuANJIAN KINER.IA TAIIUN 2018

Dalam rangka mewqiudkan manqiemen pemerintahan yang efehif, transparan dan
akuntabel serta herorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BIIDI SEtIYADI, SH, M.Si
JAbatan : DIREKTUR JENDERAL PERIIUBUfiGAI{ DARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberial penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

'aDI, SH, M.Si

Pihah Kedua,

#
BUDI KARYA SUMAI}I

: BUDI KARYA SUMADI
: MENTERI PERHUBUNGAN

Drs.

M_Project
Typewritten text
3 Desember 2018







Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



 

 

 


	01 COVER DEPAN.pdf (p.1)
	02 DAFTAR ISI.pdf (p.2-3)
	03 KATA PENGANTAR.pdf (p.4-5)
	04 IKHTISAR.pdf (p.6)
	05 BAB 1 COVER.pdf (p.7)
	06 BAB 1 ISI.pdf (p.8-35)
	07 BAB 2 COVER.pdf (p.36)
	08 BAB 2 ISI.pdf (p.37-43)
	09 BAB 3 COVER.pdf (p.44)
	10 BAB 3 ISI.pdf (p.45-175)
	11 BAB 4 COVER.pdf (p.176)
	12 BAB 4 ISI.pdf (p.177-178)
	13 COVER  LAMPIRAN.pdf (p.179)
	COVER BELAKANG

